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KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang

£

bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai
Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya program kegiatan Layanan
Dukungan Manajemen Eselon | ;

. b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan pelaksana kegiatan
dimaksud pada sub (a) di atas.

Mengingat  : 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;

3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 257/0/2022 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;

4, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran
2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal, 30 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) DI BALAI BAHASA DIY.

KESATU : Prosedur Operasional Standar (POS) di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan
Kebudyaan, Riset, dan Teknologi.



KEDUA

KETIGA

. Rincian Prosedur Operasional Standar (POS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

pkan di Yogyakarta




KATA PENGANTAR

Segala puiji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas rahmat dan hidayah-Nya,
kami telah menyelesaikan dan menyampaikan laporan penyusunan Prosedur
Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS AP) periode 2023 pada Balai
Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan

Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan
mampu melaksanakan berbagai kegiatannya secara tepat dan benar sesuai dengan
tugas dan fungsinya. Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas dan fungsi di unit
organisasi ini, maka telah di identifikasi dan disusun sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) POS
AP berdasarkan tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan tujuan dapat dijadikan sebagai panduan baku dari setiap kegiatan yang ada.

Jumlah POS AP tersebut, masih dimungkinkan untuk bertambah dan atau berkurang
sesuai dengan kebutuhan organisasi, hasil evaluasi Tim Penyusun berdasarkan

penerapan dari tiap-tiap POS tersebut.

Dengan tersusunnya POS AP pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, maka diharapkan setiap kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu
pada panduan buku yang ada, sehingga dapat berjalan secara akuntabel dan

transparan.

Yogyakarta, Januari 2023

Tim Penyusun
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1. PENDAHULUAN
Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unit pelakana
teknis pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mempunyai
tugas melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra
Indonesia di provinsi wilayah kerjanya. Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta terdiri atas Kepala, Kasubbag Umum, dan Kelompok Jabatan

Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
menyelenggarakan fungsi diantaranya 1) Mewujudkan literasi kebahasaan dan
kesastraan serta pengarusutamaan bahasa dan sastra dalam Pendidikan; 2)
Mewujudkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional; 3)
Mewujudkan kelestarian bahasa daerah; dan 4) Mengoptimalkan tata kelola Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan

akuntabel

Guna menciptakan komitmen mengenai pelaksanaan tugas pekerjaan di Balai
Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu disusun dan ditetapkan
POS AP di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Prosedur Operasional Standar adalah serangkaian instruksi tertulis yang
dilakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi,

bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Maksud dari penyusunan POS Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta adalah agar penyelenggaran aktivitas di Balai Bahasa Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta memiliki petunjuk tentang tata cara dan urutan kegiatan yang
jelas, baku dan terukur mengenai bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana

dan oleh siapa dilakukan.

Tujuan dari disusunnya POS AP Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta adalah untuk menciptakan komitmen mengenai apa yang harus

dikerjakan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menuju Kementerian

bertata kelola terbaik.

3. DEFINISI

Instansi Pemerintah

Prosedur Operasional
Standar

Prosedur Operasional
Standar Administrasi
Pemerintah (POS AP)

Mutu Baku Waktu

4. GAMBAR DAN ARTI

D

Kementerian/Lembaga dan  Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai peraturan
perundang-undangan;

Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan
mengenai berbagai proses penyelenggaraan
aktivitas organisasi, bagaimana, dan kapan
harus dilakukan, dimana dan oleh siapa
dilakukan;

Prosedur Operasional Standar dari berbagai
proses penyelenggaraan administrasi
pemerintahan yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Mutu waktu bila mana dihitung dalam hari
berarti berlaku ketentuan 7 (tujuh) jam 30
(tiga puluh) menit per hari kerja (Senin -
Jum’at)

Simbol Kapsul/Terminator Melambangkan

dimulai/berakhirnya suatu prosedur

Melambangkan proses berjalannya/eksekusi

suatu prosedur

Simbol Belah Ketupat/Decision untuk
mendeskripsikan  kegiatan  pengambilan
keputusan

Simbol Anak Panah/Panah/Arrow untuk
mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses
kegiatan)



5. DAFTAR POS BALAIBAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
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POS Humas

Pengolahan Bahan Koleksi (Buku dan Jurnal)

POS Praktik Kerja Mahasiswa

Pengumpulan Data Bahasa dan Sastra Daerah

Pemetaan Bahasa dan Sastra

Inventarisasi Kosa Kata Daerah

Pelaksanaan Konservasi Bahasa dan Sastra Daerah
Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah
Pelaksanaan Pemasyarakatan Bahasa dan Sastra Daerah

Pelaksanaan Fasilitasi Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah

Fasilitasi Pemasyarakatan Bahasa dan Sastra Daerah
Pelaksanaan Pelayanan Kebahasaan dan Kesastraan
Penyusunan Penyiapan Bahan Kemitraan di Bidang Kebahasaan dan
Kesastraan

Pelayanan Tamu

Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi
Pemrosesan Surat Keluar

Pemrosesan Surat Masuk

Peningkatan Mutu SDM

POS Penyusunan Formasi Pegawai

Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala

Pengajuan Izin/Tugas Belajar

Pengusulan Keikutsertaan Diklat

Pengusulan Pindah/Mutasi Jabatan Antar Unit/Instansi
Pengajuan dan Pemrosesan Usul Cuti Pegawai

Pengusulan Kenaikan Pangkat Pilihan
Verifikasi dan Validasi Data PNS yang Akan Mencapai Batas Usia Pensiun

Pengusulan Pengaktifan Kembali dari Tugas Belajar Pegawai dan Cuti di Luar
Tanggungan Negara

Inventarisasi Barang Milik Negara

Satuan Pengamanan

Layanan Perpustakaan

Penerbitan Karya Kebahasaan dan Kesastraan
Pelaksanaan Penelitian/Pengkajian Bahasa dan Sastra
Penilaian Hasil Penelitian/Pengkajian

Penyusunan Rancangan

Penyusunan Buku Acuan dan Pedoman

Pelaksanaan Pengawasan Pengkajian Bahasa dan Sastra
Penyelenggaraan UKBI Adaptif

Sosialisasi UKBI Adaptif
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Pengayaan Kosakata

Penyelenggaraan Fasilitasi Layanan Bahasa pada Ranah Hukum
Penyelenggaraan Sosialisasi Layanan Bahasa pada Ranah Hukum

Pelaksanaan Pelindungan Sastra (Revitalisasi Sastra)
Pembuatan Bahan Pendukung BIPA

Penyusunan Kodifikasi (Kamus)

Lomba

Penyelenggaraan Pemasyarakatan Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia

dan Daerah

Penyelenggaraan Seminar Kebahasaan dan Kesastraan
Pelaporan

Pengumpulan Data Kinerja

Pengelolaan Bahan Terbitan Berkala/Majalah
Penyusunan Rencana Program Unit Kerja

Penyusunan RKA-KL

Revisi Anggaran ke DJA/DJB

Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen
Penanganan Arsip

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Peminjaman Sarana dan Prasarana Kantor
Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Kantor
Pelayanan Tamu Pimpinan

Pelayanan Perjalanan Dinas Pimpinan
Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Kantor

Pendistribusian Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Persediaan

Penghapusan Barang Milik Negara

Pembayaran Gaji Pegawai

Perpajakan Bagi BP

Pencairan Dana Melalui Uang Persediaan

Pencairan Dana Melalui Ganti Uang Persediaan (GUP)
Pencairan Dana Melalui LS Bendahara

Pencairan Dana Melalui Tambahan Uang Persediaan (TUP)
Pencairan Dana Melalui LS Kontraktual

Pencairan Dana Melalui LS Pihak Ketiga

Melengkapi Pemenuhan Ganti Uang Nihil



Nomor POS : 0219/15.6/0T.02.00/2023

Tanggal Pembuatan | : 4 Januari 2023

Tanggal Revisi A

Tanggal Efektif : 7 Februari 2023

Disahkan Oleh Kepala Balai Bahasa

Provjnsi Daerah Istimewa Yogyakarta
A
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISTEK DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA Dra. DWi Pratiwi, M[Pd.
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RIF 1968012019930}2002
Nama POS : POS Humas v

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran Negara RI
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4846)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

tentang Standar Pelayanan Publik

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa

257/0/2022 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor

1. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi DIY
2. Tenaga teknis/non teknis Balai Bahasa Provinsi DIY

3. Mengetahui jaringan internet serta penggunaan aplikasi
4. Mampu berkomunikasi dengan baik

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

S A R L0 R e

POS Pengelolaan Surat Keluar

POS Pengelolaan Surat Masuk

POS Pengelolaan Arsip

POS Pengelolaan Data dan Informasi
POS Kerja Sama

POS Pengelolaan situs dan web (laman)
Pedoman Mutu/Proses Bisnis

1. Komputer dengan jaringan internet dan LAN
2. Aplikasi dan situs web data dan informasi

3. Perangkat penyimpanan

4. ATK

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:




1.
2}

Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan.
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan
sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana.

. Aktivitas Pelaksanaan humas dan kerja sama dicatat dan didata sebagai

dokumen atau bahan laporan pengelolaan data dan informasi.

. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai Prosedur Pengendalian

Rekaman.




POS Humas dan Kerja sama

1. Meminta data dari pengelola data Data 2 hari | Data
dan informasi
2 Menerima data dari pengelola Data 2 jam | Data siap olah
data dan informasi
3. | Mengolah data siap saji Data, 2 hari | Data telah diolah
Kompu
ter
4 Verifikasi tenaga ahli/KTU Data 2 hari | Data terverifikasi
<>—JL_‘ telah
diolah
5. Verifikasi Kepala Data 1 hari | Data terverifikasi

siap saji




Menyampaikan data yang telah Data 5 hari | Data sampai ke Pelanggan: Media,
terverifikasi ke pelanggan terverifi pelanggan masyarakat,
kasi pemangku
R | kepentingan
Menerima umpan balik dari Materi 1 hari | Materi dari Materi: Kritik,
pelanggan dari pelanggan saran, permintaan
pelangg kerja sama, layanan
an
Menyampaikan umpan balik Materi dari| | hari | Tindak lanjut
pelanggan

pelanggan ke pimpinan

umpan balik




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor SOP 0219/15.6/0T.02.00/2023

Tanggal Pembuatan 11 Januari 2023
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 7 Februari 2023
Disahkan oleh Kepala Balai Bahasa

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

~

e

wi Pratiw], M.Pd.
NIP 196801201993032002

L

Nama SOP Pengolahan Bahan Koleksi (Buku dan Jurnal)

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

4. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

5. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar
Nasional Perpustakaan Khusus

1. Menguasai sistem program perpustakaan
2. Minimal D3 perpustakaan

6. DDC Edisi 21
7. Pengantar Klasifikasi Persepuluhan Dewey
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 1. Komputer
2. SOP Perolehan Bahan Pustaka 2. Printer
3. Scanner
4. ATK
5. Aplikasi Slims
6. DDC
7. Pengantar Klasifikasi Persepuluhan Dewey
Peringatan: Pencatatan:
1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pekerjaan pengolahan bahan pustaka terhambat 1. Daftar Koleksi Perpustakaan
2. Jika listrik mati maka pemasukan data tidak bisa dilanjutkan 2. Database




SOP PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN

PELAKSANA MUTU BAKU
Urusan Rumah Petugas Layanan | Persyaratan/
Tangga/Pengadaan Pengolahan Perpustakaan Kelengkapan Weakta Cutpnt
bahan pustaka

1. Menyerahkan bahan perpustakaan dan  daftar 10 menit
pengiriman | I,:

2. | Menerima dan memeriksa bahan koleksi dan daftar 10 menit
pengiriman dari kerumahtanggaan =<>

3. | Melakukan invetarisasi (pengelompokan sesuai subyek 60 menit
pustaka, pemberian stempel, memindai sampul, dan | |
melakukan pencatatan pada buku induk)

4, Melakukan input pada aplikasi Slims T 60 menit

5. | Mencetak dan menempel label barcode '__T:l 10 menit

6. | Menyerahkan bahan koleksi kebagian layanan 4 10 menit

7. | Menata bahan koleksi pada rak sesuai dengan 4 30 menit

klasifikasi




Nomor POS L
T: | Pembuatan | : 6 Januari 2023
4!.35“@l MM'}‘ Tﬂi:] Revisi :

Tanggal Efektif : 1 Februari 2023

Disahkan Oleh Kepala Balai Bahasa
P i_lnsi Daerah Istimewa Yogyakarta

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 4 Dra.\Dwi Pratiwi, M.Pd.

NIP 196801201993032002

Nama POS : POS Praktik Kerja Mahasiswa

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor
257/0/2022 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa

1. Memahami Prosedur Pengajuan dan Pemrosesan Praktik Kerja
Mahasiswa

2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

3. Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. POS Surat Masuk
2. POS Surat Keluar

Formulir permohonan

Tata Tertib Praktik Kerja Mahasiswa
Formulir daftar hadir

Jadwal Praktik Kerja Mahasiswa
Komputer

Printer

ATK

Internet

SRUILIEN T N

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Pelaksana bertanggung jawab atas perlakuan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun ouput dikategorikan
sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana.

1. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai Prosedur Pengendalian
Rekaman.




SOP Pengelolaan Praktik Kerja Mahasiswa

Mutu Baku
No Langkah Kegiatan Tenaga/KKLP
Kasubbag Umum Kepala f_lr::t / Pelanggan Kelengkapan ,wakt_‘j Output Dokumen
1 Surat-menyurat ] ’
-
2 Persiapan pemagangan (unit
protokol)

1. Pengisian formulir magang
(perlu tautan tautan khusus,
kalau bisa terintegrasi ke
adabay)

2. Penjadwalan magang dan
penempatan magang (ruang)
3. Pembekalan magang
(pemberitahuan tentang
seragam, tata tertib, daftar
hadir, log harian (perlu tautan
khusus?, dan sebagainya)

3 Proses Pemagangan:

1. Pembekalan, penugasan
magang, pembimbingan (oleh
KKLP/unit)

2. Pelaksanaan program
mandiri (oleh mahasiswa)

3. Melaksanakan tugas-tugas
tambahan (misalnya: petugas
apel, petugas penerima tamu,
membantu pelaksanaan
kegiatan, atau lainnya)

4, Mengisi konten media BBY
(laman, media sosial, media
siniar, dil.)

4 Pelaporan W
1. Penyusunan laporan magang
2. Presentasi hasil magang

3. Penyempaian testimoni,
saran, kritik, dan sebagainya
(perlu dibuatkan formulir
tersendiri)

5| Penilaian, selesai,

3




Nomor POS : 2015/15.6/0T.02.00/2022
Tanggal Pembuatan | : 29 Oktober 2022
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif - | : 1 November 2022
Disahkan Oleh -~ | Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI =
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA 5. ~|ADra. DWi Pratiwj, M.Pd.

BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA _INIP196801201993032002

Nama POS POS Pelaksanaan Pengumpulan Data
Bahasa dan Sastra Daerah
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara
serta Lagu Kebangsaan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009;

4.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;

5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;

8.Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 257/0/2022 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

1. Tenaga teknis berkompeten terhadap tugas dan program
kerja Balai Bahasa DIY

2. Pernah memperoleh pelatihan pengumpulan data Bahasa
dan Sastra

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. POS Pemrosesan Surat Masuk
2. POS Pemrosesan Surat Keluar
3. POS Pemetaan Bahasa dan Sastra

1. ATK
2. CPU/Latop
3. LCD Proyektor




Peringatan:

4. Kamera
5. Alat Perekam Data

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan
dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan
ditetapkan.

Pencatatan dan pendataan data bahasa dan sastra menjadi
acuan bahan konservasi




POS Pelaksanaan Pengumpulan Data Bahasa dan Sastra Daerah

Pelaksana Mutu Baku
1.Narasumber
No. |Langkah Kegiatan Tim Korsubbid Kasubbag | Kepala g'rnefg?gr?aﬁh“ Waktu
' Pelaksana | Pembinaan Umum Balai 4: Pembantu SPI Kelengkapan (menit) Output K eterangan
Lapangan
5.Peserta
1. | 1. Menyempurnakan KAK 1.SK Pelaksana| 1.500 | 1.KAK Rapat/
2. Menyusun Proposal Kegiatan 2.Proposa Diskusi
3. Menyusun Panduan 2 SOP 3.Panduan
4. Menyusun PetaRisiko ( ) 3.Matriks 4.PetaRisiko
W Y kebutuhan 5.Notula
pel aksanaan
kegiatan
2. | Verifikas dan Vaidas Y Lembar 360 | Lembar verifikasi
verifikas dan dan validasi
validasi
3. | Persiapan pelaksanaan: 1. Matriks 18.000 1.Jadwal 1. Rapat/
Pengumpulan Data kebutuhan Pel aksanaan Diskus
1. Menetapkan Jadwal v operasiona 2.Daftar Nama 2. Perekrutan
Survei dan Wawancara P pelaksanaan Informan dan Narasumber
2. Menentukan Informan M kegiatan Pembantu dan Peserta
dan Pembantu Lapangan ‘ ¢ 2. PetaRisiko Lapangan bekerja
3. Menyiapkan Instrumen 3. SOP 3. Daftar Nama sama dengan
4, Menentukan Tenaga Kehumasan Tenaga Ahli Tim
Ahli 4. SOP 4. Daftar Nama Kehumasan
5. Menetapkan Jadwal 5. Matriks Narasumber dan BBY
Turun lapangan Kebutuhan Peserta 3.SPI
6. Menyiapkan Prasarana Pelaksanaan 5. Draf Instrumen Melaksana-
Pengumpulan Data Kegiatan 6. Draf Sertifikat kan Pendam-
7. Pembantu Lapangan 6. PetaRisiko 7.Draf Spanduk/ pingan
8. Membuat Surat 7. Notula/ Baner
Undangan dan l Dokumen 8.Draf Materi
Perekrutan Rapat Pra- 9.Notula
9. Menyiapkan Materi, 1 Kegiatan
Sertifikat, Baner, ~—




Menyiapkan Tata L aksana LlJ . NotulaRapat | 3.600 | 1.Notula

Pel aksanaan: Penentuan 2.Lembar Evaluasi

1. Rapat dengan Rencana Pelaksanaan
Narasumber, Tenaga pelaksanaan Kegiatan
Ahli , Informan, dan 7y . Jadwal 3.Lembar Monev
Pembantu Lapangan pelaksanaan Outcome

2. Merencanakan . Lembar 4.Biodata dan
Pelaksanaan evaluas Lembar
(menghadirkan PPK dan pelaksanaan K esanggupan
PBJ) kegiatan Narasumber

3. Menyiapkan Lembar . SOP Pengelo-| 5.Biodata Informan
Evaluas pelaksanaan laan Kegiatan Pembantu
kegiatan (Keu) Lapangan,

4. Menyiapkan Rencana 5. SOP PBJ Tenaga Ahli,dan
Monev Outcome Peserta

Pelaksanaan K egiatan: 15.990 1.Daftar Hadir SPI

Pengumpulan Data Informan dan Melaksanakan

1. Melakukan Survei > < > Pembantu Pengawasan

2. Melakukan Wawancara Lapangan

3. Memverifikas dan 2.Daftar Hadir
validasi data Tenaga Ahli,

4. Penyusunan hasil
pengumpulan data

Narasumber, dan
Peserta

3.Bukti Mengajar
Narasumber/
Tenaga Ahli

4.Dokumen
Pertanggung-
jawaban
Pelaksanaan
(Keuangan)

5.Dokumentasi
Data hasil
pengumpulan




6. | Menyusun Draf Laporan \|'/ Dokumen 900 | Draf Laporan Diselesaikan
(Verifikas dan Validas) Verifikas dan dalam kurun
Validas waktu 10 hari
kerjasetelah
1 pelaksanaan
kegiatan
7 | Menyerahkan Draf Laporan 1. SOP 900 | Lembar Verifikasi | Diselesaikan
Pel aksanaan K egiatan Pelaksanaan SPI dalam Kurun
kepada Tim SPI untuk Kegiaan Wektu 5 hari
Diverifikasi A 2. Pedoman Kerja
Penyusunan
Laporan
3. Draf Laporan
8. | Memvalidasi Hasll Draf Laporan 360 | Draf Laporan
Verifikas Laporan dari SPI <+>
I
9. | Berkoordinasi dengantim 1. SOP Monev 1.500 | AndisisHasil
fungsional teknis untuk ¢ Outcome Monev Outcome
Proses Monev Outcome 2.Dref
Hasil Pelaksanaan Kegiatan Laporan
A 4 3.Lembar
Monev
Outcome
10. | Memverifikasi dan Analisis Hasl| 360 | Lembar Validasi Dilampirkan
Memvalidasi Hasil Monev Monev dan AnalisisHasil | dalam Laporan
Outcome Outcome Monev Hasll
Pelaksanaan
<> K egiatan
11. | Menjilid Laporan Hasil 3 Laporan Hasl 180 | Laporan Hasil Berlanjut ke




SOP Pemetaan

Pelaksanaan Kegiatan
untuk diserahkan ke KTU
dan Disimpan menjadi
Arsip BBY

( Selesai )

Pelaksanaan
Kegiatan

Pelaksanaan
Kegiatan




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor SOP : 2019/15.6/0T.02.00/2022
Tanggal Pembuatan | : 29 Oktober 2022
Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif 1 November 2022

W
N\

Disahkan Oleh , y"; \:\ KA -Kgg_)‘gia Balai Bahasa Provinsi DIY

_—’,: A "I/
/A4

I = A
! =

\Wra. D Pratiwjl;M.Pd.
NIP.196801201893032002

Nama POS

: 'POSPenyusunan Pemetaan Bahasa dan Sastra

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara serta Lagu Kebangsaan;

2.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan,
dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;

3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

4, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

5.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor
Bahasa;

6.Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik
Indonesia Nomor 257/0/2022 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor
Bahasa.

1. Menguasai Ms Office.
2. Mampu berkoordinasi dalam penyelesaian pelaksanaan tugas.
3. Memahami rincian tugas dan fungsi organisasi.

4. Minimal S-1 bidang

5. Tenaga teknis Balai

bahasa dan/atau sastra
Bahasa DIY

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. POS Pemrosesan Surat Masuk
2. POS Pemrosesan Surat Keluar
3. POS Pengumpulan Data Bahasa dan Sastra

1. ATK

2. CPU/Latop

3. LCD

4. Kamera

5. Alat Perekam Data




Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabilaprosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan

dengan baik.
2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan

ditetapkan.

1. Dicatat dalam dokumen pengendalian rekaman

2. Arsip

3. Rancangan kegiatan yang dijadikan pedoman

4. Instrumen wawancara yang tercatat dalam lembar instrumen




POS Penyusunan Pemetaan Bahasa dan Sastra

Pelaksana Mutu Baku
1.Pakar/Nara-
. sumber
. KKLP/ Korsubbid .
No. Langkah Kegiatan Tim Pengemban Kasubbag Kepgla 2. Tenaga Ahli P K elengkapan WakFu Output K eterangan
Umum Balai 3.Informan (menit)
Pelaksana | gan
4.Pembantu
Lapangan
1. | 1. Menyempurnakan KAK 1.SK Pelaksana| 1.500 | 1.KAK Rapat/
2. Menyusun Proposal Kegiatan 2.Proposa Diskusi
3. Menyusun Peta Risiko ) 2 SOP 3.Panduan
mual 3 Matriks 4. Peta Risiko
A A kebutuhan 5.Notula
pelaksanaan
kegiatan
2. | Verifikas dan Vdidasi Y Lembar 360 | Lembar verifikas
verifikas dan dan validas
validasi
3 | Menyusun instrumen 1500 | Instrumen
N 4 |
1 1
1 1
1 1
1 [}
_t—_,-——-—-—.,—-.—.le-- - -r—_—_—__— 1
4 | Memvalidasi instrumen Instrumen 1500 | Instrumen
tervalidasi




Mengumpulkan data Data pustaka 6000 | Data
1

Mengentri data Data dan 3000 | Datavitdlitas
v dokumen dari Bahasa dan sastra
kagjian vitalitas

Memverifikas data

e e e e e Datavitalitas 3000 | Datapeta

: | Bahasa dan terverifikas
\ | : sastra
| |

1

U | I - ——
Membuat peta vitalitas Data peta 6000 | Petavitalitas
terverifikasi
Menyusun draf laporan 1500 | Draf laporan
Menyerahkan Draf L aporan Draf laporan 900 | Laporan hasil
3

Pelaksanaan Kegiatan
kepada Tim SPI untuk
Diverifikasi.




11

Menjilid Laporan Hasl
Pelaksanaan Kegiatan
untuk diserahkan ke KTU
dan Disimpan menjadi
Arsip BBY.

e

Laporan hasil
kegiatan

180




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor POS : 2017/15.6/0T.02.00/2022
Tanggal Pembuatan | : 29 Oktober 2022

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif : 1 November 2022

Disahkan Oleh _|-Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY

{0 Dvi Prativi/ MPd
NIP.196801201993032002

Nama POS

-POS Pelaksanaan Inventarisasi

Kosakata Bahasa Daerah

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara
serta Lagu Kebangsaan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009;

4.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;

5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;

8.Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 257/0/2022 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

1. Memahami Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kamus
2. Memahami metode penilaian hasil inventarisasi

3. Mampu mengorganisir kegiatan

4. Mampu menjalin kerja sama dengan instansi terkait

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. POS Failitasi Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah
2. POS Pemetaan Bahasa dan Sastra

1. ATK
2. CPU/Latop
3. LCD




4. Kamera

5. Alat Perekam Data

6. Ruang Pertemuan
Staterkit

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabilaprosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan Pencatatan dan pendataan hasil inventarisasi kosakata bahasa

dengan baik. daerah menjadi acuan bahan KBBI
2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan
ditetapkan.




POS Pelaksanaan Inventarisasi K osa K ata Bahasa Daerah

Pelaksana Mutu Baku
No. Langkah Kegiatan Tim KKLPKI Korsubbid Pakar Kepala Balai Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Pengembangan Uara PeTgay ol T RUSOROLT, (menlt)
arahan, program kerja
Perkamusan dan arlfcl)w :nrdigzan
Peristilahan, identifikasi S
Keperluan penyusunan identifikasi
A Pere: aga;aaelka;(;a(n;zn - juknisinventarisasi 2370 tz:;aﬁ AK
pengay -M‘”a' kosakata, daftar inventarisasi penyusunan, KA,
X daftar inventarisasi,
bahan, draft instrumen R
. L draft instrumen
inventarisasi lema . L
inventarisasi lema
A
Memberikan arahan pelaksanaan
1 pengayaen kosakata data pengayaan kosakata 30 arahan
2 Berkoordinasi dengan staf arahan 30 bahan koordinasi
vi

4 |Mengidentifikasi keperluan | | , w0 'sengrfl'E::

pelaksanaan pengayaan kosakata Program kerja Perkamusan ep!
dan Peristilahan penyusunan
Menyusun konsep pelaksanaan | | identifikasi keperluan Kerangka acuan
4 180 oo
pengayaan kosakata penyusunan kinerja
daftar inventarisasi
Menginventarisasi bahan bahan berupa daftar
5 pel al?%naan engayaan kosakata | | Juknisinventasisasi kosakata| 600 kosakata, referensi
penosy (buku/sumber
daring)
daftar inventarisasi bahan

6 Menel aaa:nbkag Saaﬂkgte;ak%naan | | berupa daftar kosakata, 600 draft instrumen
pengay referensi (buku/sumber inventarisasi lema

daring)

7 Mengoordinasi pelaksanaan | . | draft instrumen inventarisasi 900 instrumen
pengayaan kosakata dengan pakar lema inventarisasi lema
Inventarisasi dan pendefinisian instrumen inventarisasi lema terinventarisasi,

B P 178200 | kumpulan lema

lema

lema, lema terinventarisasi

terpilih




Menginventarisasi lema

penyempurnaan draft

penyempurnaan draft

I::I instrumen inventarisasi lema| 59400 |lematerinventarisasi
Menentukan lemayang akan
ditindaklanjuti dari hasil lematerinventarisas 118800 kumpulgp lema
pengumpulan data (data |apangan terpilih
dan literatur)
L okakarya kumpulan lema terpilih 1350 entri terverifikasi
Verifikasi lema dan definisinya I:I I:I kumpulan lematerpilih | 1350 | entri terverifikes
Sidang Komisi Bahasa Daerah entri terverifikasi 900 entri tervalidasi
me“ ksaketepatan konsep I:I I:I entri terverifikasi 450 | entritervalidas
y
Memeriksa ketepatan I:I I:I entri terverifikasi 450 | entritervalides
pendefinisian lema
Penyuntingan entri tervalidasi 13500 entri tersunting
A 4
Menyunting definisi entri tervalidasi 6750 entri tersunting
Menyunting kelengkapan lema,
ketepatan ejaan, dan kesesuaian entri tervalidasi 6750 entri tersunting
label
. ! templat berisi entri
Pengusulan entn_t(.erwnp ng. templat 510 tersunting, daftar
berisi entri tersunting
usulan KBBI
A 4 . .
Menginput lema ke templat KBBI entri tersunting 450 templat ber!sn entri
tersunting
Mengusulkan lema ke KBBI I::I templat ber!s entri 60 daftar usulan KBBI
tersunting
konsep laporan, draft draft laporan, revisi
Pelaporan laporan, revisi draft laporan, 2460 draft laporan,

laporan

laporan, laporan




Menyusun laporan hasil

pelaksanaan tidak konsep laporan 1350 |draf laporan
pengayaan kosakata

:\)Ade;:g;::r: xz:yz: Iko okt ~<> draf laporan 180 |revisi draf laporan
menyempurnakan laporan hasil - penyempurnaan draf
pelaksanaan pengayaan kosakata revisi draf Iaporan 900 laporan

mengaj ukan laporan hasil penyempurnaan draf 20 laporan

pelaksanaan pengayaan kosakata

laporan




Nomor POS : 2014/15.6/0T.02.00/2022
Tanggal Pembuatan | : 29 Oktober 2022
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 1 November 2022
Disahkan Oleh ~~{ Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Yo ( 93032002

Nama POS | POS Pelaksanaan Konservasi Bahasa
dan Sastra Daerah
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara
serta Lagu Kebangsaan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;

5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;

8.Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 257/0/2022 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

1. Memahami Program Kerja Balai Bahasa Provinsi DIY
2. Memahami tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi DIY

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. POS Pelaksanaan Perekanan dan Dokumentasi 1. ATK

2. POS Pemetaan Bahasa dan Sastra 2. CPU/Latop

3. POS Pelaksanaan Pengkajian Bahasa dan Sastra 3. LCD




4. Kamera
5. Alat Perekam Data
6. Ruang Pertemuan

Staterkit
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Apabilaprosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerjakegiatan tidak berjalan -
dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan
ditetapkan.




POS Pelaksanaan Konservasi Bahasa dan Sastra Daerah

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Keterangan
Kasubbag Korbid/
Umum penanggungjawab Staf Pakar/Narsum SPI Kelengkapan Waktu Output
teknis
1. Menyusun dan Identifikasi 10 jam RKAKL, KAK
mengusulkan C mulai ) berdasarkan tugas
program kegiatan dan fungsi
konservasi bahasa
2 Membentuk tim Data staf 5jam Matriks
konservasi —p pembagian
tugas
3 Menyusun Data 25 jam proposal
proposal kegiatan belum Bahasa/sastra,
konservasi ok teori, metodologi
4 Menilai proposal \ proposal 25 jam Penilaian
</x proposal
ok l
5 Mengembangkan elatiattutel mindetedetetaluie . Draf instrumen 50 jam instrumen
instrument ! '
! :
Lo !
6 Validasi belum ok ‘j Instrumen 25 jam Instrument
instrument terkembangkan tervalidasi
ok
[




7 |\1/| 25jam | Data
pustaka
Mengumpulkan
data pustaka
8 Mengumpulkan v Instrument, alat 50 jam Bahan/data
data lapangan perekam,alat konservasi
pendokumentasian
9 Mengklasifikasi, Data konservasi 50 jam Data
mengolah, dan terolah
menganalisis data
10 | Menyusun draf Data terolah 50 jam Draf
laporan laporan
konservasi konservasi
Bahasa dan
sastra
11 | Seminar hasil A Draf konservasi 2 jam Draf
Bahasa dan sastra konservasi
Y Bahasa dan
sastra
terevisi
12 | Melakukan tidak jmmmmmm e m e - - h Draf laporan 25 jam Laporan
penilaian laporan ' | konservasi
hasil konservasi ; <> <>: Bahasa dan
G : sastra
ya
13 | Menerbitkan dan Laporan konservasi | 50 jam Produk
memublikasikan Bahasa dan sastra hasil
hasil konservasi konservasi
v Bahasa dan
sastra

selesai




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor POS : 2018/15.6/0T.02.00/2022

Tanggal Pembuatan | : 29 Oktober 2022

Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif __~|*1Nevember 2022
Disahkan Oleh ~

7 QN
i/ Q' A —
>

p chﬁ_la ZBaLgi Bahasa Provinsi DIY

[/ =<

jl. o8
[ > [
W\

A

N A

A ‘_LDra.__ Dw1 .P;'Eiﬁwi Pd.
v L NIP196801201993032002

Nama POS = “POS Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa
dan Sastra Daerah

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara
serta Lagu Kebangsaan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;

5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;

8.Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 257/0/2022 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

1. Memahami Program petunjuk teknis pelaksanaan
revitalisasi bahasa dan sastra daerah

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. POS Fasilitasi Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah
2. POS fasilitasi Pemasyarakatan Bahasa dan Sastra Daerah

1. ATK
2. CPU/Latop
3. LCD




Peringatan:

4. Kamera
5. Alat Perekam Data

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabilaprosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan
dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan
ditetapkan.

Pencatatan dan pendataan hasi| kgjian bahasa dan sastrayang
menjadi acuan bahan revitalisasi bahasa dan sastra




POS Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah

Pelaksana Mutu Baku
No. Langkah K egiatan . _ _ 1. Narasumber/Pelaku Waktu
KKLP/Tim Pelaksana |K orsubbid Pembinaan Kasubbag Umum Kepala SastraLisan SPI Kelengkapan . Output K eterangan
2. Peserta (menit)
1. Menyempurnakan KAK 1. SK Pelaksana Kegiatan L.KAK Rapat/ Diskusi
( Y 2. Proposal
1 2. Menyusun Proposal mulai f 2 SOP, 1,500 3. Panduan
3. Menyusun Panduan 3. Matriks kebutuhan " -
4. Menyusun Peta Risiko pelaksanaan kegiatan 4 PetaRisko
i 5. Notula
360
<>
2 |veifikas dan Validas Lembar verifikasi dan validas Lembar verifikasi dan
validasi
[
¢ 1. Matriks kebutuhan 2,400| 1.Jadwal Pelaksanaan 1. Rapat/ Diskusi
Persiapan pelaksanaan: operasional pelaksanaan 2.Daftar Nama. 2. Perekrutan Narasumber
Revitalisasi F kegiatan Narasumber/Pelaku dan Peserta bekerja sama
1. Menetapkan sastra lisan yang akan 2. PetaRisiko Sastralisan dengan Tim Kehumasan
direvitalisasi 3. SOP Kehumasan 3.Daftar Nama Peserta BBY
2. Menetapkan narasumber/pelaku sastra 4.Draf Sertifikat 3. SPI Melaksanakan
3 lisan, dan Peserta Generasi Muda. 5.Draf Spanduk/ Baner Pendampingan
3. Menentukan jadwal kegiatan 6.Draf Materi
4. Membuat Surat Undangan dan 7.Notula
Perekrutan peserta
5. Menyiapkan Materi, Sertifikat, Baner,
Prasarana, dan Kelengkapan lainnya
r
Menyiapkan Tata Laksana Pelaksanaan: 1. SOP 90| 1.Notula
1. Rapat dengan Narasumber dan Pelaku Sastra 2. Matriks Kebutuhan 2. Lembar Evaluasi
lisan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan
2. Merencanakan Pelaksanaan (menghadirkan 3. PetaRisiko 3. Lembar Monev
PPK dan PBJ) 4. Notula/ Dokumen Rapat Outcome
3. Menyiapkan Lembar Evaluasi pelaksanaan prakegiatan 4. Biodata dan Lembar
4 kegiatan Kesanggupan
4. Menyiapkan Rencana Monev Outcome Narasumber
5. Biodata
Narasumber/pelaku
sastralisan, dan
Peserta
Pelaksanaan Kegiatan: 1. Jadwal pelaksanaan 1,900 - DA TR SPI
Revitalisasi 2. Materi dari narasumber Narasumber dan Mélaksanakan
1. Melaksanakan Pelatihan 3. Biodata narasumber dan pesgta kegl@an Pengawasan
2. Melaksanakan Sosialisasi peserta pelatihann 2. Bukti Mengajar
(Pertunjukan/Seminar) 4. Daftar hadir narasumber Narmjmba/pdaku
| mper , e
5 —l |<— 5. Lembar evaluasi . .
pelaksanaan kegiatan Pertanggung jawaban
6. SOP Pengelolaan Kegiatan Peleksanaan
(Keu) (Keuangan) »
7. SOP Pdlatihan 4. Dokgme“ntm (Cetak,
8. SOPPBJ Audio Visual) »
5. Jumlah Generasi
AMyida D i
Dokumen Verifikasi dan Diselesaikan dalam kurun
6 Menyusun Draf Laporan (Verifikasi dan Validasi 900 Draf L. waktu 10 hari kerja setelah
D aporan X
Validasi) | kegiatan
43
‘ 1. SOP Pelaksanaan Kegiaan
7 Menyerahkan Draf Laporan Pelaksanaan 2. Pedoman Penyusunan
Kegiatan kepada Tim SPI untuk Diverifikasi Laporan
3. Draf Laporan
T Draf Laporan 360|Draf Laporan
8 Memvalidasi Hasil Verifikasi Laporan dari SPI




[
1.SOP Monev Outcome
Berkoordinasi dengan Pengkajii untuk Proses 2.Draf Laporan Analisis Hasil Monev
9 . ) | 3Lembar Monev Out 1,500
Monev Outcome Hasil Pelaksanaan Kegiatan .Lemi onev Outcome Outcome
Analisis Hasil Monev Outcome Dilampirkan dalam
Laporan Hasil Pelaksanaan
Kegiatan
10 Memverifikas dan Memvalidasi Hasil 360 Lembar Validasi dan
Monev Outcome Analisis Hasil Monev
L
Laporan Hasil Pelaksanaan
| Kegiatan
Menjilid Laporan Hasil Pe :
11 Kegiatan untuk diserahkan ke KTU dan Laporan Hasil Pelaksanazn

Disimpan menjadi Arsip BBY

selesai

Kegiatan




Nomor POS : 2013/15.6/0T.02.00/2022
Tanggal Pembuatan | : 29 Oktober 2022
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif 1 November 2022
Disahkan Oleh ~ ,{"Kepala Balai Bahasa Provinsi DI'Y
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI ey
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA _|ADra. Dwi Pratiwi,/M.Pd.

BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA " |-NIP 196801201493032002

Nama POS POS Pelaksanaan Pemasyarakatan
Bahasa dan Sastra Indonesia
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara
serta Lagu Kebangsaan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009;

4.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;

5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan. Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa:

8.Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 257/0/2022 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

1. Memahami metode dan Teknik pemasyarakatan bahasa dan
sastra
2. Beroirentasi pada mutu pemasyarakatan bahasa dan sastra

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. POS Pengumpulan Bahasa dan Sastra
2. POS Pemetaan Bahasa dan Sastra
3. POS Pengkajian Bahasa dan Sastra

1. ATK
2. CPU/Latop
3. LCD




4. Kamera

5. Alat Perekam Data
Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:
1. Apabilaprosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan Pencatatan data pemasyarakatan bahasa dan sastra
dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan
ditetapkan.




POS Pelaksanaan Pemasyarakatan Bahasa dan Sastra Indonesia

Pelaksana Mutu Baku

No Langkah Kegiatan Korsubbid Wakt
8 8 Tim Pelaksana u ' Kasubbag Umum Kepala Tenaga Ahli Pelanggan Kelengkapan .u Output Dokumen
Pembinaan (menit)
1 Penyempurnaan KAK SK dan Rancangan| 900 1. SK
kegiatan 2. KAK
2 Memverifikasi, memvalidasi dan Lembar verifikasi 180 Lembar
mengesahkan KAK 4 verifikasi
Tidak \ Ya
Tidak
Ya

3 |Persiapan pelaksanaan: 1. Jadwal 900 1. Jadwal

1. Menyusun dan menetapkan
jadwal pelaksanaan

2. Menentukan narasumber

3. Membuat surat undangan
kepada narasumber dan
perekrutan peserta

4. Menggandakan materi

5. Menyiapkan sertifikat peserta
6. Menyiapkan administrasi
narasumber dan peserta

pelaksanaan

2. Daftar nama
narasumber dan
peserta

3. Sertifikat

4. Materi

2. Program kerja
3. surat-
menyurat

3. Panduan
kegiatan




Verifikasi dan validasi rencana 1. Daftar hadir 600 1. Daftar hadir
pelaksanaan kegiatan (rapat) 2. Notula 2. Notula
3. Lembar verifikasi 3. Lembar
verifikasi
1. Dokumen rapat | 3000 1. Hadir
Menyiapkan tatalaksana 2. ATK dIl. 2. Notula
pelaksanaan: 3. Bahan 3. Dokumen
1. Rapat dg narasumber 4. Format evaluasi rencana
2. Rencana pelaksanaan pelaksanaan
3. Evaluasi kegiatan
1. Pola 32 jam (1.920”) — 1. Daftar hadir *) 1. Dokumen
2. Pola 40 jam (2.400”) 1 narasumber dan pelaksanaan
3. Pola 8 jam (480”) peserta 2.
4. Pola 4 jam (240”) 2. Notula Dokumentasi
3. Sertifikat kegiatan
Penyusunan laporan (verifikasi Dokumen 900 Laporan
dan validasi verifikasi dan
1’ validasi
v
Penyerahan laporan 15 SOP Pengelolaan

Arsip




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor POS : 2012/15.6/0T.02.00/2022
Tanggal Pembuatan | : 29 Oktober 2022
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 1 November 2022
Disahkan Oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY
Wra D?Pra: M Pd.
NIP 196801201993032002
Nama POS POS Fasilitasi Pelindungan Bahasa

dan Sastra Daerah

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara
serta Lagu Kebangsaan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009;

4.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;

5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;

8.Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 257/0/2022 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

1. Memahami metode pelindungan bahasa dan sastra daerah
2. Beroirentasi pelayanan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. POS Pelayanan UKBI
2. POS Pemantauan Bahasa di Ruang Publik

1. ATK
2. CPU/Latop
3. LCD




4. Kamera

5. Alat Perekam Data
Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:
1. Apabilaprosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan Pencatatan data pemasyarakatan bahasa dan sastra
dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan
ditetapkan.




POS Pelaksanaan Fasilitasi Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah

Pelaksana Mutu Baku
No Langkah Kegiatan Tim Pelaksana Korsu'bbld Kasubbag Umum Kepala Tenaga Ahli Pelanggan Kelengkapan Wakt'u Output Dokumen
Pembinaan (menit)
1 Penyempurnaan KAK SK dan Rancangan| 900 1.SK
kegiatan 2. KAK
/)
2 Memverifikasi, memvalidasi, dan Lembar verifikasi 180 Lembar
mengesahkan KAK > verifikasi
3 Persiapan pelaksanaan: 1. Jadwal 900 1. Jadwal
1. Menyusun dan menetapkan \l, pelaksanaan 2. Program
jadwal pelaksanaan 2. Daftar nama kerja
2. Menentukan/konsultan narasumber/infor 3. surat-
narasumber/informan man/peserta menyurat
3. Membuat surat undangan kepada 4. Materi 3. Panduan
konsultan/narasumber/informan kegiatan
4. Menentukan topik/tema. \/
5. Menyiapkan administrasi
narasumber dan peserta
<>
4 Verifikasi dan validasi rencana 1. Daftar hadir 600 1. Daftar hadir
pelaksanaan kegiatan 2. Notula 2. Notula
3. Lembar 3. Lembar
verifikasi verifikasi
T <2




Menyiapkan tatalaksana 1. Dokumen rapat | 3000 1. Hadir

pelaksanaan: 2. ATK dlIl. 2. Notula
1. Rapat dg narasumber/informan 3. Bahan 3. Dokumen
2. Rencana pelaksanaan 4. Format evaluasi rencana
3. Evaluasi kegiatan pelaksanaan
Pengambilan/pengumpulan data 1. Daftar hadir *) 1. Dokumen
narasumber dan pelaksanaan
peserta 2.
2. Notula Dokumentasi
kegiatan

1. Pengolahan data
2. Penyusunan data
3. Verifikasi data

Konsinyasi/DKT




Publikasi:
1.Penyuntingan/ilustrasi/pengatakan
2.Penerbitan/Percetakan
3.Penyebarluasan/pengiriman, dll

10

Penyusunan laporan (verifikasi dan
validasi

Dokumen
verifikasi dan
validasi

900

Laporan

11.

Penyerahan laporan

15

SOP Pengelolaan
Arsip




Nomor POS : 2011/15.6/0T.02.00/2022

Tanggal Pembuatan | : 29 Oktober 2022

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 1 November 2022

Disahkan Oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi DI'Y

)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA IDra. Dwi'Pratiwi, M.Pd.
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NIP 1968012019§3032002

Nama POS POS Pelaksanaan Fasilitasi
Pemasyarakatan Bahasa dan Sastra
Daerah

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara
serta Lagu Kebangsaan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009;

4.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;

5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi:

7.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;

8.Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 257/0/2022 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

1. Tenaga teknis berkompeten terhadap tugas

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. POS Fasilitasi Pelindungan Bahasa dan Sastra
2. POS Pemasyarakatan Bahasa dan Sastra

1. ATK

2. CPU/Latop




3. POS Revitalisasi Bahasa dan Sastra

3. LCD
4. Kamera
5. Alat Perekam Data

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan
dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan
ditetapkan.

Pencatatan dan pendataan hasil kajian menjadi acuan bahan
pemasyarakatan




POS Pelaksanaan Fasilitasi Pemasyarakatan Bahasa dan Sastra Daerah

Pelaksana Mutu Baku
No Langkah Kegiatan Tim Pelaksana Korsu.bbld Kasubbag Umum Kepala Tenaga Ahli Pelanggan Kelengkapan Wakt.u Output Dokumen
Pembinaan (menit)
1 Penyempurnaan KAK SK dan Rancangan | 900 1.SK
kegiatan 2. KAK
/)
2 Memverifikasi, memvalidasi, dan ’ Lembar verifikasi 180 Lembar
mengesahkan KAK Q/ > verifikasi
3 Persiapan pelaksanaan: 1. Jadwal 900 1. Jadwal
1. Menyusun dan menetapkan \B pelaksanaan 2. Program
jadwal pelaksanaan 2. Daftar nama kerja
2. Menentukan narasumber narasumber dan 3. surat-
3. Membuat surat undangan peserta menyurat
kepada narasumber dan 3. Sertifikat 3. Panduan
perekrutan peserta 4. Materi kegiatan
4. Menggandakan materi
5. Menyiapkan sertifikat peserta
6. Menyiapkan administrasi
narasumber dan peserta
4 Verifikasi dan validasi rencana 1. Daftar hadir 600 1. Daftar hadir
pelaksanaan kegiatan (rapat) 2. Notula 2. Notula
3. Lembar 3. Lembar
verifikasi verifikasi
=




Menyiapkan tatalaksana 1. Dokumen rapat | 3000 1. Hadir
pelaksanaan: 2. ATK dlIl. 2. Notula
1. Rapat dg narasumber 3. Bahan 3. Dokumen
2. Rencana pelaksanaan 4. Format evaluasi rencana
3. Evaluasi kegiatan pelaksanaan
1. Pola 32 jam (1.920”) N 1. Daftar hadir *) 1. Dokumen
2. Pola 40 jam (2.400”) 1 narasumber dan pelaksanaan
3. Pola 8 jam (480”) peserta 2.
4. Pola 4 jam (240”) 2. Notula Dokumentasi

3. Sertifikat kegiatan
Penyusunan laporan (verifikasi Dokumen 900 Laporan
dan validasi verifikasi dan

validasi

v
15 SOP Pengelolaan

Penyerahan laporan

I

Arsip




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor POS : 2010/15.6/0T.02.00/2022

Tanggal Pembuatan | : 29 Oktober 2022

Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 1 November 2022
Disahkan Oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY

bra. Dwi Pratiwi] M.Pd.
NIP 196801201993032002

Nama POS POS Pelaksanaan Layanan
Kebahasaan dan Kesatraan

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara
serta Lagu Kebangsaan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;

5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 257/0/2022 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

1. Memahami fungsi pelayanan publik
2. Memahami dengan baik tujuan program kerja Balai Bahasa

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. POS Pelayanan UKBI
2. POS Fasilitasi Pelindungan Bahasa dan Sastra

1. ATK
2. CPU/Latop
3. LCD




Peringatan:

4. Kamera
5. Alat Perekam Data

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabilaprosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan
dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan
ditetapkan.

Pencatatan dan pendataan hasi| kerja sama kebahasaan dan
kesastraan




POS Pelaksanaan Layanan K ebahasaan dan K esastraan

Pelaksana Mutu Baku
) . Kasubbag 1.Narasumber
No. Langkah Kegiatan Tim Pelaksana Koraﬂbbld Umum/ K_epalal (Tenaga Ahli) SPI Kelengkapan WakFu Output Keterangan
Pembinaan Administratur (menit)
Pengawas 2.Peserta

1 1. Permohonan masuk 1. SK Pelaksana 1,500 1. KAK Rapat/ Diskusi
ke persuratan Kegiatan 2. Proposal
2. Persuratan 2. SOP 3. Panduan
dilanjutkan ke ( ) 3. Matrik kebutuhan 4. Peta Resiko
Kasubbag Umum S pelaksanaan kegiatan 5. Notula
3. Kasubbag Umum
dilanjutkan ke Kepala
4. Kepala menyiapkan
disposisi

2 Verifikasi Lembar verifikasi dan (180 Lembar verifikasi

validasi dan validasi
3 Validasi v Lembar verifikasi dan 180 Lembar verifikasi
validasi dan validasi

4 Persiapan pelaksanaan: i 1. Matrik kebutuhan  |4,500 1. Jadwal 1. Rapat/ Diskusi
1. Disposisi operasional pelaksanaan 2. Perekrutan
Pimpinan atas pelaksanaan kegiatan 2. Daftar nama narasumber dan
Permohonan Layanan 2. Peta Resiko narasumber peserta bekerja
kebahasaaan dan l 3. SOP Kehumasan 3. Daftar nama samadengan Tim
Kesastraan peserta Kehumasan BBY
2. Audensi Tim 4. Draf sertifikat 3. SPl
Layanan kebahasaaan l 5. Draf melaksanakan
dan Kesastraan dengan Spanduk/baner pendampingan
Pemohon di BBY 6. Draf Materi
3. Penunjukan Tim 7. Notula/
Bahasa dan Sastra dokumen rapat
pada masalah l
kebahasaaan dan
Kesastraan yang

Digjukan Pemohon
4. Surat menyurat
internal dan eksternal
(penugasan)




Menyiapkan v 1. SOP 900 1. Notula
tatalaksana 2. Matrik kebutuhan 2. Lembar
pelaksanaan: l pelaksanaan kegiatan evaluasi pelaksanaan
1. Pembuatan SK i 3. Peta Resiko kegiatan
Tim layanan - 4. Notula/ dokumen 3. Lembar monev
kebahasaaan dan rapat pra kegiatan outcome
Kesastraan 4. Bidodata dan
2. l lembar kesanggupan
Menyelenggarakan narasumber
rapat koordinasi 5. Biodata peserta
dengan Tim layanan
kebahasaaan dan
Kesastraan
Pelaksanaan kegiatan 1. Notula rapat 720 1. Daftar hadir SPI melaksanakan
penentuan rencana narasumber dan pengawasan
_>| pelaksanaan peserta
2. Jadwal 2. Bukti mengagjar
pelaksanaan narasumber
3. Lembar evauasi 3. Dokumen
pelaksanaan kegiatan pertanggungjawaban
4. SOP Pengelolaan pelaksanaan
Kegiatan (Keu) (Keuangan)
Penyusunan Draf Dokumen verifikas (900 Draf Laporan Diselesaikan dalam

laporan (verifikas dan
validasi)

dan validasi

kurun waktu 10
hari kerja setelah
pelaksanaan
kegiatan




8 Menyerahkan 1. SOP Pelaksanaan (900 Lembar verifikasi  |Diselesaikan dalam
Rekapitulasi _ Kegiatan SPI kurun waktu 5 hari
Penugasan tim layanan M 2. Pedoman kerja
kebahasaaan dan Penyusunan Laporan
Kesastraan, Bulanan, 3. Draf laporan hasil
Triwulanan, dan pelaksanaan kegiatan
Tahunan

9 Memvalidasi hasil Draf laporan 360 Draf Laporan
verifikasi laporan dari v
SPI i

10 Koordinasi dengan 1. SOP Money 1,500 Andisis hasil monev
Pengkaji untuk proses Outcome Pelaksanaan outcome
monev outcome hasil kegiatan
pelaksanaan kegiatan 2. Draf laporan

3. Lembar monev
4 outcome
Iy

11 Memverifikasi dan ] Analisis hasil monev  |360 Lembar validasi dan | Dilampirkann
vaidas hasil monev outcome andlisis hasil monev |dalam laporan hasil
outcome pelaksanaan

kegiatan

12 Laporan hasil 180 Laporan hasil
Penjilidan laporan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan
hasil pelaksanaan I:I“ kegiatan

kegiatan untuk
diserahkan Kasubbag
Umum untuk disimpan
menjadi arsip BBY




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor POS : 2009/15.6/0T.02.00/2022

Tanggal Pembuatan | : 29 Oktober 2022

Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 1 November 2022
Disahkan Oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY

|Dra. Dwd Pratiwi] M.Pd.
NIP 196801201993032002

Nama POS POS Penyusunah Penyiapan Bahan
Kemitraan di Bidang Kebahasaan
dan Kesastraan

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara
serta Lagu Kebangsaan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;

5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

6.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;

8.Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 257/0/2022 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

1. Memahami fungsi mitra kebahasaan dan kesatraan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. POS Pelindungan Bahasa dan Sastra
2. POS Pemsayarakatan Bahasa dan Sastra

1. ATK

2. CPU/Latop




3. POS Pengumpulan Bahasa dan Sastra

3. LCD
4. Kamera
5. Alat Perekam Data

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan
dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan
ditetapkan.

Pencatatan dan pendataan hasil kerja sama kebahasaan dan
kesastraan




POS Penyusunan Penyiapan Bahan Kemitraan di Bidang K ebahasaan dan K esastraan

Pelaksana Mutu Baku
No. Langkah K egiat Ket
© ang egiatan Tim Teknis Korsubbid Kasubbag Umum KepalaBalai K elengkapan 2’:}2::3 Output erangan
A |Pengajuan ( Mulai )
Menerima surat permoh :
1 enerimasurat permononan Surat permohonan 15 Surat permohonan
kemitraan
Keputusan persetujuan atau tida
2 450 Disposisi 1 hari
penolakan
3 Memberikan penolakan ( selesai ) Va
4 Menyusun dan mmgl rim surat ’ - Sl'JI’aI pal_amn 450 Surat balasan 1 hari
balasan persetujuan < - Disposisi
B Penyiapan Bahan Kemitraan
—— - Disposisi .
1 Berkoordinasi dengan staf - Surat permohonan 900 Konsep bahan 2 hari
Penyusunan: 5
) ’ B Draft bahan hari
2 Menyiapkan bahan kemitraan < Konsep bahan 3600 kemitraan Revis: 3 hari
tidak (iika
3 Memverifikasi bahan kemitraen (>; Draft bahan kemitraan 450  |Dokumen kemitraan
Penyampaian Bahan Ya
C .
Kemitraan
A
1 Menyampaikan bahan kemitraan Dokumen kemitraan 450  |Dokumen kemitraan 1 hari
G Pelaporan
y Penyusunan:
1 Menyusun laporan ( selesai ) dokumen 120 laporan 1,5jam
Revisi: 30




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISTEK DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor POS 08/Ukrt/19-07

Tanggal : 1 Juli 2019
Pembuatan
Tanggal Revisi | : 4 Januari 2023

Tanggal Efektif | : 7 Februari 2023

Disahkan Oleh Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

™

(

Dra. Dwi Pratiwi, M|Pd.
19680120199303200

Nama POS : Pelayanan Tamu L

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.
2

3.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor
Bahasa;

1. Memahami Prosedur Pelayanan Tamu
2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
3. Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis

4. SOP Pengelola Data dan Informasi
5. SOP Pengelola Situs atau Web

6. SOP Humas

1. Disposisi

2. Data Ketersediaan Sarana dan Prasarana
3. Konsep Surat Jawaban

4. Surat Jawaban

5. Komputer

6. Printer

7. Filling Cabinet




Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1.

2.

Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah
dibakukan dan ditetapkan.

Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Data Pencatatan Peminjaman Sarana dan Prasarana
2. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
Pengendalian Rekaman.




Memeriksa, memin

Kartu den

Data tamu

a 5
identitas tamu, dan
meminta tamu untuk ( } kartu pengenal
mengisi buku tamu/ tamu,
aplikasi buku tamu
(informasi hari dan
tanggal, pukul
kedatangan, identitas dan
tujuan), dan
memberikan kartu
pengenal tamu
Mengantar dan Data Tamu 5 Tamu
mempersilakan tamu terarahkan
ke ruang tunggu,
diterima oleh petugas
piket
Memastikan Agenda 5 Konfirmasi Data jadwal melalui tautan
keterjadwalan tamu Pimpinan penerimaan gooledrive
tamu
Menyampaikan Jadwal 5 Informasi
informasi kedatangan penerimaan kedatangan
tamu kepada tamu tamu kepada
pimpinan/penerima terkonfirmasi pimpinan
lainnya
Memberikan arahan Informasi 5 Arahan
terkait penerimaan kedatangan
tamu tamu pimpinan
Melayani tamu Layanan 60 Tamu
terlayani

Menyampaikan evaluasi Formulir 5 Hasil evaluasi
layanan evaluasi layanan

melalui cetak

atau elektronik
Menerima tanda Kartu 5 Tamu
pengenal tamu dan pengenal tamu pimpinan
mengembalikan kartu terlayani

tanda identitas tamu




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISTEK

DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor POS : 05/KKLP-JM/21-07

Tanggal Pembuatan | : 21 Juli 2021

Tanggal Revisi : 5 Januari 2023
Tanggal Efektif : 7 Februari 2023
Disahkan Oleh Kepala Balai Bahasa

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Gl

TS Shiati]

# Dra. Dwi Pratiwi,[M.Pd.
NIP 196801201993032002

Nama POS : Pelaksanaan Peagélolaan Data dan Informasi

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

I.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran Negara RI
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4846).

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Standar Pelayanan Publik

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor
257/0/2022 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa

Mengetahui tugas dan fungsi jabatan.

. Tenaga teknis/non teknis Balai Bahasa Provinsi DIY.

. Mengetahui tata cara pelaksanaan pengelolaan data dan informasi.
. Mengetahui jaringan internet serta penggunaan aplikasi.

-P-NM:—-

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. POS Pengadaan Barang dan Jasa
2. POS Pengelolaan Surat Keluar
3. POS Pengelolaan Surat Masuk
4. POS Pengelolaan Arsip

5. Pedoman Mutu/Proses Bisnis

1. Komputer dengan jaringan internet

2. Aplikasi dan situs web data dan informasi
3. Perangkat penyimpanan

4. ATK

5. Kamera

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan
sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana.

1. Aktivitas Pelaksanaan pengelola data dan informasi dicatat dan didata
sebagai dokumen atau bahan laporan pengelolaan data dan informasi.

2. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai Prosedur Pengendalian
Rekaman.




SOP PELAKSANAAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

. Menentukan narasumber
pihak ketiga
.Menyiapkan perangkat
dan aplikasi pendukung
. Menyiapkan

administrasi kegiatan

Penyempurnaan KAK SK 900 SK Rapat/diskusi
-

Memverifikasi, Lembar 180 Lembar

memvalidasi, dan \ verifikasi verifikasi

mengesahkan KAK. ‘ﬂB

Persiapan pelaksanaan: 1. Jadwal 900 SOP

* pelaksana Pengelolaan

. Menyusun dan - )\ an, surat keluar

menetapkan jadwal 2. komputer

pelaksanaan W 3. jaringan
.Menentukan  deskripsi internet

kerja tim pelaksana




Verifikasi dan validasi 1. Daftar 600 1.Daftar | Rapat/diskusi
1
rencana pelaksanaan - hadir, hadir,
kegiatan (rapat). 2. Notula, 2.Notula,
3. Lembar 3.Lembar
2 4 verifikasi verifikasi
Menyiapkan tatalaksana 1.Dokumen | 3000 1. Daftar Rapat/diskusi
pelaksanaan: rapat, hadir,
1. Rapat dengan 2.ATK, 2.notula,
narasumber 3.format 3.dokumen
2.Rencana pelaksanaan evaluasi s
; ; pelaksana-
3. Evaluasi kegiatan
an
Pelaksanaan kegiatan: ATK, *) 1. bahan
1. Pengelolaan komputer publikasi
pangkalan data J, berjaringan 2. rekaman
2.Pengelolaan  laman — internet, bahan data
A sedia:semial - publikasi 3. Dokumen
) pelaksana-
3. Pengelolaan email
an,




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor POS 02/Ukrt/19-07
Tanggal Pembuatan | : 01 Juli 2019
Tanggal Revisi : 5 Januari 2023
Tanggal Efektif : 7 Februari 2023
Disahkan Oleh Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4 Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002
Nama POS : Pemrosesan Sura{Keluar

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.
2.

3

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2009 Tentang Kearsipan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokmsi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata
Naskah Dinas Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2022 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor
257/0/2022 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa

1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai pemrosesan surat
masuk

2. Dapat menggunakan komputer untuk memproses surat ke dalam Sistem
Tata Naskah Dinas

3. Memiliki ketelitian dalam menyortir surat

4. Mengetahui alur pemrosesan surat masuk

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. POS Surat Masuk
2. POS Surat Keluar
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis

Buku Ekspedisi
Lembar Disposisi
Komputer/laptop
Surat

Printer

Pemindai

VTN T R




7. Arsip
8. Folder Arsip
9. Filling Cabinet

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan: (sesuaikan)
1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan dengan baik. 1. Surat masuk/keluar yang teragendakan
2. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai peraturan kearsipan

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan
sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana




Pemrosesan Surat Keluar

30 menit

Menerima/  menyusun Disposisi, Konsep surat
konsep surat secara ( _J SINDE
manual atau melalui
draft Sinde untuk TTE
Memeriksa konsep surat LN Konsep surat | 10 menit | Konsep surat
oleh verfikator Sinde NG
Menandatangani surat Konsep surat | 5 menit | Surat
Y
AP
N
Memberi nomor surat Surat, SINDE | 6 menit | Surat  yang
keluar telah
diberikan
nomor  dan
tanggal surat
Menyiapkan Surat  yang | 2 menit | Surat dalam | Khusus surat
kelengkapan surat telah amplop/map | yang perlu
diberikan yang telah | dikirim fisiknya
nomor  dan dibubuhi
tanggal surat alamat
keluar
Mencatat identitas surat Surat dalam | 3 menit | Buku
keluar untuk tanda amplop/map Ekspedisi
tangan yang telah
dibubuhi
alamat




| Mengirim surat secara Buku 20 menit | Tanda terima
elektronik/manual Ekspedisi pengiriman
(untuk surat
mengirim
surat fisik)
Menyimpan arsip surat Surat  yang | 5menit | Arsip surat
dan bukti pengiriman dikirimkan keluar
surat dan tanda
terima
pengiriman

surat




SR

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor POS 03/Ukrt/19-07
Tanggal Pembuatan | : 1 Juli 2019
Tanggal Revisi : 5 Januari 2023
Tanggal Efektif : 7 Februari 2023
Disahkan Oleh Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
J[ Dra. Dwi Pratiywi, M.Pd.
NIP 196801201993032002
Nama POS : Pemrosesan Suraf Masuk

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2009 Tentang Kearsipan

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokmsi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata
Naskah Dinas Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2022 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor
257/0/2022 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa

1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai pemrosesan surat

masuk

2. Dapat menggunakan komputer untuk memproses surat ke dalam Sistem

Tata Naskah Dinas

3. Memiliki ketelitian dalam menyortir surat
4. Mengetahui alur pemrosesan surat masuk

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. POS Surat Masuk
2. POS Surat Keluar
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis

Buku Ekspedisi
Lembar Disposisi
Komputer/laptop
Surat

Printer

Arsip

Filling Cabinet

T O S Y e




Pencatatan dan Pendataan:

Peringatan:

I. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan dengan baik. 1. Surat masuk/keluar yang teragendakan

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur Pengendalian
3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan Rekaman.

sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana




POS Pemrosesan Surat Masuk

Tanda  tangan

rima dan memeriksa Su masuk
kelengkapan surat serta ( ) surat masuk
menandatangani tanda terima
surat masuk
Mengklasifikasikan surat sesuai : Surat yang 5 menit Surat yang telah
dengan tujuan/jenis/sifat surat E I distempel diklasifikasikan
dan melampirkan lembar dan dilampirkan
disposisi surat lembar
Melakukan pemindaian Surat yang telah | 5 menit Surat yang telah
(scanning) dokumen dan diklasifikasikan dipindai dan
menginput identitas surat pada ;1 dan dilampirkan masuk ke
aplikasi persuratan elektronik lembar disposisi aplikasi
persuratan
elektronik
Memberikan disposisi dan Surat yang telah | 6 menit Surat yang
informasi diarahkan diarahkan sesuai
pimpinan isi surat
Mendistribusikan surat-surat Surat yang telah | 10 menit Surat yang telah
sesuai tujuan surat A 4 dipilah didistribusikan
Mengarsipkan surat masuk Surat yang akan | 10 menit Arsip surat
> diproses masuk




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA

Nomor SOP

01/UTK,/19-07

Tanggal Pembuatan

13 2019

Tanggal Revisi 2

Tanggal Efektif/ g%

O\DIKA 4,201

Disahkan Ole -&'

1 Agts

EpRI

afmsa Provins DIY
[

‘\1 ER

n Hudi Utomo, M.Hum.

‘9\]})’(& tudi
%@ Nama: \ , M.
Iy NP WiH5605201991031004

Nama SOP

W@Ian Mutu SDM

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana

1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana
Kerjadan Anggaran Kementrian Negara/ Lembaga

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Pe3nganggaran Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrast Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara, Serta Lagu K ebangsaan

PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian
Negara;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian

1. Memahami Prosed

ur Peningkatan Mutu SDM

2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
3. Memahami Tugas dan Fungs Unit Kerja




Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020
tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan
K ebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Bala Bahasa Nomor 154)
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154/P/2018
tentang Peta Proses Bisnis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
11. Pedoman Mutu Balai Bahasa Provinsi DIY

Keterkaitan: Peral atan/Perlengkapan:
1. SOP Pengadaan Barang/Jasa 1. Lembar disposisi
2. SOP Surat Masuk 2. Surat Pengantar
3. SOP Surat Keluar 3. Surat Usul
4. Pedoman Mutu/Proses Bisnis 4. Komputer
5. SOP Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen 5. Printer
6. ATK
7. Internet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabilaprosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak
berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah
dibakukan dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
Pengendalian Rekaman.




POS Peningkatan Mutu SDM

Pelaksana Mutu Baku
Staf Urusan | Koordinator
; . Kasubbag Kepala/
N Langkah Kegiat Pelaksana e K eterangan
0 angkah Kegiatan K etatalaksanaa Urusan Korsubid/ TUf Adminis | Kdengkapan | Waktu Output 9
n dan K epegawaian Kors
. Pengawas trator
K epegawaian
1 Pemetaan kompetensi Data Pegawai 900 Rekapitul asi
pegawai di lingkungan menit | Data
BBY ( ) Kompetensi
A Pegawai
2 Penyusunan konsep v Konsep KAK 900 KAK
Penyelenggaraan Peningkatan menit
Peningkatan Mutu SDM SDM
v
3 Pemverifikasian konsep KAK 300 KAK
< —><> menit
4 Pensosialisasian Undangan Rapat 180 Notula
rencana pelaksanaan menit
kegiatan <
5 Pelaksanaan Kegiatan h 4 Pelaksanaan 3.840 Dokumen
menit pel aksanaan
6 Pengevaluasian Evaluas 300 Analisis hasl|
pelaksanaan kegiatan Y Narasumber dan | menit evaluasi
Pelaksanaan
Kegiatan
7 Penyusunan Laporan v Dokumen 900 Laporan
< > kegiatan menit




Nomor POS : 02//UTK/19-07

o TanggalPembuatan | : 1 Juli 2019
& M“‘% TanggalRevisi : 9 Januari 2023
TanggalEfektif : 7 Februari 2023
Disahkan Oleh KepalaBalai Bahasa

Provinsi Da\elrah Istimewa Yogyakarta

KEMENTERIAN PENDIDIK AN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA fDra. Dwi Pratiwil M.Pd.
NIP 196801201 32002
Nama POS : PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian | 1. Memahami Prosedur Penyusunan Formasi Pegawai sesuai peraturan
Negara/Lembaga; perundang-undangan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Memahami Kebutuhan Pegawai
Belanja Negara; Memahami tugas pokok unit kerja

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Pen ganggaran Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Pembangunan Nasional; MemahamiTugas dan Fungsi Unit Kerja

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

5. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;

6. PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta
Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Organesasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 257/0/2022 tentang Rincian
Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

11. Pedoman Mutu Balai Bahasa Provinsi DIY.

Eh N

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

1. POS Surat Masuk
2. POS Surat Keluar

Lembar disposisi
Surat Pengantar

3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis Surat Usul

4. POS Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen Komputer
Printer
ATK

SOV R L R e

Internet




| Peringatan:

ol ey

Pencatatan dan Pendataan:

Apabilaprosedurtidakdilaksanakan, terjadi proses kinerjakegiatantidakberjalandenganbaik.
Pelaksanabertanggungjawabataspelaksanaanaktivitas yang telahdibakukan dan ditetapkan.
Segalabentukpenyimpanganatasmutubakuterkaitperlengkapan, waktumaupun output
dikategorikansebagaibentukkegagalan yang harusdipertanggungjawabkan oleh timpelaksana

1. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur Pengendalian
Rekaman.




POS PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI

No.

Langkah
Kegiatan

Pelaksana *1)

Mutu Buku

Keterangan

Koordinator
kepegawaiaan

Kassubag
Umum

Kepala

Eselon |

Kelengkapan

Waktu/Menit

Output

Pembuatan:
1.Daftar
Mutasi
Pegawai dan
Database
2.Membuat
bezetting
3.Membuat
formasi
pegawai

C D

1. Bezetting
2. Nominatif
3. Analisis
beban kerja

1.500

Data
Usulan

Usulan
formasi
pegawai untuk
bahan rapat
pimpinan

Usulan
Formasi
pegawai
Kerja

300

Usulan
formasi
pegawai

Usulan
formasi
pegawai
diverifikasi
oleh Kepala
Balai Bahasa
Yogyakarta

300

Usulan
formasi
pegawai

Mengirimkan
usulan formasi
pegawai
diverifikasi
oleh Kepala
Balai Bahasa
Yogyakarta ke
Badan
Pengembangan
dan
Pembinaan
Bahasa

Usulan
Formasi
pegawai

60

Usulan
formasi
pegawai




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN ;
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor POS : 03/UTK/19-07
TanggalPembuatan | : 1 Juli 2019
TanggalRevisi : 9 Januari 2023
TanggalEfektif : 7 Februari 2023
Disahkan Oleh KepalaBalai Bahasa

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

4 Dra. DwiPratiwi, J1.Pd.
NIP 196801201993032002

Nama POS : PENERBITAN SK GAJI BERKALA

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

|

2

9

. Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lem baga;

- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara;

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Nasional;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

- UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;

Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia:

- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Organesasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 257/0/2022 tentang Rincian

11

Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.
. Pedoman Mutu Balai Bahasa Provinsi DIY.

1. MemahamiProsedur Penerbitan SK Gaji Berkala
2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
3. Memahami Tugas dan Fungsi Uniit Kerja

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. POS Surat Masuk 1. Lembar disposisi
2. POS Surat Keluar 2. Surat Pengantar
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis 3. Surat Usul
4. POS Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen 4. Komputer
5. Printer
6. ATK
7. Internet




Pencatatan dan Pendataan:
1. Dokumen pelaksanaan disim
Rekaman.

pan sesuai dengan Prosedur Pengendalian

_Peringatan: o
1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan

sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana




"POS PENERBITAN SK KENAIKAN GAJI BERKALA

No. Langkah kegiatan Pelaksana Mutu Buku
Pengadmitrasi | Kasubbag Kepala | Pegawai KKPN Kelengkapan Waktu Output Keterangan
kepegawaian Umum (Menit)
I Membuat Daftar 1. Daftar Mutasi | 60 Data
Nominatif Kenaikan Pegawai
Gaji Berkala Selama 1 ( ) 2. Daftar
Tahun penjagaan
kenaikan
pangkat
2. Membuat konsep SK Konsep SK 45 Konsep SK
KG maksimal 1 bulan \ KGB KGB
sebelum pegawai yang
bersangkutan naik gaji
berkala A A
3. Verifikasi konsep SK & Konsep SK 10 SK KGB
KGB <>» C> KGB
]
4. 1.Mencetak SK KGB SK KGB 15 SK KGB
2.Tanda tangan Kepala i
Balai Bahasa DIY _‘
5. I.Menyampaikan SK SK KBG 60 SK KGB
KGB ke pegawai v A
2.Mengirimkan SK CD @
KGB ke KPPN




T

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor POS : 06/UTK/19-07

Tanggal Pembuatan | : 1 Juli 2019

Tanggal Revisi : 9 Januari 2023
Tanggal Efektif : 7 Februari 2023
Disahkan Oleh Kepala Balai Bahasa

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dra. i Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993(32002

Nama POS : Pengajuan Izin/Tugps Belajar

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

. Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

6. PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra,
serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Organesasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 257/0/2022 tentang
Rincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

11. Nomor 154/P/2018 tentang Peta Proses Bisnis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

12. Pedoman Mutu Balai Bahasa Provinsi DIY

1. Memahami Prosedur Pengajuan Izin/Tugas Belajar
2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
3. Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. POS Surat Masuk 1. Lembar disposisi
2. POS Surat Keluar 2. Surat Pengantar
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis 3. Surat Usul
4. POS Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen 4. Komputer

5. Printer

6. ATK

7. Internet




Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

I. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan dengan baik

2. Pelaksana bertanggung jawab atas perlakuan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan
sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana.

1. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai Prosedur Pengendalian
Rekaman.




POS Pengajuan Izin/Tugas Belajar

Menerima permohonan izin Formulir
belajar dari pegawai izin/tugas surat

dilengkapi dengan belajar izin/tuga

persyaratan yang ( e s belajar
ditentukan

2. Surat permohonan izin 1
belajar
2 | Verifikasi permohonan izin Y Konsep surat 120 Konsep
belajar / izin/tugas surat
belajar izin/tuga
s belajar
3 | Permohonan yang disetujui Pengiriman 120 Bukti
oleh Kepala Balai Bahasa DIY, 3 surat pengirim
dibuatkan surat permohonan izin/tugas an surat
penerbitan Surat Izin Belajar ke t belajar izin/tuga
Badan Pengembangan dan s belajar
pembinaan Bahasa \
4 | 1. Menerima surat izin belajar Surat 180 Surat
yang disetujui/tidak dari izin/tugas izin/tuga
Badan Pengembangan dan belajar s belajar
Pembinaan Bahasa <
2. Surat Izin belajar

disampaikan kepada
pegawai yang bersangkutan
setelah didisposisi




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor POS : 07/ UTK/19-07

Tanggal Pembuatan | : 1 Juli 2019
Tanggal Revisi : 9 Januari 2023
Tanggal Efektif : 7 Februari 2023
Disahkan Oleh Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
N\

4 Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993(32002

Nama POS : Pengusulan Keikuertaan Diklat

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

:

Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga

1. Memahami Prosedur Pengusulan Keikutsertaan Diklat
2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan |3. Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerja
dan Belanja Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan
6. PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra,
serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Organesasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 257/0/2022 tentang
Rincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.
11. Pedoman Mutu Balai Bahasa Provinsi DIY
Peralatan/Perlengkapan:
1. POS Surat Masuk 1. Lembar disposisi
2. POS Surat Keluar 2. Surat Pengantar
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis 3. Surat Usul
4. POS Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen 4. Komputer
5. Printer
6. ATK
T

Internet




Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan dengan baik 1. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai Prosedur Pengendalian

2. Pelaksana bertanggung jawab atas perlakuan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Rekaman.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, wakt maupun ousput dikategorikan
sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana.




POS Pengusulan Keikutsertaan Diklat

1 Mcnganalisis data

Analisis

600 Konsep
ketatalaksanaan dan ( _/‘ kebutuhan kebutuhan
kepegawaian dan/atau r'y Diklat Diklat

2 | 1. Membuat daftar pegawai Pengajuan 300 Pengajuan
yang perlu ditingkatkan konsep konsep
kompetensinya melalui kebutuhan kebutuhan
Diklat Diklat Diklat

2. Mengusulkan nama-nama
pegawai untuk diikutkan
diklat
3 | Kepala Balai Bahasa Provinsi Pengajuan 120 | Pengajuan
DIY melakukan verifikasi atas konsep konsep
daftar usulan peserta diklat kebutuhan kebutuhan
Diklat Diklat

4 | Membuat surat usulan untuk L Data 60 Data

mengikuti diklat ke instansi i kebutuhan kebutuhan
terkait Diklat Diklat

5 | Pengiriman berkas 4 Data 60 Pelaporan

( ) kebutuhan

Diklat




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor POS : 08//UTK/19-07
TanggalPembuatan | : 1 Juli 2019
TanggalRevisi : 9 Januari 2023

TanggalEfektif

: 7 Februari 2023

Disahkan Oleh

KepalaBalai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

<

—-r

Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201p93032002

Nama POS PENGUSULAN PfN'DAH/MUTASI JABATAN
ANTARUNIT/INSTANSI
Dasar Hukum: KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

5. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;

6. PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta
Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Organesasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

10.Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 257/0/2022 tentang Rincian
Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

11.Pedoman Mutu Balai Bahasa Provinsi DIY

1.

@B

Memahami Prosedur Pengusulan pindah/mutasi jabatan
antarunit/instansi sesuai peraturan perundang-undangan
Memahami Kebutuhan Pegawai

Memahami tugas pokok unit kerja

Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Memahami Tugas dan Fungsi Uniit Kerja

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. POS Surat Masuk 1. Lembar disposisi
2. POS Surat Keluar 2. Surat Pengantar
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis 3. Surat Usul Mutasi
4. POS Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen 4. Surat Lolos Butuh
5. SKP 2 tahun terakhir
6. Komputer




7. Printer
8. ATK
9. Internet

Pencatatan dan Pendataan:

Peringatan:
1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan dengan baik. 1. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur Pengendalian
2. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Rekaman.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan
sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana




POS Pengusulan Pindah/Mutasi Jabatan Antar Unit/Instansi

No Langkah Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Pimpinan Satker/ Pengawas/Kasubbag | Pengadministrasi | Kelengkapan Waktu Output
Administrator Umum Kepegawaian (Menit)
1 a. Menerimasuratusulan a. Surat usul 20 Disposisi,
pindah/ mutasijabatan pindah/mutasi surat usulan
fungsionalatau ( : jabatan, pindah/mutasi
pelaksana dan Lembar jabatan
memberikan disposisi Disposisi
untuk ditindaklanjuti b. Disposisi, surat
b. Menerima dan usul
mendisposisikan pindah/mutasi
kepada pejabat jabatan
pengawas untuk
menindaklanjuti surat
usulan pindah/mutasi
jabatan fungsional atau
pelaksana
2, Menyiapkan agenda pembahasan Disposisi, Surat | 30 Bahan Rapat
terkait surat usulan pindah/mutasi v Usulan, SK
Jjabatan fungsional atau pelaksana TUKIN, Surat
Lolos Butuh,
Surat
Pernyataan
Melepas, SKP 2
TahunTerakhir
3. Melakukan pembahasan bersama v Bahan Rapat 120 Notula, form
terkait surat usulan pindah/mutasi hasil
jabatan fungsional atau pelaksana pembahasan
4, Mengonsep surat berdasarkan Notula, form 18 Konsep surat | Jika Ya maka
hasil pembahasan terkait usulan hasil jawaban melampirkan:
pindah/mutasi jabatan y pembahasan SK CPNS, SK
Terakhir, SK
TUKIN, Surat
Lolos Butuh,

Surat Pernyataan
Melepas. SKP 2
Tahun Terakhir




mutasi pegawai

:

No. | Langkah Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Pimpinan Satker/ Pengawas/KTU Pengadministrasi | Kelengkapan Waktu Output
Administrator Kepegawaian (Menit)
5. Memeriksa dan memaraf konsep Konsep surat 15 Konsep surat
surat jawaban D U jawaban jawaban
6. Mengirimkan surat jawaban dan Surat jawaban 5 Surat jawaban | Terkait POS
berkasnya ke unit kerja penerima Pemrosesan

Surat Keluar




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor POS : 09/UTK/19-07

Tanggal Pembuatan | : 1 Juli 2019

Tanggal Revisi : 9 Januari 2023
Tanggal Efektif ;
Disahkan Oleh Kepala Balai Bahasa

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

4 Dra. Dwi Pratiwj, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Nama POS : Pengajuan dan Pegrosesan Cuti Pegawai

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga

1. Memahami Prosedur Pengajuan dan Pemrosesan Cuti Pegawai
2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan |3. Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerja
dan Belanja Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan
6. PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra,
serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Organesasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 257/0/2022 tentang
Rincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.
11. Pedoman Mutu Balai Bahasa Provinsi DIY
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

~altalll L

POS Surat Masuk

POS Surat Keluar

Pedoman Mutu/Proses Bisnis

POS Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen

Data Kepegaawaian

Formulir permintaan dan persetujuan cuti
Usul dan agenda cuti pegawai

Formulir cuti yang disetujui

Rekapitulasi daftar hadir pegawai
Komputer

Printer

S R




8. ATK
9. Internet

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan dt-:ngan baik 1. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai Prosedur Pengendalian

2. Pelaksana bertanggung jawab atas perlakuan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan., Rekaman.
3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun ouipur dikategorikan
sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana.




POS Pengajuan dan Pemrosesan Usul Cuti Pegawai

. 1 Mengajukan usul cuti Aplikasi Gesit 10 Usul cuti

dengan mengisi formulir ( \ pegawai
uti melalui aplikasi gesit J
C aplikasi g .

2 | Memeriksa rekapitulasi L Usul cuti 30 Usul cuti
cuti pegawai melalui /\ pegawai, pegawai
aplikasi gesit rekapitulasi

\/ daftar cuti
1 pegawai

3 | Menyetujui dan v Usul cuti 15 Usul cuti
menandatangani usul cuti pegawai pegawai
pegawai melalui aplikasi
gesit \/

F

4 | Menyetujui / menolak v Usul cuti 15 Usul cuti
usul cuti pegawai melalui / pegawai pegawai
aplikasi gesit \>

5 Memproses dan Usul cuti 10 Usul cuti
memberikan nomor surat pegawai, pegawai
melalui sinde dan < agenda cuti
mengirim kepada
pegawai melalui sinde
Menerima formulir cuti b Formulir cuti 5 Formulir cuti
yang disetujui cuti yang disetujui yang
pegawai cuti pegawai disetujui cuti

pegawai




KEMENTERIAN PENDIDIK AN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor POS : 11/UTK/19-07
Tanggal Pembuatan | : 1 Juli 2019
Tanggal Revisi : 9 Januari 2023

Tanggal Efektif

: 7 Februari 2023

Disahkan Oleh

Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

’

fDra. wi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993(32002

-

Nama POS

: Pengusulan Kenaikah-Pangkat Pilihan

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

I.  Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/embaga

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

6. PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra,
serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentan g Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang

Organesasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa,

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 257/0/2022 tentang

Rincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

Pedoman Mutu Balai Bahasa Provinsi DIY

10.

11.

1. Memahami Prosedur Pengusulan Kenaikan Pangkat Pilihan
2. Mampu merekap dan memverifikasi data kepegawaian

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

4. Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. POS Surat Masuk 1. Peraturan Kepegawaian
2. POS Surat Keluar 2. Data Pegawai
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis 3. Berkas kelengkapan Kenaikan Pangkat Pilihan
4. POS Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen 4. Surat Pengantar
5. Surat Usul
6. Komputer
L 7. Printer




8. ATK

9. Internet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan dengan baik |. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai Prosedur Pen gendalian
2. Pelaksana bertanggung jawab atas perlakuan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Rekaman.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan
sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana.




POS Pengusulan Kenaikan Pangkat Pilihan

[ KP i lih adal Kenaikan Pangkat ..

Membuat daftar nominatif Data pegawai 5 Berkas kenaikan
kenaikan pangkat (KP) pangkat Pilihan untuk jabatan/PNS yang:
pilihan periode April dan ( ] - Struktural
Oktober - Fungsional
- Menunjukkan prestasi kerja luar
biasa
- Diangkat menjadi pejabat negara
Mengumpulkan dan Berkas kelengkapan 60 Dokumen Berkas kelengkapan diatur dalam
memeriksa berkas kenaikan pangkat kelengkapan Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun
kelengkapan kenaikan pilihan kenaikan pangkat 2002
pangkat pilihan pilihan
Membuat konsep surat Formulir surat 10 Konsep surat
pengantar usul kenaikan pengantar, daftar nama pengantar usul
pangkat pilihan ke Biro SDM PNS yang diusulkan kenaikan pangkat,
Kemendikbudristek naik pangkat dan lampiran surat
Memeriksa dan memaraf 4 Konsep surat 5 Konsep surat
konsep surat pengantar / pengantar usul pengantar usul
kenaikan pangkat, kenaikan pangkat,

4 lampiran surat lampiran surat
Memeriksa, menandatangani b Konsep surat 15 Surat pengantar usul
surat pengantar usul kenaikan / pengantar usul kenaikan pangkat,
pangkat \ kenaikan pangkat, lampiran surat

lampiran surat

Mengirimkan surat usulan Surat pengantar 5 Tanda terima Terkait:
kenaikan pangkat melalui ( ';1 - POS Pemrosesan Surat Keluar
aplikasi SIASN, Sinde, dan - POS Penyerahan SK Pegawai

berkas fisik melalui pos




Memeriksa, menandatangani

Konsep surat

Surat gamar

Terkait:

konsep surat pengantar pengantar POS Pemrosesan Surat Keluar
Mengirimkan surat pengantar Surat pengantar Tanda terima Terkait:

pengiriman daftar nominatif - POS Pemrosesan Surat Keluar
PNS yang akan mencapai BUP ( )« - POS Penyerahan SK Pegawai
ke Sestama/Kepala Biro

SDM/Kepala Satuan Kerja




Verifikasi dan Validasi Data PNS yang Akan Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)

1 embuat a PNS yang

Data pegawai

10 Daftar PNS yang
mencapai Batas Usia Pensiun ( ) akan mencapai BUP
(BUP) I (satu) tahun terakhir
2 Mengumpulkan dan memeriksa A Daftar PNS yang 20 Kelengkapan berkas
berkas PNS yang akan akan mencapai BUP usul pensiun
mencapai BUP
3 Menerima daftar nominatif . Kelengkapan berkas 15 Daftar nominatif Penerimaan daftar nominatif PNS yang
PNS yang akan mencapai BUP usul pensiun PNS yang akan BUP | akan mencapai BUP 1 (satu) tahun ke
1 (satu) tahun ke depan dari depan pada tahun berjalan
Biro SDM
4 Memverifikasi dan 3 Daftar nominatif PNS 30 Daftar nominatif Bila terjadi perbedaan data maka
memvalidasi daftar nominatif yang akan BUP PNS yang akan BUP | mengajukan usul perbaikan daftar
PNS yang akan mencapai BUP nominatif PNS yang akan pensiun dengan
melampirkan data pendukung
5 Membuat konsep surat ! Daftar nominatif PNS 10 Konsep pengantar Terkait:
pengantar pengiriman daftar yang akan BUP, POS Pemrosesan Surat Keluar
nominatif PNS yang akan , formulir surat
mencapai BUP ke pengantar, data
6 Memeriksa dan memaraf Konsep surat 5 Konsep surat Terkait:
konsep surat pengantar pengantar pengantar - POS Pemrosesan Surat Keluar
7 Memeriksa dan memaraf Konsep surat 10 Konsep surat Terkait:
konsep surat pengantar pengantar pengantar POS Pemrosesan Surat Keluar




7. ATK

8. Internet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan dengan baik 1. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai Prosedur Pengendalian
Rekaman.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas perlakuan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun outpur dikategorikan
sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana.




G A

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor POS - 12/UTK/19-07

Tanggal Pembuatan | : 1 Juli 2019

Tanggal Revisi : 9 Januari 2023
Tanggal Efektif : 7 Februari 2023
Disahkan Oleh Kepala Balai Bahasa

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

»Dra. wi Pratiwi, NLPd.
NIP 196801201993(332002

Nama POS Verifikasi dan Validhsi Data PNS yang akan

mencapai Batas Usia Pensiun

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga

1.

Memahami Prosedur Verifikasi dan Validasi Data PNS yang akan
mencapai Batas Usia Pensiun

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan |2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
dan Belanja Negara 3. Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerja

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

6. PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra,
serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Organesasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 257/0/2022 tentang
Rincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

11. Pedoman Mutu Balai Bahasa Provinsi DIY

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. POS Surat Masuk Data kepegawaian
POS Surat Keluar Data PNS yang akan mencapai BUP

2.
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis
4. POS Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen

O Lh ) e

Surat Pengantar
Surat Usul
Komputer
Printer




Nomor POS : 13//UTK/19-07
7 HanpS TanggalPembuatan | : 1 Juli 2019
S “?g TanggalRevisi : 9 Januari 2023

TanggalEfektif : 7 Februari 2023

Disahkan Oleh KepalaBalai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, N |
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA $ Dra. Dwi Pratiwij M.Pd.

NIP 196801201993032002

Nama POS PENGUSULAN HENGAKTIFAN KEMBALI
DARI TUGAS BELAJAR DAN CUTI DI LUAR
TANGGUNGAN NEGARA

Dasar Hukum: KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;

6. PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta

Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia,

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Organesasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 257/0/2022 tentang Rincian
Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

11. Pedoman Mutu Balai Bahasa Provinsi DIY

=

e =

1. Memahami Prosedur Pengusulan Pengaktifan Kembali dari Tugas
Belajar dan Cuti di Luar Tanggungan Negara

2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

3. Memahami Tugas dan Fungsi Uniit Kerja

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. POS Surat Masuk

2. POS Surat Keluar

3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis

4. POS Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen

Surat Pengantar
Surat Usul
Komputer

o - o o B o

Data Kepegawaian
Surat permohonan dan berkas kelengkapan




6. Printer

7. ATK

8. Internet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan dengan baik. 1. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur Pengendalian
2. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Rekaman.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan
sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana




POS Pengusulan Pengaktifan Kembali dari Tugas Belajar Pegawai dan Cuti d Luar Tanggungan Negara

No. | Langkah Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Pegawai Kepala/ Pengawas/ Pengadministrasi Kelengkapan | Waktu/ | Output
Administrator Kasubbag Kepegawaian Menit
Umum

1. | Melaporkan diri untuk Surat 5 Surat permohonan
diaktifkan kembali dari permohonan dan berkas
tugas belajat/atau cuti di ( ) dan berkas kelengkapan
luar tanggungan negara kelengkapan

2. | Mendisposisi tindak lanjut Surat 60 Surat permohonan
pelaksanaan pengaktifan v permohonan dan berkas
kembali dari tugas dan berkas kelengkapan,
belajar/atau cuti di luar kelengkapan, lembar disposisi
tanggungan negara kepada lembar
Pejabat Administrator disposisi

3 Mendisposisi tindak lanjut Surat 10 Surat permohonan
pelaksanaan pengaktifan permohonan dan berkas
kembali dari tugas v dan berkas kelengkapan,
belajar/atau cuti di luar kelengkapan, disposisi
tanggungan negara kepada disposisi
Pejabat Pengawas

4. | Mendisposisi tindak lanjut Surat 5 Surat permohonan
pelaksanaan pengaktifan A4 permohonan dan berkas
kembali dari tugas dan berkas kelengkapan,
belajar/atau cuti di luar kelengkapan, disposisi
tanggungan negara kepada disposisi
Pengadministrasi
Kepegawaian/Pengelola
Kepegawaian

5. Memeriksa berkas Y Surat 30 Konsep surat
kelengkapan dan permohonan pengantar
membuat konsep surat dan berkas pengaktifan
pengantar pengaktifan kelengkapan, kembali dari tugas
kembali dari tugas l disposisi belajar/atau cuti di

belajar/atau cuti di luat
tanggungan negara

luar tanggungan
negara




Langkah Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Pegawai Kepala/ Pengawas/ Pengadministrasi Kelengkapan | Waktu Output Keterangan
Administrator Kasubbag TU Kepegawaian/Pengelola (Menit)
Kepegawaiani
Memeriksa, memaraf Konsep surat | 15 Konsep surat
konsep surat pengantar D pengantar pengantar
pengaktifan kembali dari A pengaktifan pengaktifan
tugas belajar/atau cuti di kembali dari kembali dari
luar yanggungan negara tugas tugas
<> belajar/atau belajar/atau
A cuti di luar cuti di luar

tanggungan tanggungan

negara negara
Memeriksa, memaraf Konsep surat | 30 Konsep surat
konsep surat pengantar l pengantar pengantar
pengaktifan kembali dari pengaktifan pengaktifan
tugas belajar/atau cuti di kembali dari kembali dari
luar yanggungan negara <> tugas tugas

belajar/atau belajar/atau

cuti di luar cuti di luar

tanggungan tanggungan

negara negara
Mengirimkan surat Konsep surat | 5 Tanda Terkait:
pengantar pengaktifan pengantar terima -POS Surat
kembali dari tugas pengaktifan Keluar
belajar/atau cuti di luar -;{ ) kembali dari -POS Surat
tanggungan negara kepada tugas Masuk
eselon 1 belajar/atau

cuti di luar

tanggungan

negara




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor POS 17/Ukrt/19-07

Tanggal 21 Juli 2019

Pembuatan

Tanggal Revisi | : 10 Januari 2023

Tanggal Efektif | : 7 Februari 2023

Disahkan Oleh | Kepala Balai Bahasa
Provipsi Daerah Istimewa Yogyakarta

|
fDra. DW{ Pratiwi, M.Pd.

NIP 196801201993032002

Nama POS : Inventarisasi BMN \

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan BMN/
Daerah

1. Memahami Prosedur Inventarisasi BMN
2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang 3. Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerja
dan Jasa
3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengumuman
Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian
Negara;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa
dan Kantor Bahasa
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk 1. Disposisi Data BMN
2. SOP Surat Keluar 2. SIMAN
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis 3. Hasil Inventarisasi BMN
4. Komputer
5. Printer

6. Filling Cabinet




6. Filling Cabinet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak
berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah
dibakukan dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Dicatat dan ditata dalam berkas masing-masing satker
secara elektronik atau manual

2. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
Pengendalian Rekaman,




Mendisposisikan
kepada Kepala
Subbagian Umum
untuk melakukan
inventarisasi BMN

Menugasi
Pengadministrasi
BMN dan Pengelola
BMN untuk
melaksanakan
inventaris BMN

A J

Disposisi

10

Arahan dan
Disposisi

Melakukan
pengecekan barang,
pencatatan dan
pemberian nomor
pada setiap ruangan

Disposisi,
SIMAK, BMN,
BMN

300

Data BMN

Melakukan input
daftar barang yang
berada di setiap
ruangan

Data BMN

300

Daftar BMN

Mencocokan daftar
barang ruangan
(DBR) dengan
SIMAN

Daftar BMIN

300

Hasil
Inventarisasi

Mencatat hasil
inventarisasi pada
kertas kerja
inventarisasi

Hasil
Inventarisasi

Laporan
Inventarisasi

Melaporkan hasil
inventarisasi beserta
kelengkapannya
kepada Kasubbag
Umum

00

Laporan
Inventarisasi

10

Laporan
Hasil
Inventarisasi




Memeriksa laporan
hasil inventarisasi

Laporan
Inventarisasi

Laporan
Inventarisasi

N
9. | Menyetujui laporan Laporan 60 Laporan
inventarisasi _ Inventarisasi Inventarisasi
10. | Mendokumentasikan Laporan 30 Surat
dan mengirim laporan { ) Inventarisasi Penyampaian
inventarisasi ke Biro Laporan

Umum

Inventarisasi




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor POS 22/Ukrt/19-07

Tanggal 21 Juli 2019
Pembuatan
Tanggal Revisi : 10 Januari 2023

Tanggal Efektif | : 7 Februari 2023

Disahkan Oleh Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

A\

Nama: Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP : 196801201993032002

Nama POS : Satuan Pengamana\n

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI

UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang

Negara, Serta Lagu Kebangsaan

PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan

Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian

Negara;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia

Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa

10. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Pengamanan

I1. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pelatihan dan Kurikulum Satuan

oalbee B ol o R

1. Mempunyai Sertifikasi dan Pendidikan Satpam dari
Kepolisian

2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
3. Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Pengamanan
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk 1. Ruang Kerja Satpam

2. SOP Surat Keluar
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis

2. Alat Komunikasi

3. Peluit, Pentungan, Borgol
4. Lampu Lalu Lintas

5. Senter

6. Monitor CCTV

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak

1. Pencatatan keluar masuk pegawai, pengunjung, data




berjalan dengan baik. kendaraan

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah 2. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
dibakukan dan ditetapkan. Pengendalian Rekaman.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana




' kumen

1. SK/SPK

enerima surat *) Dilaksanakan setiap
penugasan satuan ( ) kinerja 2.100 2. Program kerja | awal tahun
Pengamanan dan 3. Jadwal piket (Triwulan/Semester)
uraian tugas
Melaksanakan tugas 1. Daftar hadir | 720 1. Rekapitulasi Laporan kinerja
harian 2. Buku Tamu kehadiran harian
1. Menerima tamu 3. Buku 2. Rekapitulasi
2. Menerima catatan penerimaan
dokumen penerimaan dokumen
3. Mencatat keluar/ dokumen 3. Rekapitulasi
masuk pegawai 4. Buku keluar/masuk
4. Memantau catatan pegawai
keamanan keluar/masuk
lingkungan kantor
pegawai
5. Buku
catatan
keadaan
lingkungan
kantor
Laporan Alih Laporan 60 Laporan kinerja | Laporan kinerja
Jaga(Melaporkan kinerja harian
keadaaan selama
melaksanakan tugas 4
jaga)
Verifikasi Laporan Dokumen 60 Dokumen hasil Dilaksanakan pada
Alih Jaga verifikasi verifikasi hari kerja berkutnya
laporan alih laporan alih jaga | (Senin—Jumat)
jaga
Validasi Laporan Dokumen 30 Dokumen Dilaksanakan pada
Alih Jaga validasi validasi laporan | hari kerja berkutnya
laporan (Senin—Jumat)
Menyusun laporaan Laporan 420 Laporan bulanan | Dikerjakan dengan
(Menyusun laporan bulanan periode setiap bulan

bulanan kondisi
keamanan kantor)

1 kali




Verifikas Dokumen Dilaksanakan pada
bulanan m verifikasi Dokumen hasil | hari kerja berkutnya
: laporan alih verifikasi (Senin—Jumat)
. Jjaga laporan alih jaga
Validasi Laporan T Dokumen 30 Dokumen Dikerjakan dengan
bulanan validasi validasi laporan | periode setiap bulan
laporan 1 kali
[
Laporan Laporan 15 Laporan Dikerjakan dengan
bulanan bulanan periode setiap bulan

1 kali




Nomor SOP . 01/UPerpus/19-07

Tanggal Pembuatan | : 1 Juli 2019

Tangga Revisi

Tanggal Efektif /,;

)
Disahkan Oleh >

Z R 72}521 Provinsi DIY

%\\NW idi Utomo, M.Hum.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAY AAN, RISET, DAN NTD 2011991031004

TEKNOLOGI Nama SOP \erust#kaan

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Dasar Hukum: Kudifikas Pelaksana:

1. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Memahami Prosedur Layanan Perpustakaan
Negara, Serta Lagu Kebangsaan Mempunyai kemampuan dalam melayani

2. PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Mampu melakukan shelfing koleksi
Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia | 4. Menguasai system program perpustakaan

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Negara; Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerja

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020
tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan
K ebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154)

6. Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007

Sk~ wdhE




Keterkaitan: Peral atan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP Surat Keluar 2. Printer
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis 3. ATK
4. SOP Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen 4. Rak Buku
5. Internet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak 1. Deskrips Buku
berjalan dengan baik. 2. Inventaris Koleksi Buku
2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah 3. Surat Tagihan Peminjaman
dibakukan dan ditetapkan. 4. Data Pemgunjung
3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu 5. Bukti Kesanggupan Pengembalian

maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana




SOP JASA LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pelaksana M utu Baku
K oor dinator

No. Langkah Kegiatan Staf SEE Pelanggan/

Informasi, dan Kepala
Perpustakaan Dokumentas Pemustaka

(Perpustakaan)

Kelengkapan Waktu Output Keterangan

1 1. Penataan koleksi Data Koleksi 60 menit | SK Dalam 1 hari
umum

2. Penataan koleksi
rujukan

3. Memeriksa secara
berkala koleksi :]
perpustakaan

4. Mengatur dan
memeriksa secara
berkala tata letak
majalah dan buku
dalamrak
penyimpanan

2 1. Mendata pengunjung Data 120 menit | 1. Buku Dalam 1 hari
perpustakaan Pengunjung Pengunjung

2. Mendata anggota 2. Buku Induk
perpustakaan Anggota

3 Melayani apayang Bukti 120 menit | 1. Kartu Dalam 1 hari
diinginkan pengunjung Peminatan peminjaman
berupa 2. Buku
- PeminMenitan/ peminjaman
pengembalian
koleksi
perpustakaan
- Layanan Pembaca
- Jasa 1
penggandaan/foto- 2

kopi




Pelaksana M utu Baku
K oordinator
: Seksi
No. Langkah Kegiatan o Staf e Kepala Pelanggan/ K elengkapan Wak'_[u Output Keterangan
er pustakaan D . Pemustaka (menit)
okumentas
(Perpustakaan)

4 Memverifikasi pemintaan 1. Surat edaran 120 menit | Disposisi Dalam 1 hari

dan pengembalian buku 2. Surat tagihan

3. Surat teguran

5 M el aksanakan penagihan v Bukti 120 menit | 1. Buku Dilaksanakan

atas pustaka nonrujukan Kesanggupan Pengembalian setiap bulan

yang dipinMenit pemakai pengembalian 2. Surat tagihan

perpustakaan dan AA koleksi buku

penyusunan capaian 3. Disposis

output kegiatan

Persetujuan penagihan <>

Penagihan

L 2 :

6 Membuat laporan Laporan 900 menit | Laporan

layanan sirkulasi bulanan

Mendokumentasikan v Lapaoran 900 menit | Laporan

Laporan ( ) tahunan




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor SOP 02/SPgP1/18-01

Tanggal 3 Januari 2013

Pembuatan

Tanggal Revisi 27 IJUu 23021

Tanggal Efektif / 0\ H")(.ﬂdfq a‘6\1

Disahkan Oleh ;g Kepala B '? ra Provinsi DIY
0C |PROVINSI DAERAK W
‘-,“.(| YOSKARIA | &

ﬁwﬁ { Utomo, MHum
pondIP 1 Gel5401091031004

"V'Pe*rbi% arya }(ebaha%an dan

Dasar Hukum:

Kualifikas Pelaksana:

1. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,
Serta Lagu Kebangsaan

2. Permendikbud Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Baai
Bahasa.

3. PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan

Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
4. Permendibud 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa

1. Minimal berijazah SLTA
2. Pgjabat pengadaan barang dan jasa
3. Mampu mengetik dengan MS-Office

Keterkaitan:

Per alatan/Per lengkapan:

1. SOP Penelitian/Pengkajian Bahasa dan Sastra
2. SOP Penilaian Hasil Penelitian

3. SOP Penyusunan Buku Acuan dan Pedoman
4. Pedoman Mutu/Proses Bisnis

1. Komputer/laptop
2. Printer
3. ATK

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak
berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah dibakukan
dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebagal bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Datanaskah karya kebahasaan/kesastraan terseleksi tercatat dalam

form naskah penerbitan.

2. Data penyerahan naskah tercatat dalam naskah serah terima

barang.
3. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
Pengendalian Rekaman.




SOP PENERBITAN KARYA KEBAHASAAN/KESASTRAAN

1. Menyusun

1 rencana kegiatan SK 9.000 Daftar

2. Menetapkan dan (ﬁ KAK naskah
mendata naskah J
yang akan
diterbitkan
dalam bentuk
buku/CD

3. Klasifikas
naskah

4. Mengolah
naskah

Naskah yang akan Naskah Lembar

2. diterbitkan dalam j pracetak 1.500 pengesahan

bentuk buku/CD di

verifikasi/divalidas

sebelum menjadi

naskah siap cetak

1. Menyunting ¥ Surat Dummy

5. naskah Penunjukan 6.000 (cetak coba)

2. Pengatakan
naskah

Melakukan Dummy (cetak | 3.000 Naskah

6. | verifikas naskah coba) layout siap

hasil pengolahan: cetak

1. Perbakan
naskah hasi
penyuntingan

2. Melakukan
verifikas

e

A




Memproses kepada Surat 6.000 SPK
rekanan untuk Penawaran Berita
penerbitan naskah Acara
berupa buku/CD Penerimaan
Mendistribusikan Surat 1.500 Matrik

hasil penerbitan Pengantar alamat
berupa buku/CD pelanggan
Menyusun Laporan 900 Pelaporan

A




Nomor SOP 03/SPgP1/18-01
Tangga
Pembuatan _
Tanggd Revis TN
Tanggal Efekiif T\ I
Disahkan Oleh =X a\i Proving DIV
G2 (pRovs DAERAN STMERA| D ||
. & /3
: Dirs. Syt (Ttomo, M.Hum.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI '\?Q*' : l"‘\ﬁﬁ 41991031004
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA Nama SOP W@nelit?nﬂ?engkajian

BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

" Bahasadan Sastra

Dasar Hukum:

Kualifikas Pelaksana:

1. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu 1. Minima S-1 bidang bahasa dan/atau sastra
K ebangsaan 2. Tenagateknis/pendliti Balai BahasaDIY
2. Permendikbud Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata KerjaBalal Bahasa. 3. Mampu menggunakan komputer, minimal MS-Office
3. PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan
Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
4. Permendibud 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa
5. Peraturan Kepala LIPI N0.04/E/2009 tentang tugas fungsi pendliti
6. Peraturan Kepala LIPI No. 02 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional
Peneliti
Keterkaitan: Per alatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan rancangan 1. Laptop
2. SOP Penilaian hasil penelitian 2. Printer
3. SOP Penerbitan 3. Alat perekam data
4. Pedoman Mutu/Proses Bisnis 4. ATK

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan dengan
baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.

3. Segaabentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim
pelaksana

ahwdE

Rancangan penelitian yang dijadikan pedoman

Data penelitian yang tercatat dalam kartu data

Data penelitian yang terklasifikasi

Instrumen penelitian yang tercatat dalam lembar instrument
Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
Pengendalian Rekaman.




SOP Pelaksanaan Penelitian/Pengkajian

o Pddena o MuwBku
\ \

Menyusun Program kerja SK Tim 1.300 | KAK dan
pelaksanaan kegiatan, KAK, Program Kerja
dan Penyempurnaan rancangan Q v
hasil seminar, untuk selanjutnya t
diveriviksi, divalidasi dan —>
disahkan
Persiapan pel aksanaan Surat menyurat 900 | SK Narsum
penilitian: B
a. Konsultan < >
b. Administras
- Pengumpulan data Data 36.000 | Notulis
- Pengolahan data konsultas
- Penygjian
Mée aksanakan Seminar hasi v Naskah 300 | Data pengkajian
penelitian diveriviksi, divalidas
dan disahkan
[

Memperbaiki laporan hasil v Naskah hasil 1.500 | Laporan Hasil
pengkajian sesuai hasil seminar, penelitian Pengkajian
untuk selanjutnya - %
Pelaporan 900 | Laporan

( e administrasi

pengkajian




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAY AAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Nomor SOP 04/SPgPI/18-01
Tanggal .
Pembuatan 3 Januari 2013
Tangga Revisi /’Iﬁim
Tanggal Efektif /4 Q}‘S’é a !"&’7\

Disahkan Oleh ;ﬂ(epala Ba %ﬁ&h

? i)"’rovinsi DIY

_ERM

|
- ——

(muummav) :
]
i Utomo, M.Hum.

‘:i, YOGYAKARTA
- Nama: Drs. Inp1=88
'{J{@ 991031004

Sy
1

-t

)
&
Nama SOP - ~Renian Hasil Pengllitian/Pengkajian

Dasar Hukum:

Kualifikas Pelaksana:

1. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,
Serta Lagu Kebangsaan

2. Permendikbud Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Bahasa

3. PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan
Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia

4. Permendibud 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa

1. Berijazah S-2/S-3 kebahasan/kesastraan

2. Pendliti/dosen kebahasan/kesastraan

3. Mempunyai karya-karya kebahasaan/kesastraan hasil penelitin
4. Kesesuaian kepakaran penilai dan topik naskah yang dinilai

Keterkaitan:

Per alatan/Per lengkapan:

1. SOP Penelitian/Pengkgjian Bahasa dan Sastra

2. SOP Penerbitan Karya K ebahasaan dan K esastraan
3. SOP Penyusunan Buku Acuan dan Pedoman

4. Pedoman Mutu/Proses Bisnis

1. Naskah-naskah penelitian yang akan dinilaikan
2. Formulir penilaian

3. Komputer/Laptop

4. Printer

5 ATK

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabilaprosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak
berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah dibakukan
dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebagal bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Hasil-hasil penelitian yang tercatat dalam dokumen hasi|
penelitian.

2. Naskah pendlitian yang dinilaikan yang tercatat dalam dokumen

penilaian

3. Naskah penelitian yang telah dinilai yang tercatat dalam dokumen

penilaian.

4. Hasil penilaian yang tercatat dalam lembar penilaian.

5. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
Pengendalian Rekaman.




SOP PENILAIN HASIL PENELITIAN/PENGKAJIAN

SK Tim 900 | Senerai

1. | Mendata hasil penelitian Naskah
yang akan dinilai ( w—

2. | Verifikas, validasi, dan Lembar 900 | Lembar
pengesahan naskah hasil Pengesahan Pengesahan
minventarisas yang akan dan naskah
dimasukkan ke tenaga l
ahli/penilai ;

3. | Kasubbag TU memproses Surat 3000 | Catatan
naskah yang sudah P R pemberitahuan Hasll
disetujui KepalaBBY g mulai Penilaian
untuk diteruskan ke pel aksanaan
tenaga ahli/penilai untuk tugas menilai
dilakukan penilaian

4. | Tim pelaksana v Naskah 3000 | Naskah
memproses naskah hasil
penilaian terkait revis
kepada penulis naskah

5. | Tim pelaksana menerima il Naskah 900 | Pelaporan
kembali naskah hasil
revisi dan menyusun @
laporan kegiatan




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAY AAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Nomor SOP . 05/SPgPI/18-01

Tangga
Pembuatan

Tanggal Revisi /'

Tanggal Efektif / iy /
Disahkan Oleh _-g’(' PN BAWSATA1 Y gaakh Provinsi DIY

v
S i ftormo, MHUM.

NIP % 196465201991031004

Nama POS . Penyusunan Rancangan

Dasar Hukum:

Kualifikas Pelaksana:

1. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,
Serta Lagu Kebangsaan

2. Permendikbud Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Bahasa

3. PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan
Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia

4. Permendibud 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa

1. Minimal berijazah S-1 kebahasan/kesastraan
2. Menjadi staf tenagateknis dan/atau peneliti bahasa/sastra
3. Mampu mengetik dengan MS-Office

Keterkaitan:

Per alatan/Per lengkapan:

1. SOP Pendlitian Bahasa dan Sastra
2. SOP Penilaian Hasil Pendlitian
3. SOP Penyusunan Buku Acuan dan Pedoman

1. Komputer/laptop
2. Printer
3. ATK

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Jikatidak dilakukan penyusunan rancangan, penelitian akan sulit (bahkan
mungkin tidak bisa) dilakukan.

2. Jikatidak dilakukan penyusunan rancangan, penelitian dapat menyimpang dari
tujuan yang dicapai.

3. Jikatidak dilakukan penyusunan rancangan, penelitian akan sulit (mungkin tidak
bisa) dianggarkan.

1. Data penyusunan rancangan yang tercatat pada kartu data.

2. Data penyusunan rancangan yang terseleks secaraterkel ompok

3. Naskah rancangan yang terdokumentasi.

4. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
Pengendalian Rekaman.




SOP PENYUSUNAN RANCANGAN PENELITAN

Tenaga teknis menyusun:

1. KAK

2. Mengajukan Topik/
judul penelitian

2. Rancangan pendlitian.

melaui Koordinator

Subbidang untuk

diverifikasi, divalidasi dan

disahkan

oy
A t

- |sKTim

3.000

| KAK dan |

Program Kerja

Rancangan penelitian yang
diusulkan selanjutnya
diserahkan ke Tim untuk
dikonsultasikan kepada
tenaga ahli

AA

v

Surat
menyurat

900

SK Narsum

Memperbaiki rancangan
untuk selanjutnya dilakukan
seminar

Naskah

1.500

Data
pengkajian

Rancangan penelitian yang
telah diseminarkan
selanjutnya direvisi sesuai
hasil seminar diverifikasi,
divalidasi, dan disahkan

Naskah hasil
penelitian

600

Laporan Hasll
Pengkgjian

Rancangan siap
digunakan untuk
penelitian

900

Laporan
administrasi
pengkajian

Dicatan
daam
pengendalian
rekaman




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Nomor SOP

06/SPgPI/18-03
Tanggal .
Pembuatan 3 Januari 2013

Tanggd Rev@hmxﬂmyq\gﬂ

Tanggal EffkQ¥~” mﬂ,ﬁjgfl
- =

L5212 el [Bahasa Provins DIY
1] m 1/
0 {PROVINSI DAERAH W |
o

-
N
,‘&'E n Bud Utomo, M.Hum.

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA *N[X\ A96605201991031004
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ~Fenyusunan Buku Acuan dan
Pedoman
Dasar Hukum: Kualifikas Pelaksana:
1. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu 1. Minima S-1 bidang bahasa dan/atau sastra
K ebangsaan 2. Tenagateknis/peneliti Bala BahasaDIY

2. Permendikbud Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan TataKerja Balai Bahasa.

3. PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan
Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia

4. Permendibud 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa

5. Peraturan Kepala L1PI N0.04/E/2009 tentang tugas fungsi peneliti

6. Peraturan Kepala LIPI No. 02 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional
Pendliti

3. Mampu menggunakan komputer, minimal MS-Office

Keterkaitan: Peral atan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan rancangan 1. Laptop

2. SOP Penilaian hasil penelitian 2. Printer

3. SOP Penerbitan 3. Alat perekam data

4. Pedoman Mutu/Proses Bisnis 4. ATK

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabilaprosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan dengan
baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim
pelaksana

Rancangan penelitian yang dijadikan pedoman

Data penelitian yang tercatat dalam kartu data

Data penelitian yang terklasifikasi

Instrumen penelitian yang tercatat dalam lembar
instrument.

Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
Pengendalian Rekaman.

pODE

o




SOP Penyusunan Buku Acuan dan Pedoman

1. | Menyusun Program kerja SK Tim 1.300 | KAK, Panduan, dan
pel aksanaan kegiatan, KAK, Q_—{ Program Kerja

dan Penyempurnaan rancangan
hasil seminar, untuk selanjutnya L‘Q

diveriviksi, divalidas dan
disahkan

2. | Pelaksanaan: Surat 12.000 | SK Narsum
a. Pencatatan bahan/naskah menyurat
b. Pengumpulan < _
bahan/naskah - o

C. Klasifikasi Bahan/naskah

d. Penulisan Draf Awal

€. Uji Materi Pengumpulan data
3. | Pengolahan: Data 18.000 | Notulis konsultasi
a. Penyusunan
b. Penygjian
4, Melaksanakan Seminar hasil v Naskah 900 | Data pengkajian
penelitian diveriviksi, divalidas
dan disahkan

<—

5. Memperbaiki laporan hasil Naskah hasil 1.200 | Laporan Hasil

pengkajian sesuai hasil seminar, penelitian Pengkajian
untuk selanjutnya 7y T %

6. Pelaporan 900 | Laporan administrasi
(j pengkajian




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor SOP 07/SPgPI/13-01

Tangga 2 Januari 2013

Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efeki” (WO oL 3R

Disahkan Oleq§ / : 5 ?h:_asa Provinsi DIY

PROVINSI DASRAN STIMEWA| D0 || /
YOGYAKARTA g

- 5
&Wvl fon Budi Utamo, MHum
Ty 21 g80405201991031004

e —

¥ Selakxdaan Pepgawasan Pengkgjian

Bahasa dan Sastra

Dasar Hukum:

Kudlifikas Pelaksana:

1. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, SertaLagu | 1. Minimal S-1 bidang bahasa dan/atau sastra
K ebangsaan 2. Tenagateknis/peneliti Bala BahasaDIY
2. Permendikbud Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa. | 3. Mampu menggunakan komputer, minimal MS Office
3. PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa
dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
4. Permendibud 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa
5. Peraturan Kepala LIPI No.04/E/2009 tentang tugas fungsi peneliti
6. Peraturan KepalaLIPl No. 02 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional
Pendliti
Keterkaitan: Peral atan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan rancangan 1. CPU/Laptop
2. SOP Pelaksanaan Pengkajian Bahasa dan Sastra 2. Printer
3. SOP Penilaian hasil penelitian 3. ATK

4. SOP Penerbitan

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan 1. Datapenelitian tercatat dalam kartu data dan terklasifikas
dengan baik. 2. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan Pengendalian Rekaman.
ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim
pelaksana




SOP Pelaksanaan Pengawasan Pengkajian Bahasa dan Sastra

Menyusun Program kerja pel aksanaan . KAK dan
kegiatan, KAK, dan Penyempurnaan ( ) Program Kerja
rancangan pengawasan, untuk selanjutnya @
diveriviks, divalidas dan disahkan
<>
2. 1. Pengumpulan data Data 12.000 | Rekapitulas
2. Klasifikasi data < data
3. Memperbaiki |aporan pengolahan data hasil Naskah hasil 1.500 | Laporan
pengawasan, untuk selanjutnya diverivikas ' penelitian pengolahan data
dan divalidas 24
4, Pelaporan 900 | Laporan
( )« T administras
pengawasan




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor SOP 06/KKLP-UKBI/21-07

Tanggal Pembu ﬁa.n__ 21 Juli 2021

Tanggal M \DIKA

Tangga}/fa%/i" B %pbtus 2021
Disahl/e(/eh Bplal Bahasa Provinsi

—:l:

"&‘1\: nanBud Utomo, M.Hum.
¥ NP 195605201991031004

Nama SOP \t——/Pen)c]_dnggaraan UKBI Adaptif

Dasar Hukum:

Kuadlifikas Pelaksana:

1. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu
K ebangsaan

2. PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan
Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia

3. Permendikbud Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa.

4. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.

5. Permendibud 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa

6. Keputusan Mendiknas Nomor 152/U/2003 tentang Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia.

7. PP Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Nergara Bukan Pgjak yang
Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan K ebudayaan.

8. Surat Pendaftaran Ciptaan Kementerian Hukum dan HAM N0.023993 dan 123994 tahun 2004
(telah diperbarui padatahun 2011 a.n. badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tentang
hak cipta produk.

1. Minimal S-1 bidang bahasa dan/atau sastra
2. Tenagateknis/peneliti Balai BahasaDIY
3. Mampu menggunakan komputer, minimal MS Office

Keterkaitan:

Peral atan/Perlengkapan:

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis

1. Jaringan internet
2. Komputer/laptop
3. ATK

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabilaprosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Surat masuk/keluar yang teragendakan
2. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan
Prosedur Pengendalian Rekaman.




SOP Penyelenggaraan UK BI Adaptif

No Kegiatan Pelaksanaan Mutu Baku Keterangan
PENGEMBANG PESERTA  |TATA USAHA ANGGOTA KKLP | KOORDINATOR KKLP | KEPALA KEPALA BADAN Kelengkapan Waktu Keluaran
SOAL UKBI UKBI PUSAT BAHASA
. buku panduan bank soal
Mulai
1 |Bank Scal l 10 bulan
buku panduan peserta,
2 |Pendafiaran Pesera > laptop/kemputer, { basi
perangkat emala, akses
inernet data akun peserta up
Lapiop, akses infernst,
o : > buku panduan ;
3 |Administrasi P 1 han el A
pesera
Hak akses, buku
Pengawasan Pengujan : . S e T e 7 [penduan, Data pengawasan
4 {Pengawasan pelaksanaan, | e — -s > - |leplopkompitier, akses —_— pelaksanaan, data pengawasan diakukan par
pengawasan hasd, 1 : iniernet e pengawasan hasi, dan zona wakiu per han
pengawasan pengesahan) i e e T T T R T data pengesahan
pesera
l Kemputer, kertas, pena,
prinfer s
Dafta rekapiulasi ni
5 |Rekapiulasi Hasi { han i
pesera
Serifikat dapat
Hak akses, akses diunduh langsung
5 ifi il Uji = ; 1 i 3
6 |Sertifikat Hasil Uj inkzrned, pos-el, e melalui akun atau
] lapiop/kemputer pos-el peserta

v

Selesai




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor SOP - 07/KKLP-UKBI/21-07
Tangga Pembuatan -~ 21 TiTis02 1

Tanggal Revisi /o0 CIRAY

Tanggal Efe|<ti[§‘}_

ARG

Disahkan Ole) < /| Gaaias Zl\hasa Provins

i

Nama SOP

Dasar Hukum:

Kuadlifikas Pelaksana:

1. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu
K ebangsaan

2. PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan
Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia

3. Permendikbud Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa.

4. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.

5. Permendibud 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa

6. Keputusan Mendiknas Nomor 152/U/2003 tentang Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia.

7. PP Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Nergara Bukan Pgjak yang
Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan K ebudayaan.

8. Surat Pendaftaran Ciptaan Kementerian Hukum dan HAM N0.023993 dan 123994 tahun 2004
(telah diperbarui padatahun 2011 a.n. badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tentang
hak cipta produk.

1. Minimal S-1 bidang bahasa dan/atau sastra
2. Tenagateknis/peneliti Balai BahasaDIY
3. Mampu menggunakan komputer, minimal MS Office

Keterkaitan:

Peral atan/Perlengkapan:

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis

1. Jaringan internet
2. Komputer/laptop
3. ATK

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabilaprosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Surat masuk/keluar yang teragendakan
2. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan
Prosedur Pengendalian Rekaman.




peserta

Pelaksana M utu Baku
: 1. Narasumber
Langkah K egiatan Tim : Kasubbag | Kepala/ Waktu
e ° - Eelals PKorSl.Jbb'd TU/Penga | Adminis (Tereza SPI Kelengkapan (menit) Output K eterangan
embinaan Ahli)
was tratur
2. Peserta
1 1. Penyempurnaan 1. SK 1.500 | 1. KAK Rapat/
KAK Pelaksana 2.Proposal Diskus
2. Penyusunan Proposal Kegiatan 3.Panduan
3. Penyusunan Panduan ( ) 2. SOP 4. Peta Resiko
4. Penyusunan Peta 3. Matrik 5.Notula
Resiko A1 kebutuhan
pel aksanaan
kegiatan
2. Verifikas Lembar 180 | Lembar verifikasi
Q verifikas dan dan validas
validasi
3 Validasi Y Lembar 180 | Lembar verifikasi
verifikas dan dan validasi
validasi
3 Persiapan pel aksanaan: 1. Matrik 4500 | 1. Jadwa . Rapat/
1. Menetapkan jadwal v kebutuhan pel aksanaan Diskusi
pelaksanaan < operasiona 2. Daftar nama R. Perekrutan
2. Menentukan pel aksanaan narasumber nara-
narasumber dan kegiatan (Bidodata sumber
peserta A2 2. PetaResiko dan lembar dan peserta
3. Membuat surat 3. SOP kesanggupan) bekerja
undangan kepada Kehumasan 3. Daftar nama sama
narasumber dan peserta dengan
perekrutan peserta 4. Draf Tim
4. Menyiapkan materi, Sertifikat Kehuma-
sertifikat, dan 5. Draf san BBY
spanduk/baner dan Spanduk/ . SPI melak-
kelengkapan lainnya baner sanakan
5. Verifikas dan v 6. Draf Materi pendam-
validas rencana 1 7. Notula/ pingan
pel aksanaan kegiatan dokumen
(Notula) rapat
6. Perekrutan 8. Data
narasumber dan pengiriman
surat




Menyiapkan tatalaksana . Matrik . Notula
pel aksanaan: kebutuhan 2. Lembar
1. Rapat dengan pel aksanaan evaluas
narasumber (dari kegiatan pel aksanaan
dalam/BBY) hila . PetaResiko kegiatan
dimungkinkan dengan . SOP 3. Lembar monev
narasumber dari luar 4 . Notula/ outcome
2. Rencana pelaksanaan | dokumen 4, Check list data
(penentuan tempat rapat pra narasumber
pelaksanaan dengan kegiatan dan peserta
menghadirkan PPK
dan PBJ)
3. Menyiapkan lembar
evaluas pelaksanaan
kegiatan
4. Menyiapkan rencana
monev outcome
Pelaksanaan kegiatan . Notularapat 720 (1. Daftar hadir SPI melak-
half day (2 atau 4 penentuan narasumber dan | sanakan
jam/hari) rencana peserta pengawasan
> < pelaksanaan . Bukti mengajar
. Jadwal narasumber
pelaksanaan . Dokumen
. Lembar pertanggung-
evaluasi jawaban
pelaksanaan pel aksanaan
kegiatan (Keuangan)
. SOP
Pengelolaan
Kegiatan
(Keu)
8 Penyusunan Draf laporan Dokumen 900 | Draf Laporan Diselesaikan
(verifikasi dan validasi) verifikas dan dalam kurun
validas waktu 10
hari kerja
v setelah
[zj pelaksanaan
kegiatan




outcome

Menyerahkan draf . SOP Lembar verifikas | Diselesaikan
laporan pel aksanaan 3 Pelaksanaan SPI maksimal
kegiatan kepadatim SPI Kegiaan dalam kurun
untuk diverifikas A . Pedoman waktu 15
Penyusunan hari kerja,
Laporan apabilatidak
. Draf laporan ada
hasil kendalam
pelaksanaan dalam
kegiatan penyusunan
10. | Memvalidas hasil Draf laporan 360 | Draf laporan
verifikas laporan dari
SPI
11. | Koordinasi dengan . SOP Monev 1.500 | Analisis hasil Pendamping
Pengkaji untuk proses P Outcome monev outcome andari Tim
monev outcome A Hasil SPIP
hasi|pel aksanaan Pelaksanaan
kegiatan l kegiatan
. Draf laporan
. Lembar
]




Memverifikasi dan Analisis hasi| Lembar validas Dilampirkan

validas hasil monev monev dan analisis dalam

outcome outcome hasilmonev laporan hasil
pelaksanaan
kegiatan

13. | Penjilidan laporan hasil Laporan hasil 180 | Laporan hasil

pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pelaksanaan

untuk diserahkan ke < kegiatan kegiatan

KTU untuk disimpan

menjadi arsip BBY

Jumlah waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan 12.180 | =203 jam




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor POS 0VKKLP-KI/21-07
Tanggal Pembuatan 21 Juli 2021
Tanggal Revisi ==

Tanggal Efektif /1

Bud Utomo., M.Hum.
Hi1py : 96695201991031004

s

Nama SOP Pergayaan Kosakdta

Dasar Hukum:

Kuadlifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, SertaLagu
K ebangsaan

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

4. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Nomorf 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata
5. Permendibud Nomor 25 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis K ementerian
Pendidikan dan K ebudayaan (K edudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154)

1. Memahami tata laksana pel aksanaan kegiatan
2. Memahami leksikografi

K eterkaitan:

Per alatan/Per lengkapan:

SOP Penerbitan SK Pelaksana Kegiatan

SOP Penyusunan Peta Resiko

SOP Pengelolaan Surat Keluar

SOP Pengelolaan Surat Masuk

Prosedur Pengendalian Rekaman

SOP Pengelolaan Arsip

SOP Kehumasan

SOP Pengadaan Barang dan Jasa Penunjukan Langsung
. SOP Pelayanan Transportasi

10. SOP Pelayanan Telepon

11. SOP Pelaporan

12. Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan K egiatan

©COoONOUA~WONE

1. Komputer/Laptop
2. Perekam data

3. Printer

4. ATK




Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan dengan 1. Rancangan kodifikasi yang dijadikan pedoman

baik. 2. Datakodifikasiyang tercatat dalam kartu data dan
2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan terklasifikas

ditetapkan. 3. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
3. Tim pelaksana wajib menyel esaikan laporan dalam bentuk draf dalam kurun waktu 10 hari Pengendalian Rekaman.

kerja (15 jam kerja sesuai dalam SOP)

4. Segaabentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim
pelaksana




SOP Pengayaan K osakata

1 1. Menyusun/merevisi KAK 1. Pedoman 3.000 | 1. KAK
2. Menentukan pakar ( — g;n#bm » 2. II:ro.gram
j entukan erja
2. Menyusun program kerja ) e s D'sJk o
. Menyusun Peta Risiko — sti oman . Diskripsi
2. SKtim tugas
penyusunan anggota
kamus tim
2. 1. Melaksanakan seleksi ¥ 1. Pedoman 26.000 | 1. Undangan
bahan/naskah Umum rapat
2. Melakukan pendefinisian Pembentukan 2. Notula
3. Mendokumentasikan t Istilah 3. Datayang
bahan/naskah yang — 2. Pedoman sudah
terkumpul Penyusunan terseleksi
4. Veifikas, validas, dan Kamus
konsultas ahli 3. Kartu
Pengumpulan
data
3. | 1.Menentukan data yang ! ' 1. Pedoman 9.000
masuk atau tidak ke tahap Umum
berikutnya Pembentukan
2.Menyeleksi data tahap , 'F)Ségg?n »
kedua :
3.Melakukan koreksi secara R [1] mﬁzman
menyeluruh . 3. Kartu data
4. Mencetak hasil yang sudah 4. Kamus Umum
terkumpul Bahasa
Indonesia
5. Kamus
dwibahasa




1. Lokakarya Naskah terkoreksi 1.200 | 1. Undangan
2. Sidang Komisi Bahasa rapat
Daerah 2. Notulen
3. Datayang
sudah
terseleksi
1. Merevisi naskah 1200 | 1.Naskah
2.Menginput ke dalam Pracetak
template 2. Lembar
3.Mengunggah ke aplikasi Verifikasi
KBBI daring dan validas
Pelaporan Dokumen 900 | Laporan
O e
Kegiatan
Total waktu pelaksanaan | 41.300” =688,33jam




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor SOP 03/KKLP-BH/21-07
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif N
Disahkan Oleh & 28 \’r‘?’)l Daerah Istimewa
@
q}mo, M.Hum.
(j04
Nama POS

aSllltajSl Layanan Bahasa pada

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu
K ebangsaan

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

4, Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomorf 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata.

5. Permendibud Nomor 25 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154)

1. Menguasai Ms Office.

. Mampu berkoordinasi dalam penyel esaian pelaksanaan tugas.

2
3. Memahami rincian tugas dan fungsi organisasi.
4. Memahami konsep Bahasa pada ranah hukum.

K eterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

SOP Penerbitan SK Pelaksana Kegiatan

SOP Penyusunan Peta Resiko

SOP Pengelolaan Surat Keluar

SOP Pengelolaan Surat Masuk

Prosedur Pengendalian Rekaman

SOP Pengelolaan Arsip

SOP Kehumasan

SOP Pengadaan Barang dan Jasa Penunjukan Langsung
SOP Pelayanan Transportasi

10 SOP Pelayanan Telepon

11.SOP Pelaporan

12.Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan K egiatan

©CoNoTOAWDNE

1. ATK
2. Ruang Konsultasi
3. Kamera

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabilaprosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.

3. Tim pelaksana wajib menyelesaikan laporan dalam bentuk draf dalam kurun waktu 15 hari kerja
(15 jam kerja sesuai dalam SOP)

4. Segalabentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Dicatat dalam dokumen pengendalian rekaman

2. Arsip.




Penyelenggar aan Fasilitasi L ayanan Bahasa pada Ranah Hukum

(penugasan

1 1. Penyempurnaan 1. SK 1500 | 1. KAK Rapat/
KAK Pelaksana 2.Proposa Diskusi
2. Penyusunan Proposal Kegiatan 3.Panduan
3. Penyusunan Panduan ( ) 2. SOP 4.Peta Resiko
4. Pen_yusunan Peta - 3. Matrik 5.Notula
Resiko 4 kebutuhan
pel aksanaan
kegiatan
2. Verifikas Lembar 180 | Lembar verifikas
verifikas dan dan validasi
validasi
3 Validas Lembar 180 | Lembar verifikasi
verifikasi dan dan validasi
vaidasi
3 Persiapan pel aksanaan: 1. Matrik 4.500 | 1.Jadwal . Rapat/
1. Disposisi Pimpinan v kebutuhan pelaksanaan Diskusi
atas Permohonan < operasional 2. Daftar nama . Perekrutan
Ahli Bahasa pelgksanaan narasumber nara-
T kegiatan 3. Daftar nama sumber
2. Audiensi Tim 5 2. PetaResiko peserta dan peserta
Fasilitasi Layanan 3. SOP 4. Draf Sertifikat bekerja
Ahli Bahasa dan Kehumasan 5. Draf Spanduk/ sama
Pemohon di BBY baner _ d(_angan
3. Penentuan Perlu 6. Draf Materi Tim
Tidaknya 7.Notula/ Kehuma-
. . dokumen rapat san BBY
Keterlibatan Ahli . SPl melak-
Bahasa pada Kasus sanakan
yang Diajukan v pendam-
Pemohon 1 pingan
4. Surat-menyurat
internal dan
eksternal




10.

kepada salah satu
dari Tim Ahli
Bahasa BBY dan
tim itu telah
ditunjuk oleh
pimpinan)
Komunikasi Ahli
Bahasa dengan
Pemohon, bisa
dengan Tatap
Muka atau dengan
Media Sosial WA
Analisis
Kebahasaan pada
Kasus Hukum oleh
Ahli Bahasa
Pembuatan
Keterangan
Kebahasaan oleh
Ahli Bahasa pada
Pembuatan BAP

. Pemberian

Keterangan
Kebahasaan oleh
Ahli Bahasa di
Persidangan
Pelaporan Ahli
Bahasa kepada
Tim Fasilitasi
Layanan Bahasa
dan Hukum
Pelaporan
Rekapitulasi
Kegiatan Fasilitasi
Layanan Bahasa
dan Hukum
kepada Kantor,
dalam Bentuk




Laporan Bulanan,
Triwulan, dan
Tahunan

11. Pelaporan

12. Evaluasi Kegitan
Bulanan,
Triwulanan, dan
Tahunan




Menyiapkan tatalaksana . SOP . Notula
pel aksanaan: 2. Matrik 2. Lembar
1. Pembuatan SK Tim kebutuhan evaluas
Ahli BahasaBBY . pelaksanaan pel aksanaan
2. Menyelenggarakan kegiatan kegiatan
rapat koordinasi 3. PetaResiko 3. Lembar monev
dengan Tim Ahli 4 4. Notula/ outcome
Bahasa. | dokumen 4. Bidodatadan
rapat pra lembar
kegiatan kesanggupan
v narasumber
5. Biodata
peserta
Pelaksanaan kegiatan 1. Notularapat 720 1. Daftar hadir SPI melak-
penentuan narasumber dan | sanakan
rencana peserta pengawasan
> < > pelaksanaan . Bukti mengajar
2. Jadwd narasumber
pel aksanaan . Dokumen
3. Lembar pertanggung-
evaluasi jawaban
pel aksanaan pel aksanaan
kegiatan (Keuangan)
4. SOP
Pengelolaan
Kegiatan
(Keu)
Penyusunan Draf laporan Dokumen 900 | Draf Laporan Diselesaikan
(verifikasi dan validasi) verifikas dan dalam kurun
validas waktu 10
hari kerja
v setelah
pel aksanaan

kegiatan




outcome

Menyerahkan . SOP Lembar verifikas | Diselesaikan
Rekapitulasi Penugasan @ Pelaksanaan SPI dalam kurun
Ahli Bahasa, Bulanan, Kegiaan waktu 5 hari
Al .
Triwulanan, dan . Pedoman kerja
Tahunan Penyusunan
Laporan
. Draf laporan
hasil
pelaksanaan
kegiatan
10. | Memvalidasi hasil Draf laporan 360 | Draf laporan
verifikas laporan dari
SPI
11. | Koordinasi dengan . SOP Monev 1.500 | Andlisis hasil
Pengkaji untuk proses P Outcome monev outcome
monev outcome hasil h Hasil
pel aksanaan kegiatan Pelaksanaan
l kegiatan
. Draf laporan
. Lembar
@ monev




Memverifikasi dan Analisis hasi| Lembar validas Dilampirkan

validas hasil monev monev dan andisis dalam

outcome outcome hasilmonev laporan hasil
pel aksanaan
kegiatan

13. | Penjilidan laporan hasil Laporan hasil 180 | Laporan hasil

pel aksanaan kegiatan pelaksanaan pelaksanaan

untuk diserahkan ke < kegiatan kegiatan

KTU untuk disimpan

menjadi arsip BBY

Jumlah waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan 12.180 | =203 jam




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor SOP . 04/KKLP-BH/21-07

Tanggal Pembuatan : y‘ﬂg'm\
Tanggal Revisi \DI KA”

Tanggal Efektif 23 T0S 2
Disahkan Oleh pala Balai Bat ‘&‘% vrbl Daerah Itimewa

E f
|

e —

(m-aa

~
ama: Drs. Imap ’ttiﬂ thmo, M.Hum.

(4 P ""%,_&@9 31404
Nama POS #\eie*sgam aosnalu?si Layanan Bahasa pada
Ranamrmakam

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu
K ebangsaan

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

4, Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomorf 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata.

5. Permendibud Nomor 25 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154)

1. Menguasai Ms Office.

2. Mampu berkoordinasi dalam penyel esaian pelaksanaan tugas.
3. Memahami rincian tugas dan fungsi organisasi.

4. Memahami konsep bahasa pada ranah hukum.

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penerbitan SK Pelaksanaan Kegiatan 1. ATK

2. SOP Penyusunan Peta Resiko 2. CPU/Latop

3. SOP Pengelolaan Surat Keluar 3. LCD

4. SOP Pengelolaan Surat Masuk 4. Kamera

5. Prosedur Pengendalian Rekaman 5. Ruang Pertemuan

6. SOP Pengelolaan Arsip 6. Stater kit

7. SOP Kehumasan

8. SOP Pengadaan Barang dan Jasa Penunjukan Langsung

9. SOP Pelayanan Transportasi

10. SOP Pelayanan Telepon
11.SOP Pelaporan
12.Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan K egiatan

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabilaprosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.

3. Tim pelaksana wajib menyelesaikan laporan dalam bentuk draf dalam kurun waktu 15 hari kerja
(15 jam kerja sesuai dalam SOP)

4. Segalabentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Dicatat dalam dokumen pengendalian rekaman
2. Arsip.




1. Penyempurnaan 1. SK 1.500 | 1. KAK Rapat/
KAK Pelaksana 2.Proposa Diskusi
2. Penyusunan Proposal Kegiatan 3.Panduan
3. Penyusunan Panduan ( ) 2. SOP 4. Peta Resiko
4. Penyusunan Peta 3. Matrik 5.Notula
Resiko A4
kebutuhan
pel aksanaan
kegiatan
Verifikas Lembar 180 | Lembar verifikas
verifikas dan dan validasi
vaidasi
Validas Lembar 180 | Lembar verifikas
verifikasi dan dan validasi
vaidas
Persiapan pel aksanaan: 1. Matrik 4500 | 1. Jadwa 1. Rapat/
1. Menetapkan jadwal A4 kebutuhan pel aksanaan Diskusi
pelaksanaan < operasiona 2. Daftar nama R. Perekrutan
2. Menentukan pelaksanaan narasumber nara-
narasumber dan kegiatan (Bidodata sumber
peserta A% 2. PetaResiko dan lembar dan peserta
3. Membuat surat 3. SOP kesanggupan) bekerja
undangan kepada Kehumasan 3. Daftar nama sama
narasumber dan peserta dengan
perekrutan peserta 4. Draf Tim
4. Menyiapkan materi, Sertifikat Kehuma-
sertifikat, dan 5. Drdf san BBY
spanduk/baner dan Spanduk/ 3. SPI melak-
kelengkapan lainnya baner sanakan
5. Verifikas dan v 6. Draf Materi pendam-
validasi rencana 1 7. Notula/ pingan
pel aksanaan kegiatan dokumen
(Notula) rapat
6. Perekrutan 8. Data
narasumber dan pengiriman
peserta surat




Menyiapkan tatalaksana . Matrik . Notula
pel aksanaan: kebutuhan 2. Lembar
1. Rapat dengan pel aksanaan evaluas
narasumber (dari kegiatan pel aksanaan
dalanVBBY) hila 2. PetaResiko kegiatan
dimungkinkan dengan 3. SOP 3. Lembar monev
narasumber dari luar 4 4. Notula/ outcome
2. Rencana pelaksanaan | dokumen 4, Check list data
(penentuan tempat rapat pra narasumber
pelaksanaan dengan kegiatan dan peserta
menghadirkan PPK
dan PBJ)
3. Menyiapkan lembar
evaluas pelaksanaan
kegiatan
4. Menyiapkan rencana
monev outcome
Pelaksanaan kegiatan 1. Notularapat 720 1. Daftar hadir SPI melak-
half day (4 jam/hari) penentuan narasumber dan | sanakan
selama 3 hari kerja rencana peserta pengawasan
> < > pel aksanaan . Bukti mengajar
2. Jadwd narasumber
pel aksanaan . Dokumen
3. Lembar pertanggung-
evaluasi jawaban
pel aksanaan pel aksanaan
kegiatan (Keuangan)
4. SOP
Pengelolaan
Kegiatan
(Keu)
Penyusunan Draf laporan Dokumen 900 | Draf Laporan Diselesaikan
(verifikasi dan validasi) verifikas dan dalam kurun
validas waktu 10
hari kerja
v setelah
pel aksanaan

kegiatan




outcome

Menyerahkan draf . SOP Lembar verifikas | Diselesaikan
laporan pel aksanaan @ Pelaksanaan SPI maksimal
kegiatan kepadatim SPI Kegiaan dalam kurun
untuk diverifikas M 2. Pedoman waktu 15
Penyusunan hari kerja,
Laporan apabilatidak
3. Draf laporan ada
hasil kendalam
pel aksanaan dalam
kegiatan penyusunan
10. | Memvalidas hasil Draf laporan 360 | Draf laporan
verifikas laporan dari
SPI
11. | Koordinasi dengan 1. SOP Monev 1.500 | Analisis hasil Pendamping
Pengkaji untuk proses P Outcome monev outcome andari Tim
monev outcome h Hasil SPIP
hasi|pel aksanaan Pelaksanaan
kegiatan l kegiatan
2. Draf laporan
3. Lembar
]




Memverifikasi dan

Analisis hasi| Lembar validas Dilampirkan
validas hasil monev monev dan andlisis dalam
outcome outcome hasilmonev laporan hasil
pelaksanaan
kegiatan
13. | Penjilidan laporan hasil Laporan hasil 180 | Laporan hasil

pel aksanaan kegiatan pel aksanaan pel aksanaan

untuk diserahkan ke < kegiatan kegiatan

KTU untuk disimpan

menjadi arsip BBY

Jumlah waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan 12.180 | =203 jam




Nomor SOP 1 02/KKLD.DGSastral/21-07

Tanggal Pembuatan ‘ﬁ|m 2

Tanggal Revisi / %G 4 ‘f\

Tanggal Efektif § Agu%tus 202! t\ N

Disashkan Oleh [ < /& N7 \P{rovmsu DIY

mo, M.Hum.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN 131004

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA Nama POS Pefaksanaan Penndungan Sastra (Revitalisas
BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Sastra)

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu
K ebangsaan

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

4. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomorf 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata.

5. Permendibud Nomor 25 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan
K ebudayaan (K edudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154)

1. Menguasai Ms Office.

2. Mampu berkoordinasi dalam penyelesaian pel aksanaan tugas.
3. Memahami rincian tugas dan fungsi organisasi.

4. Minimal S-1 bidang bahasa dan/atau sastra

5. Tenagateknis/peneliti Balai BahasaDIY

K eterkaitan: Peral atan/Perlengkapan:
1. SOP Penerbitan SK Pelaksana Kegiatan 1. ATK

2. SOP Penyusunan Peta Risiko 2. CPU/Latop

3. SOP Pengelolaan Surat Keluar 3. LCD

4, SOP Pengelolaan Surat Masuk 4. Kamera

5. Prosedur Pengendalian Rekaman 5. Alat Perekam Data
6. SOP Pengelolaan Arsip 6. Ruang Pertemuan

7. SOP Kehumasan 7. Staterkit

8. SOP Pengadaan Barang dan Jasa Penunjukan Langsung

9. SOP Pelayanan Transportasi

10. SOP Pelayanan Telepon
11.SOP Pelaporan
12. Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan K egiatan

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.

3. Tim pelaksana wajib menyelesaikan laporan dalam bentuk draf dalam kurun waktu 10 hari kerja
(15 jam kerja sesuai dalam SOP)

4, Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu ataupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Dicatat dalam dokumen pengendalian rekaman

2. Arsip

3. Rancangan kegiatan yang dijadikan pedoman

4. Instrumen wawancara yang tercatat dalam lembar instrumen




Pelaksanaan Pelindungan Sastra (Revitalisas Sastra)

1. Menyempurnakan KAK . . Rapat/
2. Menyusun Proposal Kegiatan 2.Proposal Diskusi
3. Menyusun Panduan 2.50P 3.Panduan
4. Menyusun Peta Risiko ( ) 3.Matriks 4.PetaRisiko
A A kebutuhan 5.Notula
pel aksanaan
kegiatan
Verifikas dan Validas Lembar 360 | Lembar verifikas
verifikasi dan dan validas
validasi
Persiapan pel aksanaan: 1.Matriks 18.000 1.Jadwal 1. Rapat/
Pemetaan kebutuhan Pelaksanaan Diskusi
1. Menetapkan Jadwal h 4 operasional 2. Daftar Nama 2. Perekrutan
Survei dan Wawancara P pelaksanaan Informan dan Narasumber
2. Menentukan b kegiatan Pembantu dan Peserta
Informan/pelaku seni dan 2.PetaRisiko Lapangan bekerja
Pembantu Lapangan ‘ 3.S0P 3. Daftar Nama sama dengan
3. Menyiapkan Instrumen Kehumasan Tenaga Ahli Tim
Konservas (Pelaku Seni) K ehumasan
1. Menentukan Tenaga 4. Daftar Nama BBY
Ahli (Pelaku Seni) Narasumber dan | 3.SPI
2. Menetapkan Jadwal Peserta Melaksana-
Pertunjukan dan 5.Draf Instrumen kan Pendam-
Perekaman Audio Visua 6.Draf Sertifikat pingan
(Alih Wahana ke DVD) 7.Draf Spanduk/
3. Menyiapkan Prasarana Baner
Pertunjukan dan \ 4 8.Draf Materi
Perekaman 1 9. Notula
Revitalisas




1. Menetapkan Jadwal
Pelatihan

2. Menetapkan
Narasumber, Peserta
Generasi Muda, dan
Pembantu Lapangan

3. Membuat Surat
Undangan dan
Perekrutan

4. Menyiapkan Materi,
Sertifikat, Baner,
Prasarana, dan
Kelengkapan lainnya

5. Menyiapkan Sosiadisasi
(Pertunjukan/Seminar)

6. Verifikas dan Validas
Rencana Pelaksanaan
Kegiatan (Notula)

7. Perekrutan Narasumber,
Peserta, Informan, dan
Pembantu Lapangan

Menyiapkan Tata L aksana 1. SOP 3.600 | 1.Notula
Pel aksanaan: v 2. Matriks 2.Lembar Evaluasi
1. Rapat dengan Kebutuhan Pelaksanaan

Narasumber, Tenaga Pelaksanaan Kegiatan

Ahli (Pelaku Seni), Ar 7} Kegiatan 3.Lembar Monev

Informan, dan Pembantu 3. PetaRisiko Outcome

Lapangan 4. Notula/ 4.Biodata dan
2. Merencanakan Dokumen Lembar

Pelaksanaan Rapat Pra- Kesanggupan

(menghadirkan PPK dan Kegiatan Narasumber

PBJ) 5.Biodata Informan,

3. Menyiapkan Lembar Pembantu

Evaluas pelaksanaan Lapangan,

kegiatan Tenaga Ahli
4. Menyiapkan Rencana (Pelaku Seni),

Monev Outcome dan Peserta
Pelaksanaan K egiatan: 1. NotulaRapat | 15.990 1.Daftar Hadir SPI
Pemetaan Penentuan Informan dan Melaksanakan
1. Melakukan Survei < > Rencana Pembantu Pengawasan
2. Méelakukan Wawancara pel aksanaan Lapangan
Konservasi 2. Jadwal 2.Daftar Hadir
Melakukan Alih Wahana ¢ pel aksanaan Tenaga Ahli
(Mengadakan Pertunjukan 2 3. Lembar (Pelaku Seni),




dan Perekaman Audio evaluas Narasumber, dan
Visual/DVD) pel aksanaan Peserta
Revitalisas kegiatan 3.Bukti Mengajar
1. Melaksanakan Pelatihan 4, SOP Pengelo- Narasumber/
2. Méelaksanakan Sosialisas 2 laan Kegiatan Tenaga Ahli
(Pertunjukan/Seminar) (Keu) 4.Dokumen
5. SOP Pertanggung-
Pelatihan jawaban
6. SOP PBJ Pelaksanaan
(Keuangan)
5.Peta Vitalitas
6.Dokumentasi
(Cetak, Audio
Visua)
7.Jumlah Generasi
Muda
Pengapresiasi
Menyusun Draf Laporan v Dokumen 900 | Draf Laporan Diselesaikan
(Verifikasi dan Validasi) Verifikasi dan dalam kurun
Validasi waktu 10 hari
' W W kerja setelah
pel aksanaan
kegiatan
Menyerahkan Draf Laporan 1. SOP 900 | Lembar Verifikas | Disdesaikan
Pel aksanaan K egiatan Pelaksanaan SPI dalam Kurun
kepada Tim SPI untuk Kegiaan Waktu 5 hari
Diverifikasi 2. Pedoman Kerja
Penyusunan
Laporan
3. Draf Laporan
Memvalidasi Hasl| Draf Laporan 360 | Draf Laporan
Verifikasi Laporan dari SPI
Berkoordinasi dengan 1.SOP Monev | 1.500 | Analisis Hasil
Peneliti/Pengkaji untuk ¢ Outcome Monev Outcome
Proses Monev Outcome 2.Draf
Hasi| Pelaksanaan K egiatan Laporan
3.Lembar

Monev




Outcome
10. | Memverifikasi dan Analisis Hasl 360 | Lembar Vaidas Dilampirkan
Memvalidasi Hasil Monev Monev dan AnalisisHasil | dalam Laporan
Outcome 4 3 Outcome Monev Hasll
Pelaksanaan
Kegiatan
11. | Menjilid Laporan Hasil Laporan Hasll 180 | Laporan Hasll
Pelaksanaan K egiatan Pelaksanaan Pelaksanaan
untuk diserahkan ke KTU Kegiatan Kegiatan
dan Disimpan menjadi v
Arsip BBY
Jumlah waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan 43.650 =727.5jam




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Nomor SOP 02/SPbPm/13-01

Tanggal Pembuatan | —2ssuari 2013

Tanggal Revisi /¢ Q\BlKA,y@z\L
Tanggal Efekt;{ q'° 1 AgUNT,

‘l N

A Budi Utomo, M.Hum.
052()1991031004

Nama POS Fembuatan Batan Pendukung BIPA

Dasar Hukum:

Kualifikas Pelaksana:

1. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta
Lagu Kebangsaan

2. PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan
Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia

3. Permendikbud Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Bahasa.

4. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Permendibud 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa

1. Narasumber berpendidikan S2 atau S3 di bidang kebahasaan dan
kesastraan

2. Narasumber ahli/pakar penggjaran BIPA

3. Narasumber pakar ahli multimediadi bidang pengajaran

4. Penyusun bahan gar berlatar belakang minimal S1 di bidang pengajaran
bahasa dan/sastra.

5. Penyusun mengetahui dan menguasai dasar-dasar penyusunan bahan gjar

K eterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. PedomanMutu BBY 1. ATK

2. SOP Surat Keluar 2. Komputer/Laptop

3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis 3. Perekam data
Peringatan: PencatatandanPendataan:

1. Apabilaprosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak
berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah dibakukan
dan ditetapkan.

3. Segalabentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebagal bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Materi rekaman audio direkam di file MP3
2. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
Pengendalian Rekaman.




SOP PEMBUATAN BAHAN PENDUKUNG BIPA

Menyempurnakan, dan disahkan SK 1.200 | 1. Lembar
oleh kepala KAK dan Program ( )— Pengesahan
kerja pelaksanaan kegiatan . KAK
T_ . Program
Kerja

1. Mengumpulkan data bahan ajar ¥ 1. Naskah, foto, 12.000 | 1. Daftar hadir
2. Mengklasifikasian materi dokumentasi, . Laporan
3. Menyusunan naskah bahan ajar kaset rekaman pendataan
4. Memverifikasian bahan gjar 2.Ddftar data . Lembar

untuk cetakan dalam bentuk f bahan gjar pengesahan

buku dan multi media 3. Formulir
S. Memvalidasi dengan pakar/ahli pendataan

pengajaran BIPA 4. Draf bahan gjar
Merevisibahan gjar berdasarkan ¢ Drafbahan gjar 7.500
hasil validasi pakar yang telah

direvis
Mengusulkan pembuatan surat 1. Materi 300
rencana pelaksanaan uji coba draf ujicoba draf
bahan gjar multi media multi media
2. Surat
menyurat

Melaksanakan ujicoba Revis hasil uji 900

coba




T | o g et g | mewn | Sasen |y oms

Merevis, verifikas, dan Naskah Pracetak 1200 | Lembar
vaidasi bahan gjar Verifikasi dan
multimedia setelah diujicoba vaidas

A At

7. Menyusun laporan hasil ' Dokumen 900 | Laporan
penyusunan bahan gjar BIPA




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAY AAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor SOP . 03/SPbPm/13-01

Tanggal Pembuatan _|_-__2 Januari 2013

Tanggal RCV/ \DIKZJ RN 2021

Tanggal Eﬁ/ﬂ@‘\ —AGaid 2021

Kep @\af lﬁalhasa Provins DIY

— et

O

_?(xrs imgm Bud Utomo, M.Hum.
T 3 66(5201991031004

X pfusunan Kodifikas (Kamus)

Dasar Hukum: Kualifikas Pelaksana
1. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu 1. Memahami tata laksana pel aksanaan kegiatan
K ebangsaan 2. Memahami leksikografi

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2004 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa

3. Permendikbud Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa.

4. Permendikbud 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa

5. Peraturan Kepala LIPI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional
Pendliti

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN 19/2004
Tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kredit

K eterkaitan:

Per alatan/Per lengkapan:

1. SOP Layanan Perpustakaan

2. SOP Penyusunan Rancangan

3. SOP Pengawasan Pengkajian Bahasa dan Sastra
4. SOP Pendlitian/Pengkajian

5. SOP Penilaian Hasil Penelitian

6. Pedoman Mutu/Proses Bisnis

1. Komputer/Laptop
2. Perekam data

3. Printer

4, ATK

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.

3. Segaabentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Rancangan kodifikasi yang dijadikan pedoman

2. Datakodifikasiyang tercatat dalam kartu data dan
terklasifikasi

3. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan
Prosedur Pengendalian Rekaman.




SOP Penyusunan Kodifikasi (Kamus)

. peaksw@a | MuwBaku

1. Menyusun/merevisi KAK 1. Pedoman 3.000 | 1. KAK
2. Menentukan pakar ( — g;n#bm » 2. II:ro.gram
j en erja
2. Menyusun program kerja ¥ ' ukan Yja
. Menyusun diskripsi tugas | stilahPedoman 3. Diskripsi
anggotatim 2. SK tim tugas
penyusunan anggota
kamus tim
1. Melaksanakan seleksi ¥ 1. Pedoman 26.000 | 1. Undangan
bahan/naskah Umum rapat
2. Melakukan pengelompokan Pembentukan 2. Notulen
bahan dan pendefinisian t Istilah 3. Datayang
3. Mendokumentasikan 2. Pedoman sudah
bahan/naskah yang Penyusunan terseleksi
terkumpul Kamus
4. Veifikas, validas, dan 3. Kartu
konsultas ahli Pengumpulan
data
1. Menentukan data yang ¢ 1. Pedoman 9.000
masuk atau tidak ke tahap Umum
berikutnya Pembentukan
2.Menyeleksi data tahap , 'PSégah
kedua - redoman
3.Melakukan koreksi secara R [1] mﬁzman
menyeluruh 3. Kartu data
4. Mencetak hasil yang sudah 4. Kamus Umum
terkumpul Bahasa
Indonesia
5. Kamus
dwibahasa




—————
N s

4. Pembacaan ahli Naskah terkoreksi 1.200 | 1. Undangan
rapat

2. Notulen

3. Datayang
sudah

terseleksi

5. | 1.Merevisi naskah v ' 1200 | 1.Naskah
2.Mencetak data hasil Pracetak
penyusunan 2. Lembar
Verifikas
dan validasi

6. Pelaporan v Dokumen 900 | Laporan

Pelaksanaan
( ) Kegiatan




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Nomor SOP : 04/SPbPm/18-01
Tanggal ;2 Januari 2013
Pembuatan

Tanggal Revis o 21 wli2n2]
Tanggal Efektif ; g\BIKA’ )
Disahkan Oleh

QW ’NTO\A nsi DIY
i ( +'

mo, M.Hum.
1)31004

Nama SOP

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,
Serta Lagu Kebangsaan

2. Permendikbud Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Organisas dan TataKerjaBalai
Bahasa

3. Permendibud 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa

1. Mampu mengoperasional kan komputer
2. Mampu mengkoordinasi dalam penyel esaian pelaksanaan tugas
3. Memahami perincian tugas

Keterkaitan:

Peral atan/Perlengkapan:

1. Pedoman Mutu 1. Pengadaan barang dan jasa
2. Pengelolaan surat masuk 2. Surat menyurat

3. Pengelolaan surat keluar 3. Pelayanan transportasi

4. Keprotokolan 4. Pelayanan telepon

5. Pengadaan barang dan jasa 5. Laporan

6. Pengelolaan arsip

7. Pelayanan telepon

8. Pelayanan transportasi

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah ditetapkan

Agenda surat

Arsip surat

Pengadaan barang (ATK)

Biodata peserta dan juri

Matriks kompetensi: juri

Jadwal pelaksanaan

Berita acara nomine dan pemenang

Nouk~wdrE




SOP LOMBA

No. | Langkah Kegiatan Pelaksana | Mutu Baku
Tim Korsubbid | Kasubbag | Kepala | Tenaga | Pelanggan | Kelengkapan Waktu | Output Dokumen
Pelaksana | Pembinaan | TU Ahli (menit)
1 Penyempurnaan KAK KAK 900 | KAK SK dan
KAK
)
2 Memverifikasi, Lembar 180 | Lembar
memvalidasi, dan verifikas verifikasi
mengesahkan KAK.
v
3 Persiapan pel aksanaan: ¢ ! 1. Jadwal 900 SOP
pel aksanaan Pengelolaan
1. Menyusun dan 2. Daftar nama Surat Keluar
pelaksanaan l dan peserta
2. Menentukan AA 3. Sertifikat
narasumber 4. M ateri
3. Membuat surat
undangan kepada

narasumber dan
perekrutan peserta

4. Menggandakan

materi
5. Menyiapkan
sertifikat peserta
6. Menyiapkan
administrasi
narasumber dan
peserta




No. | Langkah Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Tim Korsubbid | Kasubbag | Kepala | Tenaga | Pelanggan | Kelengkapan Waktu | Output Keterangan
Pelaksana | Pembinaan | TU Anhli (menit)
4 Verifikas dan validas 1. Daftar hadir 600 | 1. Daftar Hadir
rencana pel aksanaan 2. Notula 2. Notula
kegiatan 3. Lembar 3. Lembar
verifikasi verifikas
A 4; l
5 Menyiapkan tatal aksana 1. Dokumen 3.000 | 1. Hadir
pelaksanaan: rapat 2. Notula
1. Rapat dg narasumber 2. ATK dIl. 3. Dokumen
pra pelaksanaan 3. Bahan rencana
2. Rencana pelaksanaan 4. Format pelaksanaan
3. Evaluas kegiatan evaluasi
6 Pelaksanaan kegiatan *): 1. Daftar hadir *) | Dokumen
1. Penjurian (penentuan > narasumber pel aksanaan
nomine dan pemenang) dan peserta (BeriataAcara
2. Penyerahan hadiah — 2. Notula Penentuan
3. Sertifikat Pemenang dil.)
8 Penyusunan laporan v Dokumen 900 | Laporan
(verifikasi dan validasi) verifikasi dan
validasi
A
9. Penyerahan laporan 15 SOP
Pengelolaan

Arsip




Catatan:

SOP Penyelenggaraan Lomba, digunakan untuk pedoman pel aksanaan kegiatan:

1. Lomba kebahasaan dan kesastraan.

2. Penghargaan Kebahasaan dan K esastraan.
3.
4

Duta Bahasa.

. Jumlah Waktu Pelaksanaan yang berulang-ulang dapat dilakukan penjumlahan waktu yang dibutuhkan, contoh dalam apabila pelaksanaan kegiatan

waktu yang dibutuhkan 1 hari kerja ditambah 8 jam kerja dan seterusnya dan panitia pel aksana kegiatan wajib melaporkan jumlah waktu yang dibutuhkan
dalam laporan pel aksanaan kegiatan.



Nomor SOP . 05/SPbPm/18-01

Tanggal Pembuatan © 2 Januari 2013
Tanggal Revisi : L u‘m

Tanggal Efektif /ﬂ@ ,egﬁam

novi ns DIY

Disahkan Oleh /| /Kepala Balai Bﬁi\\

— _.‘_' s

N/ sanBaiAsA
£ PROVINSI DAERAH o |
AR NS

bimo, M.Hum.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 031004
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA Nama POS . Posxeldnocssaan Pemas; arakatan Kebahasaan
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA dan K esastraan Indonesia dan Daerah
YOGYAKARTA
Dasar Hukum: Kudifikas Pelaksana
1. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu 1. Menguasai Ms Office.
K ebangsaan 2. Mampu berkoordinasi dalam penyel esaian pelaksanaan tugas.
2. Permendikbud Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa. 3. Memahami rincian tugas dan fungsi organisasi.
3. Permendibud 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Keterkaitan: Peral atan/Perlengkapan:
1. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 1. ATK
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar 2. CPU/Latop
3. SOP Pengelolaan Surat Masuk 3. LCD
4. SOP Pelayanan Transportasi 4. Ruang Kelas
5. SOP Pengelolaan Arsip 5. Kamera
6. SOP Pelayanan Telepon
7. SOP Pengadaan Barang dan Jasa
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabilaprosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak
berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah dibakukan
dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebagal bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Dicatat dalam dokumen pengendalian rekaman
2. Arsip.




SOP Penyelenggar aan Pemasyar akatan K ebahasaan dan K esastraan Indonesia dan Daerah

T s e g e o e

narasumber dan
perekrutan peserta

4. Menggandakan
materi

5. Menyiapkan
sertifikat peserta

6. Menyiapkan
administrasi
narasumber dan
peserta

Penyempurnaan KAK SK dan 900
Rancangan
C\ kegiatan
A_j
2 Memverifikasi, Lembar 180 | Lembar
memvalidasi, dan verifikasi verifikasi
mengesahkan KAK.
3 Persiapan pelaksanaan: ¢ 1. Jadwal 900 SOP
pel aksanaan Pengelolaan
1. Menyusun dan 2. Daftar nama Surat Keluar
menetapkan jadwal narasumber
pelaksanaan dan peserta
2. Menentukan AA 3. Sertifikat
narasumber 4. M ateri
3. Membuat surat ]
undangan kepada l




Verifikas dan validas 1. Daftar hadir . Daft_ar
rencana pel aksanaan 2. Notula Hadir
kegiatan (rapat 3. Lembar 2. Notula
* (repat) verifikasi 3. Lembar
verifikasi
A A
Menyiapkan tatal aksana 1. Dokumen 3.000 | 1. Hadir
pelaksanaan: rapat 2. Notula
1. Rapat dg narasumber 2. ATK dIl. 3. Dokumen
2. Rencana pelaksanaan 3. Bahan rencana
3. Evaluas kegiatan 4. Format pelaksana
evaluas an
Pelaksanaan kegiatan *): 1. Daftar hadir *) | Dokumen
1. Pola 32 jam (1.9207) > narasumber pel aksanaan
2. Pola 40 jam (2.400™) dan peserta (Beriata
3. Pola 8 jam (480”) — 2. Notula Acara
4. Pola 4 jam (240™) 3. Sertifikat Penentuan
Pemenang
dil.)
Penyusunan laporan v Dokumen 900 | Laporan
(verifikasi dan validasi) verifikas dan
validasi




9. Penyerahan laporan 15 SOP
Pengelolaan
Arsip
[ Je
Catatan:

SOP Pembinaan dan Pemasyarakatan K ebahasaan dan K esastraan Indonesia dan Daerah, digunakan untuk pedoman pel aksanaan kegiatan:

NGO MODNE

Penyuluhan (Pembinaan Keterampilan Berbahasa dan Bersastra).
Bengkel Bahasa dan Sastra.

Kerja Sama Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan.

Rumah Bahasa dan Sastra.

Pembinaan Sanggar Bahasa dan Sastra.

M acapat

Sosialisasi UKBI

Jumlah Waktu Pelaksanaan dengan pola 32 jam, contoh penghitungan yang dibutuhkan sebagai berikut: 6.495 menit = 108,8 jam + 32 jam = 140,8 jam

dan seterusnya dan panitia pel aksana kegiatan wajib melaporkan jumlah waktu yang dibutuhkan dalam Iaporan pel aksanaan kegiatan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA

Nomor SOP - 04/UP/19-07

Tangga Pembuatan | : _1uli 2019

Tanggal Revisi -1 o\DIKA, OR]

Tanggal Efektif / Jo‘\‘ 1 Agos n.,f_bq
Disahkan Oleh/ & 71 . Kevala Bx% t\arm 2saProvins DIY

L ¢ BALAI BAHASA m

O (PROVINSI DAERAH w f

W | rooraxaria o

- o

.\ A/

s*‘,. Nama: D @ayh Blidi Utormo, M.HUm.
Yy NP 5052(]1991031004

Nama SOP T—l2lassran J

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana
Kerjadan Anggaran Kementrian Negara/ Lembaga

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan APBN

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang APBN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara, Serta Lagu Kebangsaan

PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian
Negara,;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);

1. Memahami Prosedur Pembuatan Pelaporan
2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
3. Memahami Tugas dan Fungs Unit Kerja




9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020
tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan
K ebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Bala Bahasa Nomor 154)

Keterkaitan: Peral atan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP Surat Keluar 2. Printer
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis 3. Filling Cabinet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabilaprosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak
berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah
dibakukan dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
Pengendalian Rekaman.




SOP PENYUSUNAN LAKIP

)

Penyiapan bahan penyusunan RKT, RKA-KI/L, 1.200 RKT
1. | Pelaporan C] dan Distribusi
l Tenaga
Penyusunan Dokumen KAK pelaksana 5.400 PK tahun
2. | Penetapan Kinerja Kegiatan I:I kegiatan dan SK berjalan
Pelaksana K egiatan
Penyiapan dan penyusunan Pemantauan 7.200 Rekapitulasi Monitoring
dokumen Pengukuran Kinerja, Iil Capaian Output Capaian Capaian
3. | Evaluasi Kinerja Kegiatan, dan Pel aksanaan Output Output
Pengukuran Pencapaian l Kegiatan K eg?at an K eglioat an
Sasaran
Penyusunan analisis Daya serap dan 5.400 Pengukuran Dimulai
4 akuntabilitas kinerja kegiatan ——$ capaian output Kinerja tahun 2018
. A ;
{> Triwulan |
Verifikasi/Evaluasi hasil Konsep 1.800 Pengesahan
penyusunan analisis Pengukuran Konsep
. N . v
5. akuntabilitas kinerja kegiatan <> Kinerja Triwulan | Pengukuran
Kinerja
Triwulan |
Penyusunan konsep LAKIP A 7.200 Konsep Dimulai
5 Semester 1 r <>; LAKIP tahun 2018
. 4
Semester |
Validasi/evaluasi penyusunan i Konsep LAKIP 1.200 Pengesahan
LAKIP semester 1 Semester | Konsep
£ LAKIP
Semester |
Penyusunan analisis v Capaian Output 10.800 Pengukuran Monitoring
akuntabilitas kinerja kegiatan l:—|‘ Pel aksanaan Kinerja Capaian
Kegiatan Triwulan 1 Output
8. K egiatan

"y




)

~ MutuBaku

Verifikasi/Evaluasi hasil Pengukuran 1.200 Pengesahan
penyusunan analisis 1 m Kinerja Triwulan Pengukuran
akuntabilitas kinerja kegiatan " Kinerja
9 Triwulan [
Penyusunan dan penyajian Rekapitulasi 14.400 Monitoring
LAKIP Tahunan | Capaian Output Capaian
r .
10 *—% Kegiatan dan Output
' Pelaporan Kegiatan Kegiatan dan
Pelaporan
Kegiatan
Verifikasi/Evaluasi hasil Konsep LAKIP 1.200 Pengesahan
11. | penyusunan LAKIP Tahunan tahun berjalan LAKIP
Pelaporan 900 LAKIP Dikirim ke
, eselon| dan
12. Kementerian
melalui Biro
K euangan
Total waktu penyelesaian 58.000” = 966.67 jam




S

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667
Laman: www.balaibahasadiy.kemdigbud.go.id; Posel: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

Nomor POS 1052/15.6/KP.10.00/2022
Tanggal Pembuatan | 9 September 2020
Tanggal Revisi | 6 Juli 2022

Tanggal Efektif 1 Agustus 2022
Disahkan Oleh Kepala Balai Bahasa

Nama POS

Dasar Hukum:

Klarifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja, dan Tata Cara Reviu atas
laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi
atas Implementasi Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;

1. Memahami peraturan yang terkait dengan pengumpulan data kinerja

2. Memahami prosedur yang dilaksanakan dalam pengumpulan data
kinerja

3. Memahami tugas dan fungsi unit kerja.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. POS Penyusunan Rencana Aksi
2. POS Penyusunan Laporan Kinerja

1. Komputer/laptop dan printer
2. Rencana aksi balai, laporan kegiatan, dan data dukung lainnya

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu terkait perlengkapan, waktu, maupun keluaran dikategorikan
sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

Dicatat dalam berkas kearsipan Subbagian Tata Usaha secara elektronik
dan/atau manual




Pos Pengumpulan Data Kinerja

PELAKSANA MUTU BAKU
NO PENYUSUN KET
KORUS/KORSV/ PROGRAM KASUBBAG KEPALA KELENGKAPAN WAKTU | KELUARAN
ARG ERGEATAS KKLP ANGGRANDAN |  UMUM
PELAPORAN
1 2 3 4 6 7 8 9
1 | Kasubag Umum memberi arahan Surat disposisi 5 menit Disposisi
Penyususun Program Anggaran dan 1__[ l
Pelaporan
2 | Menyiapkan instrumen pengumpulan Laporan kinerja tahun | 60 menit Instrumen
data kinerja dari masing-masing unit v sebelumnya, rencana pengumpulan
aksi, data dukung data kinerja
3 | Mengukur dan mengisi data capaian 7 Instrumen 600 menit | Data kinerja
kinerja berdasarkan laporan dari tiap ya pengumpulan data
bidang kinerja, laporan
Iy l kegiatan, data dukung
4 | Memeriksa dan mengevaluasi data Data kinerja 45 menit Data kinerja
kinerja tidak
5 | Menyusun laporan data kinerja Data kinerja 300 menit | Draf laporan
data kinerja
x l n
6 | Memeriksa draf laporan data kinerja. . Draf laporan data 30 menit Draf laporan
Jika ya, menerusakn kepada kepala tidak ya kinerja data kinerja
untuk diverifikasi. Jika tidak, yang telah
mengarahkan Penyusunan Program diverifikasi
Anggaran dan Pelaporan untuk
menyempurnakannya v
7 | Memeriksa dan menandatangani Draf laporan data 15 menit Laporan data
laporan data kinerja tidak kinerja yang telah kinerja
diverifikasi Kasubbag
\ Umum
8 | Mendokumentasikan laporan data Laporan data kinerja 15 menit Laporan data
kinerja [ %_ kinerja
TOTAL WAKTU 1070 menit = 17,8 jam




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Nomor SOP 01/SPbPm/13-01
Tangga .
Pembuatan 2 Januari 2013

Tanggal Revisj/, w D\BIMM 7]

Tangga Efelyﬁai"'

1 Agos

Disahkan Ofe® L

I
r(pml 2 %;\ Bahasa Provins DIY

/
—

iin Budi Utomo, M.Hum.
101991031004

Nama SOF

Dasar Hukum:

Kualifikas Pelaksana:

1. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,
Serta Lagu Kebangsaan

2. Permendikbud Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata KerjaBalai
Bahasa.

3. PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia

4. Permendibud 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa

5. Peraturan KepaaLIPI Nomor 04/E/2011 tentang Pedoman Akreditasi magjalah

[Imiah.

1.

2
3.
4

Tim Pengelola (Dewan Redaksi) mengerti dasar-dasar pembuatan
KTI dan mampu menulis KTI dalam jurnal terakreditasi

. Penyuting mampu menguasai kaidah pemakaian bahasa Indonesia

baku
Sekretaris mampu mengurusi administrasi laman dan administrasi
persuratan dan laporan

. Mitra Bestari mampu dan menguasai penulisan KTI, mampu

menguasi materi dengan bidang yang relevan

Keterkaitan:

Peral atan/Perlengkapan:

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. SOP Pengadaan barang dan Jasa
4, Pedoman Mutu/Proses Bisnis

1. Jaringan internet
2. Komputer/laptop
3. ATK

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabilaprosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak
berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah dibakukan
dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebagal bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

NoghslwbhE

Surat masuk/keluar yang teragendakan

Artikel kiriman yang terdaftar

Artikel terkirim ke mitra bestari yang tercatat

Surat pernyataan dari penulis yang teragendakan

Artikel yang dipublikasikan yang tercatat untuk dokumentasi
Artikel yang tidak layak muat yang tercatat untuk dokumenatsi
Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
Pengendalian Rekaman.




SOP Pengelolaan Bahan terbitan Berkala

Penyempurnaan SK 900 Pedoman
rancangan (Program ( } Mutu
kerja pelaksanaan —
kegiatan dan KAK)

2. Pemverifikasian 300 | Lembar

\> verifikas

3. Pengumpulan naskah: * 1.500 | Makalah
1. Membentuk tim

pelaksana

2. Mengumpulkan
naskah bahan terbitan

4. Pengklasifikasian: 900 | Makalah

1. Pemilahan naskah Surat dari
yang masuk v redaksi
berdasarkan
topik/tema A

2. Mengembalikan
naskah kepada
penulis untuk
diperbaiki

5. Verifikasi: 300 | Lembar

1. Melakukan verifikasi < verifikas

naskah
2. Melakukan seleks
kelayakan naskah
6. Pengeditan naskah Surat 600 | Naskah
pracetak pernyataan pracetak

7. Melaksanakan 600 | Naskah

pengatakan bahan <« SK dan file
terbitan untuk siap cetak
8. Penyerahan dan 900 | Naskah
pengambilan naskah

A 4

9. M el aksanakan: 1800 | Naskah
1. Koreks naskah pracetak

2. Pengatakan




Pencetakan naskah:
Mencetak bahan terbitan
yang telah dilakukan
pengatakan

11

Penyerahan hasil terbitan:

1. Mitrabestari

2. Penulis

3. LIPI (Akreditasi)
4. Masyarakat

900

12

Pelaporan

A

900

Laporan




Nomor SOP - 01/UP/19-07

Tanggal Pembuatan 1 li 2019

Tanggal Revisi o\DIKAI m
Tanggal Efektif /g%

N\

I Agts g\
Disahkan Oleh/ =& /| - Kenala B} B\ﬁasaProvinsi DIY

%(mmm 2]

YOGYAKARTA
P
%N S/t
% Nama: £ 1Blidi Utomo, M.Hum.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN Py T 5201991031004
TEKNOLOGI Nama SOP ~Ds==adunan Rentana Kerja Unit
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA Kerja
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana | 1. Memahami Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Unit
Kerjadan Anggaran Kementrian Negara/ Lembaga Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Pelaksanaan APBN 3. Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerja

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang APBN

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

5. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara, Serta Lagu Kebangsaan

6. PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian
Negara,;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);




9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020
tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan
K ebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Bala Bahasa Nomor 154)

Keterkaitan: Peral atan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk 1. Kertas Disposis
2. SOP Surat Keluar 2. KAK dan RAB
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis 3. Draf RKAKL
4, Komputer
5. Printer
6. Filling Cabinet
7. RencanaKerja

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak
berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah
dibakukan dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebaga bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
Pengendalian Rekaman.




Penyusunan Rencana Program Unit Kerja

Memerintahkan Pejabat Lembar Disposisi 18 Menit | Lembar
Pengawas untuk melakukan Disposisi
penyusunan program unit kerja
Memerintahkan Penyusun Lembar Disposisi, 18 Menit | Lembar
Program Anggaran dan Formulir Kebutuhan Disposisi,
Pelaporan untuk menyusun Rencana Program Formulir
konsep rencana program unit Kebutuhan
kerja Rencana
Program
Mengumpulkan dan menganalisa Dokumen rencana 25 Jam Dokumen
bahan-bahan penyusunan rencana program dan anggaran RAB
kerja, program dan anggaran unit (RAB dan TOR/KAK
kerja seluruh unit kerja) dan TOR/KAK
Menganalisis data dan informasi Dokumen rencana 50jam Dokumen
pelaksanaan program dan program dan anggaran hasil analisis
anggaran unit kerja tahun (RAB, RKAKL, RAB
sebelumnya dan TOR/KAK seluruh
unit kerjatahun
sebelumnya)
Mengidentifikasi masalah Dokumen rencana 25jam Dokumen
program dan anggaran unit kerja program dan anggaran hasi
sesuai dengan hasil analisis (RAB, RKAKL, RAB identifikasi
dan TOR/KAK seluruh masalah
unit kerjatahun
sebelumnya)
Menyusun rencana program, Dokumen rencana aksi, 50jam dokumen
kegiatan dan anggaran unit kerja KAK/TOR, RAB konsep rencana
program,
kegiatan dan

anggaran




7. | Membahas rencana program, Revis yang disetujui 25jam Dokumen Hasil
kegiatan dan anggaran dengan pembahasan
unit kerja terkait

[ ]

8. | Memeriksaprogram kerja Unit ¢ Dokumen Hasil 5jam Dokumen Hasil

Kerja < pembahasan pembahasan
X

9. | Memeriksaprogram kerja Unit Dokumen Hasil 5jam Dokumen Hasil
Kerja pembahasan pembahasan

10. | Menyusun  petunjuk Dokumen Hasil 50jam petunjuk
operasional kegiatan (POK) > pembahasan operasiona
unit kerja kegiatan

11. | Membuat Laporan Dokumen Haslil 15jam Laporan

pembahasan, petunjuk penyusunan
operasional kegiatan program unit kerja




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA

Nomor SOP 02/UP/19-07
Tanggal Pembuatan | : 1 uli 2019
Tanggdl Revisi T o\DIKAjRON
Tenggal Efektil /o T ATmu@gORl
Disahkan Oleh/ &/ ; Kenala B! % ﬂ,a"ﬁa Provinsi DIY
X[ | oumBAAsA \m |/ /
0Z (PROVINSI DAERAH STIMEWA| €O f{ /
v 3
AV ‘
\8’; oo { Biidi Utomo, M.Hum,
Jy NI a96405201991031004
Nama SOP ~L2nusinan RKAKL

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana
Kerjadan Anggaran Kementrian Negara/ Lembaga

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan APBN

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang APBN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara, Serta Lagu Kebangsaan

PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian
Negara,;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);

1. Memahami Prosedur Penyusunan RKAKL
2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
3. Memahami Tugas dan Fungs Unit Kerja




9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020
tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan
K ebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Bala Bahasa Nomor 154)

Keterkaitan: Peral atan/Perlengkapan:

1. SOP Surat Masuk 1. Kertas Disposis

2. SOP Surat Keluar 2. KAK dan RAB

3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis 3. Draf RKAKL dan RKAKL
4. Peraturan yang berlaku
5. Komputer
6. Printer
7. Filling Cabinet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabilaprosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak
berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah
dibakukan dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
Pengendalian Rekaman.




Penyusunan RKA-KL

. Pdaksma  MuwBaku

1. | Menginstruksikan Pejabat Disposisi, Pagu 10 Menit Lembar Dispos | isi, Pagu
Administrator untuk menyusun ( ) Anggaran Anggaran
RKAKL Unit Kerja

2. | Mengarahkan Pejabat Pengawas v Lembar Disposisi, 10 Menit Lembar
untuk menyiapkan bahan Pagu Anggaran Disposisi,
pembahasan penyusunan RKAKL Pagu

Anggaran

3. | Mengarahkan Staff untuk v Lembar Disposisi 10 Menit Lembar
menyiapkan bahan pembahasan R Disposisi,
penyusunan RKAKL 7 Pagu

Anggaran

4. | Menyusun draft RKAKL sebagai Kertas Disposisi, 25jam Draft RKAKL
bahan pembahasan (Kertas Kerja, P KAK dan RAB dari dan Data
RKA Satker dan Dokumen D masing-masing Pendukung
Pendukung) 4 bagian

5. | Memeriksa draft RKAKL Y Draft RKAKL dan 5jam Draft RKAKL

</ Data Pendukung yang disetujui

8. | Membahas dan mengkompilasi v Draft RKAKL dan 25jam RKAKL yang
draft RKAKL di Biro PKLN Data Pendukung disetujui

9. | Finaisas RKAKL v RKAKL dan Data 15jam RKAKL

( ) Pendukung (KAK
dan RAB)




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Nomor SOP - 03/UP/19-07

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi A0\0 KA,

Tanggal Efektif/ ¥ LRI |
. \ ': .—Il . .
Disahkan Oleh § ’J\aﬁfsa Provinsi DIY
‘{—, I
;}é Nama: 2G&%2n Blidi Utomo, M.Hum.
¥ NP W66052(11991031004
Nama SOP TRors Anggarar ke DJA/DJB

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana
Kerjadan Anggaran Kementrian Negara/ Lembaga

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan APBN

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang APBN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara, Serta Lagu Kebangsaan

PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian
Negara,;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);

1. Memahami Prosedur Revisi Anggaran ke DJA/DJB
2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
3. Memahami Tugas dan Fungs Unit Kerja




9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020
tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan
K ebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Bala Bahasa Nomor 154)

Keterkaitan: Peral atan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk 1. Kertas Disposis
2. SOP Surat Keluar 2. Surat Usul Revisi
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis 3. Draf Revis
4, Hasil Reviu
5. Komputer
6. Printer
7. Filling Cabinet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabilaprosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak
berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah
dibakukan dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
Pengendalian Rekaman.




Revis Anggaran ke DJA/DJB

Mendi sposisikan tugas ke Pejabat

Surat Disposisi,

10 Menit

Lembar

Administrator - yang menangani usulan revisi Disposisi,
revis anggaran usulan revisi
Mempelgjari disposis dan A 4 Lembar 1 Jam Lembar
mengintruksikan Pgjabat Pengawas I:I—— Disposisi, usulan Disposisi,
untuk memproses revisi usulan revisi
Mempelgjari disposisi dan v Lembar 5 Jam Lembar
mengintruksikan Staff untuk I::I Disposisi, usulan Disposisi,
memproses revis usulan revisi
Menyiapkan dan memproses draft \ 4 Disposisi, Surat 5jam Draft usulan
usulan revisi > usulan revisi dan data revis dan Data
I dukung Pendukung
Memeriksa dan memaraf draft Draft usulan revisi dan | 10 menit Draft Revisi
usulan revisi \Q Data Pendukung yang diparaf
A
Memeriksa dan memaraf draft Draft Revis yang 5jam Draft Revisi
usulan revisi diparaf yang diparaf
Merevisi dan mereviu draft usulan v Draft Revis yang 5jam Draft Revisi
revisi | | | diparaf yang diparaf
Mengirim draft usulan revisi ke Draft Revis yang 5jam Hasil reviu
Kepala Satker untuk di tanda A 4 diparaf
e ]
Mengirim usulan Revisi ke v Usulan Revisi yang 5jam Tanda
DJA sudah ditanda tangan Terima dari
Pusat layanan

DJA




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
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Nama SOP * Fknyirtnzdnan dan Pemeliharaan

YOGYAKARTA
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun2009 Tentang Kearsipan 1. Memahami Prosedur Penyimpanan dan Pemeliharaan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pel aksanaan Dokumen
Undang-Undang Nomor 43 Tahun2009 Tentang Kearsipan 2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
3. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang 3. Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerja
Negara, Serta Lagu Kebangsaan
4. PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian
Negara;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020
tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan

K ebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154)




Keterkaitan: Peral atan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk 1. Dokumen
2. SOP Surat Keluar 2. Komputer/laptop
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis 3. Surat
4. Printer
5. Arsip
6. Filling Cabinet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak 1. Pencatatan dan Pendataan Surat masuk/keluar yang
berjalan dengan baik. teragendakan
2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah 2. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
dibakukan dan ditetapkan. Pengendalian Rekaman.
3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebagal bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana




Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen

Pelaksana Mutu
. Kasubbag Tata | Pengadministrasi | Kabag Umum K Veverrll Keterangan
e Langkah Kegiatan Usaha Per suratan (Administrator) elengkapa aktu Output
(Pengawas)

1 |Menerima surat atau dokumen dan Surat, Dokumen |10 menit  |Disposisi,
mengarahkan Pengadministrasi Persuratan ( )
untuk menyimpan dan memelihara dokumen.

2 |Memilah surat atau dokumen sesuai dengan Disposisi, 1 Jam Dokumen
jenis dokumen dan menyusun dokumen ke 4 Dokumen, tersusun
filling kabinet/lemari penyimpanan. Membuat Filling
laporan pendokumentasian. Kabinet

3 |Menyusun laporan keadaan dokumen dan i Dokumen 1 Jam Draf Laporan
melaporkan kepada Kasubbag Tata
Usaha/Pejabat Pengawas

y'y

4 [Memeriksa dan memaraf laporan keadaan v Draf Laporan |30 Menit  |Draf Laporan
dokumen dan menyerahkan ke Kepala Bagian
Umum/Pejabat Administrator

A |

5 |Memeriksa dan menandatangani laporan v Draf Laporan |15 Menit  |Laporan
keadaan dokumen

6 |Menerima dan mengarsipkan dokumen Laporan 30 Menit  [Arsip

:




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
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Nomor SOP
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Nama SOP \m\_@%ﬁﬁn Arsjp

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana

1
2.

3.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun2009 Tentang K earsipan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pel aksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun2009 Tentang Kearsipan

UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara, Serta Lagu Kebangsaan

PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian
Negara;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020
tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan

K ebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154)

1. Memahami Prosedur Penanganan Arsip
2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
3. Memahami Tugas dan Fungs Unit Kerja




Keterkaitan:

Peral atan/Perlengkapan:

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis

1. Lembar Disposisi
2. Komputer/laptop
3. Surat

4. Printer

5. DataArsip Digital
6. Filling Cabinet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak
berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah
dibakukan dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagal an yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Pencatatan dan Pendataan Arsip yang teragendakan
2. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
Pengendalian Rekaman.




Pelaksana Mutu Baku
No. Langkah Kegiatan _ _ _ Keterangan
Administrator/ Pengadministrasi Kelengkapan Waktu Output
Pengawas Persuratan

1 |Memberikan disposis untuk mengarsipkan Dokumen yang akan 5 menit |Disposisi

dokumen ( ) diarsipkan dan lembar
disposis

2 |Mencatat dan memberi nomor arsip/dokumen ke v Disposis 5 menit |Arsip yangtelah
dalam buku arsip/sistem aplikasi diberikan identitas

3 |Memeriksa dan mengklasifikasikan arsip/dokumen y Arsip yang telah 10 menit |Arsip yang telah
berdasarkan jenis dan sifatnya diberikan identitas diklasifikasikan

4 |Menggandakan arsip dalam bentuk digital , Arsip yang telah 1 menit |arsip yang telah
agar arsip terpelihara dari kerusakan diklasifikasikan digandakan dalam

bentuk digital

5 |Menata arsip/dokumen ke dalam lemari arsip v Arsip yang telah 6 menit [Arsip yang telah
berdasarkan jenis dan sifatnya untuk diklasifikasikan ditata
mempermudah dalam pencarian arsip

6 |[Menyeleks arsip yang sudah memasuki v Arsip yang telah ditata 2 menit  |Arsip inaktif
masa inaktif berdasarkan Jadwal Retensi Arsip

7 |Mengelompokkan dan membuat daftar arsip y Arsip inaktif 2 menit |Daftar arsip inaktif
yang sudah inaktif

|
8 |Memberikan nomor berkas arsip inaktif A Daftar arsip inaktif 1 menit |[Arsip inaktif yang
telah diberi nomor

9 |Melakukan penempatan arsip pada boks arsip y Arsip inaktif yang telah 1 menit |Arsipinaktif yang
secara sistematis dan berurut sesuai  dengan diberi nomor telah ditempatkan
nomor pada daftar arsip inaktif serta memberikan pada boks arsip

label pada boks arsip




Pelaksana

Mutu Baku

No. Langkah Kegiatan — — - Keterangan
Administrator/ Pengadministrasi Kelengkapan Waktu Output
Pengawas Persuratan
Membuat daftar pertelaan pemindahan arsip Arsip inaktif yang telah 1 menit |Daftar pertelaan
inaktif ditempatkan pada boks pemindahan arsip
arsip inaktif
Membuat berita acara pemindahan arsip inaktif ke Daftar pertelaan pemindahan| 2 menit |Konsep Berita Acara
unit kearsi pan A 4 arsip inaktif Pemindahan Arsip
I naktif
A
Menandatangani berita acara penyerahan/ v Konsep Berita Acara 5 menit |Berita Acara
pemindahan arsip inaktif ke unit kearsipan < ) . . Pemindahan Arsip
- Pemindahan Arsip Inaktif Inaktif yang telah
ditandatangani
Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan Daftar arsip 60 menit |Laporan penanganan

sebagai pertanggungjawaban

A\ 4

arsip di unit pengolah




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
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M raan Sgrana dan

Prasarana Kantor

Nama SOP

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana

1
2.

3.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun2009 Tentang Kearsipan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pel aksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun2009 Tentang Kearsipan

UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara, Serta Lagu Kebangsaan

PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian
Negara;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020
tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan

K ebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154)

1. Memahami Prosedur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor

2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

3. Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerja




Keterkaitan:

Peral atan/Perlengkapan:

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis

1. Laporan Kerusakan dari Pengguna Sarana dan Prasarana
2. Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

3. Komputer/laptop

4. Ceklist Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

5. Printer

6. Filling Cabinet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak
berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah
dibakukan dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebaga bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Pencatatan dan Pendataan Berkas
2. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
Pengendalian Rekaman.




Mendisposisikan Pejabat
Pengawas untuk melaksanakan
pemeliharaan sarana dan
prasarana kantor berdasarkan
laporan pengguna sarana dan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Laporan kerusakan
dari pengguna sarana
dan prasarana kantor

Diposisi

prasarana kantor
Menugaskan Analis Disposisi 5 menit |Diposis
Pengembangan Sarana dan h 4
Prasarana untuk membuat
rencana pemeliharaan sarana dan
prasarana kantor
Mengidentifikasi, menganalisis, Disposisi 30 menit [konsep rencana POS
dan menyampaikan rencana pemeliharaan sarana |Pengadaan
pemeliharaan sarana dan dan prasarana kantor |untuk
prasarana kantor kepada tingkat kerusakan kerusakan
pimpinan ringan/sedang dan  |berat
berat
Memeriksa dan memaraf konsep rencana 5 menit |konsep rencana POS
rencana pemeliharaan sarana dan pemeliharaan pemeliharaan sarana |Pengadaan
prasarana kantor v saranadan dan prasarana kantor |untuk
<\ prasarana kantor tingkat kerusakan  |kerusakan
7 tingkat kerusakan ringan/sedang dan  |berat
| ringan/sedang dan berat
berat
Memeriksa dan menyetujui Konsep rencana 5 menit |Rencana POS
rencana pemeliharaan sarana dan 4 pemeliharaan pemeliharaan sarana |Pengadaan
prasarana kantor \ saranadan dan prasarana kantor |untuk
prasarana kantor tingkat kerusakan kerusakan
tingkat kerusakan ringan/sedang dan  |berat
ringan/sedang dan berat

berat




Melaksanakan pekerjaan Rencana 30 menit |Daftar periksa
perbaikan kerusakan pada pemeliharaan (Checklist
sarana dan/ prasarana kantor saranadan pemeliharaan
tingkat kerusakan berat dengan prasarana kantor sarana dan prasarana
menunjuk pihak ke-3 tingkat kerusakan kantor tingkat
ringan/sedang kerusakan
ringan/sedang)
7 |Melaksanakan pekerjaan Rencana Daftar periksa
perbaikan kerusakan pada pemeliharaan (Checklist
sarana dan/ prasarana kantor saranadan pemeliharaan
tingkat kerusakan ringan/sedang prasarana kantor sarana dan prasarana
tingkat kerusakan kantor tingkat
berat kerusakan berat)
8 |Menerima Pekerjaan dari Daftar  periksa |60 menit |Laporan
Teknisi/Pihak ke-3 (Checklist pemeliharaan sarana
. pemeliharaan dan prasaranakantor
g sarana dan prasaranal
kantor
9 |Melaporkan hasil pekerjaan
kepada pimpinan
10 |Mendokumentasikan laporan Laporan 90 menit |Arsip laporan
pemeliharaan sarana dan =< ) pemeliharaan

prasarana kantor

sarana dan prasarana
kantor
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Nama SOP

F nrnjaman Serana dan Prasarana
Kantor

YOGYAKARTA
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun2009 Tentang Kearsipan 1. Memahami Prosedur Peminjaman Sarana dan Prasarana
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pel aksanaan Kantor
Undang-Undang Nomor 43 Tahun2009 Tentang Kearsipan 2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
3. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang 3. Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerja
Negara, Serta Lagu Kebangsaan
4. PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian
Negara;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020
tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan

K ebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154)




Keterkaitan:

Peral atan/Perlengkapan:

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis

1. Laporan Kerusakan dari Pengguna Sarana dan Prasarana
2. Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

3. Komputer/laptop

4. Ceklist Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

5. Printer

6. Filling Cabinet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak
berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah
dibakukan dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebaga bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Pencatatan dan Pendataan Berkas
2. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
Pengendalian Rekaman.




Peminjaman Sarana dan Prasarana Kantor

Mendisposisikan Pejabat Disposis 5 menit |Diposisi
Pengawas untuk memproses
usulan peminjaman sarana dan
prasarana kantor berdasarkan
permintaan
Menugaskan Pengadministrasi v Disposis 5 menit |Disposisi
Sarana dan Prasarana untuk
menindaklanjuti peminjaman
sarana dan prasarana kantor
Mengecek ketersediaan sarana Disposisi, Buku/data |5 menit |data ketersediaan
dan prasarana kantor yang akan peminjaman sarana sarana dan prasarana
dipinjam dan prasarana kantor kantor
Menyusun surat jawaban atas Surat usulan, 18 menit |Konsep surat jawaban
permintaan sarana dan prasarana disposisi
kantor berdasarkan hasil cek
ketersediaan
Memgriksa dan memaraf konsep v Konsep surat 10 menit |Konsep surat jawaban
surat jawaban <’> jawaban
| A
Memeriksa dan menandatangani Konsep surat 10 menit |Surat jawaban
surat jawaban jawaban




Menyampaikan surat jawaban
serta berita acara peminjaman

Surat jawaban dan
blanko berita acara

Beritaacara
peminjaman yang

kepada pimpinan

serah terima
peminjaman

kepada pengusul peminjaman peminjaman telah
sarana dan prasarana kantor ) )
ditandatangani
8 |Mencatat dan menjadwalkan Surat usulan, 5 menit |Data penjadwalan
penggunaan sarana dan disposisi peminjaman sarana
prasarana kantor berdasarkan dan prasarana kantor
usulan peminjaman
9. |Menyerahkan sarana dan Datapenjadwalan |5 menit |Sarana dan Prasarana
prasarana kantor yang akan peminjaman sarana kantor yang
dipinjam kepada pemohon dan prasarana kantor dipinjamkan serta
berita acara serah
terima peminjaman
10 |Mendokumentasikan bukti Sarana dan Prasarana| 3 menit  |Arsip berita acara
peminjaman sarana dan kantor yang serah terima
prasarana kantor dipinjamkan serta peminjaman
berita acara serah
terima peminjaman
11 |Melaporkan hasil pekerjaan Arsip berita acara |5 menit |Laporan
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Nama SOP Pefknl]h #{an Keb}.rsman dan
Keindahan Lingkungan Kantor

YOGYAKARTA
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun2009 Tentang Kearsipan 1. Memahami Prosedur Pemeliharaan K ebersihan dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pel aksanaan Keindahan Lingkungan Kantor
Undang-Undang Nomor 43 Tahun2009 Tentang Kearsipan 2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
3. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang 3. Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerja
Negara, Serta Lagu Kebangsaan
4. PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian
Negara;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020
tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan

K ebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154)




Keterkaitan: Peral atan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk 1. Laporan Kerusakan dari Pengguna Sarana dan Prasarana
2. SOP Surat Keluar 2. Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis 3. Komputer/laptop
4. Ceklist Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
5. Printer
6. Filling Cabinet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak 1. Pencatatan dan Pendataan Berkas Pemeliharaan
berjalan dengan baik. Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Kantor
2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah 2. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
dibakukan dan ditetapkan. Pengendalian Rekaman.
3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebaga bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana




Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Mengarahkan Pejabat Disposisi 3 menit |Disposisi

Pengawas untuk melaksanakan

pemeliharaan kebersihan dan

keindahan lingkungan kantor

Menginstruksikan kepada Disposisi 3 menit |Disposis

Pengadministrasi Sarana dan

Prasarana untuk melakukan

pemeliharaan kebersihan dan

keindahan lingkungan kantor

Menyusun perencanaan dan Disposisi 15 menit |Rencana

jadwal pemeliharaan pemeliharaan

pemeliharaan kebersihan dan kebersihan dan

keindahan lingkungan kantor keindahan lingkungan

kantor

Melakukan pemeliharaan v Jadwal pemeliharaan| 60 menit |Daftar periksa

kebersihan dan keindahan kebersihan dan pemeliharaan

lingkungan kantor keindahan kebersihan dan
i keindahan lingkungan
lingkungan kantor

Memeriksa dan Daftar 45 menit |Konsep laporan

melaporkan hasil pekerjaan periksa pemeliharaan

pemeliharaan kebersihan dan pemeliharaan kebersihan dan

keindahan lingkungan kantor kebersihan keindahan lingkungan
dan keindahan kantor

Menyusun laporan Konsep 60 menit |laporan pemeliharaan

pemeliharaan kebersihan dan B laporan kebershan  dan

keindahan lingkungan kantor < )‘ pemeliharaan keindahan lingkungan
kebersihan kantor

dan keindahan
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BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA
Dasar Hukum: Kualifikas Pelaksana:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan BMN/ | 1. Memahami Prosedur Pelayanan Tamu Pimpinan
Daerah 2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
2. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang 3. Memahami Tugas dan Fungs Unit Kerja

Negara, Serta Lagu Kebangsaan

3. PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian
Negara;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020
tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan
K ebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154)




Keterkaitan: Peral atan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk 1. Disposisi
2. SOP Surat Keluar 2. DataKetersediaan Sarana dan Prasarana
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis 3. Konsep Surat Jawaban
4. Surat Jawaban
5. Komputer
6. Printer
7. Filling Cabinet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabilaprosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak
berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah
dibakukan dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Data Pencatatan Peminjaman Sarana dan Prasarana
2. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
Pengendalian Rekaman.




Pelayanan Tamu Pimpinan

Memeriksa, meminta identitas tamu, Kartu identitas danl 5 menit |Datatamu
meminta tamu untuk mengisi buku tamu kartu pengena tamu,

(informasi hari dan tanggal, pukul buku tamu

kedatangan, identitas dantujuan), dan ( )

memberikan kartu pengenal tamu

Mengarahkan dan mempersilakan tamu Datatamu 5 menit |Tamu terarahkan
ke ruang tunggu

Memastikan keterjadwalan tamu Agenda pimpinan 5 menit |Konfirmasi

Y

penerimaan tamu

Menyampaikan informasi kedatangan Jadwal penerimaan | 5 menit |Informasi
tamu kepada pimpinan tamu terkonfirmasi kedatangan tamu
pimpinan
Memberikan arahan terkait penerimaan Informasi 5 menit |Arahan
tamu kedatangan tamu
pimpinan
Menerima tamu Arahan 60 menit | Tamu yang
terlayani
Menerima tanda pengenal tamu dan Kartu pengena tamu| 5 menit |Tamu pimpinan

mengembalikan kartu tanda identitas tamu

yang terlayani
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN NTP 5201991031004
TEKNOLOGI Nama SOP "", srian Perjalanan Dinas
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA Pimpinan
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
Dasar Hukum: Kualifikas Pelaksana:
1. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang 1. Memahami Prosedur Pelayanan Perjalanan Dinas
Negara, Serta Lagu Kebangsaan Pimpinan

2. PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan 2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia | 3. Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerja

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisas Kementerian
Negara;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020
tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan
K ebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154)




Keterkaitan: Peral atan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk 1. Formulir SPPD
2. SOP Surat Keluar 2. Tiket
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis 3. Agenda Pimpinan
4. Komputer
5. Printer
6. Filling Cabinet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak 1. Dicatat dan ditata dalam berkas masing-masing satker
berjalan dengan baik. secara el ektronik atau manual
2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah 2. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
dibakukan dan ditetapkan. Pengendalian Rekaman.
3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebaga bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana




Pelayanan Perjalanan Dinas Pimpinan

Menerima agenda kegiatan Pimpinan Undangan dan 15 menit [Agenda kegiatan
2 |Mencatat jadwal dan mengurus administrasi E Agenda 15 Menit | Jadwal
perjalanan dinas pimpinan kegiatan Perjalanan
3 |Mengajukan rencana biaya perjalanan dinas h Tadwal 30 menit |Biava Perjalanan
pimpinan Perjalanan
k.
4 [Meneruskan rencana biava perjalanan dinas | Biaya 20 menit |Persetujuan
pimpinan ke Pengelola Keuangan // Perjalanan Biaya Perjalanan
5 |Menyiapkan administrasi dan biaya Formulir SPPD, 1 Jam Dokumen
perjalanan dinas pimpinan > Tiket dan Uang Perjalanan
6 |Menerima administrasi dan menyampaikan E Dokumen 30 Menit |Buku perjalanan
ke pimpinan @ Perjalanan dinas




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
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Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana

1.

2.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan BMN/
Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang
dan Jasa

Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengumuman
Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa

UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara, Serta Lagu Kebangsaan

PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian
Negara;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020

1. Memahami Prosedur Pendistribusian BMN
2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
3. Memahami Tugas dan Fungs Unit Kerja




tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan
K ebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154)

Keterkaitan: Peral atan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk 1. Barang
2. SOP Surat Keluar 2. Daftar Kebutuhan Barang
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis 3. Labe
4. Komputer
5. Printer
6. Filling Cabinet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak
berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah
dibakukan dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebaga bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Dicatat dan ditata dalam berkas masing-masing satker
secara elektronik atau manual

2. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
Pengendalian Rekaman.




Pendistribusian BMN

Menerima barang dari Barang 5 Jam Barang,
Panitia/PPHP dan Lembar
mendisposisikan kepada Disposisi
Pengadministrasi BMN antuk
dilakukan pencatatan
Memeriksa, mencatat, dan Barang, Lembar 5 Jam Lembar Disposisi,
membual tanda terima BMN Disposisi, Daftar Barang dan lembar
sesuai daftar barang kebutuhan BMN, tanda terima
Formulir Tanda
Terima
Melakukan pencatatan ke Lembar 10 Jam |Data SIMAK
SIMAK BMN Dhisposisi. Barang BMN
dan lembar
tanda terima
Melakukan pengkodean BMN Barang. Label 10 Jam |Barang, Label
Melakukan pendistribusian Data BMN vang 10 Jam |Laporan
BMMN dan menvusun laporan akan
pendistribusian BMN didistribusikan




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
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Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana

1.

2.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan BMN/
Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang
dan Jasa

Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengumuman
Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa

UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara, Serta Lagu Kebangsaan

PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian
Negara;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020

1. Memahami Prosedur Pengel olaan Barang Persediaan
2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
3. Memahami Tugas dan Fungs Unit Kerja




tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan
K ebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154)

Keterkaitan: Peral atan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk 1. Barang
2. SOP Surat Keluar 2. Daftar Kebutuhan Barang
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis 3. Komputer
4. Printer
5. Filling Cabinet
Pencatatan dan Pendataan:

Peringatan:

1. Apabilaprosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak
berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah
dibakukan dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Dicatat dan ditata dalam berkas masing-masing satker
secara el ektronik atau manual

2. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
Pengendalian Rekaman.




Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Menerima berita acara serah
terima barang persediaan yang
diperoleh/dibeli dan
menugaskan K asubbag/Pejabat
Pengawas untuk meneliti dan
menerima, mendistribusikan
dan menatausahakan Barang
Persediaan

Dokumen

15 menit

Lembar Disposisi
dan Dokumen

Menugaskan
Pengadministrass BMN
mengumpul kan dokumen
sumber transaksi perolehan
BMN

Lembar Disposisi
dan Dokumen

15 menit

Lembar Disposisi
dan Dokumen

Mengumpulkan dokumen
sumber transaks perolehan
BMN (BAST, SP2D)

Lembar Disposisi
dan Dokumen

15 menit

Lembar Disposisi
dan Dokumen

Melaksanakan input data
pengadaan barang persediaan
ke dalam aplikasi Persediaan
dan/atau buku kontrol

Lembar Disposisi
dan Dokumen

1jam

Data dan Dokumen

Menyusun draft rencana
penggunaan barang persediaan
sesuai dengan usulan masing-
masing Bagian

Data dan Dokumen

1jam

Konsep rencana
penggunaan barang

Menyetujui rencana
pendistribusian Barang
Persediaan

Konsep rencana
penggunaan
barang

15 menit

Rencana
Penggunaan
Barang




7 |Menyiapkan Surat bukti Rencana 30 menit |surat bukti
pendistribusian/pengeluaran Penggunaan pendistribusian
barang persediaan Barang barang persediaan
berdasarkan rencana
distribusi untuk setiap bagian
sesuai peraturan yang berlaku
8 |Melakukan pendistribusian surat bukti 30 menit |Pendistribusian Terkait:POS
barang persediaan sesuai pendistribusian barang Pendistribusian
dengan rencana barang persediaan Barang
Persediaan
9 |Memeriksa surat bukti Pendistribusian 15 menit |Bukti
pendi stribusi an/pengel uaran barang Pendistribusian
barang Barang
10 |Melaksanakan input data Bukti ljam |Data dan Dokumen
pengeluaran barang persediaan Pendistribusian
ke dalam aplikasi Persediaan Barang
dan/atau buku kontrol
11 |Mengarsipkan surat Dokumen 1hari |Arsip terkait:POS
pendi stribusi an/pengel uaran Stock
barang persediaan dan Opname
melakukan stock opname
barang persediaan setiap
semester
12 |Menyusun berita acara stock Dokumen 2jam |Daftar Barang terkait:POS
opname barang persediaan dan stock opname Stock
laporan barang persediaan Opname
semester




13 |Mereview dan menandatangani Daftar Barang ljam |Berita Acara terkait:POS
berita acara stock opname stock opname Stock Stock
barang persediaan dan_ memaraf Opname Opname
laporan barang persediaan
semester

14 |Melakukan penandatangan Dokumen dan 2jam |Dokumen dan
laporan barang persediaan Daftar Barng Laporan
semester Persediaan Stock Semester

Opname
15 |Mengarsipkan berita acara Dokumen 15 menit |Dokumen

stock opname dan laporan
barang persediaan semester

:




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
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Tangga Revis :
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991031004

Nama SOP
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Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana

1.

2.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan BMN/
Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang
dan Jasa

Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengumuman
Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa

UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara, Serta Lagu Kebangsaan

PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian
Negara;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020

1. Memahami Prosedur Penghapusan BMN
2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
3. Memahami Tugas dan Fungs Unit Kerja




tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan
K ebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154)

Keterkaitan: Peral atan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk 1. Barang
2. SOP Surat Keluar 2. Daftar BMN dan Harga Limit
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis 3. BeritaAcara
4. Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan
5. Surat Permohonan Lelang
6. Surat Persetujuan Lelang
7. Rencana Lelang
8. SK Penghapusan
9. Komputer
10. Printer
11. Filling Cabinet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak 1. Dicatat dan ditata dalam berkas masing-masing satker
berjalan dengan baik. secara elektronik atau manual
2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah 2. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur

dibakukan dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

Pengendalian Rekaman.




Distribusi BMN

Menerima barang dari Barang 5 Jam Barang,
Panitia/PPHF dan Lembar
mendisposisikan kepada Disposisi
Pengadministrasi BMN untuk
dilakukan pencatatan
Memeriksa, mencatat. dan Barang. Lembar 5 Jam Lembar Disposisi,
membuat tanda terima BMN Disposisi, Daftar Barang dan lembar
sesuai daftar barang kebutuhan BMMN, tanda terima

Formulir Tanda

Terima
Melakukan pencatatan ke Lembar 10 Jam  [Data SIMAK
SIMAK BMN Disposisi, Barang BMN

dan lembar

tanda terima
Melakukan pengkodean BMN Barang. Label 10 Jam |Barang, Label
Melakukan pendistribusian Data BMMN vyang 10 Jam |Laporan

BMN dan menyusun laporan
pendistribusian BMN

akan
didistribusikan




Penghapusan Barang Milik Negara (BM N)

Menerima berita acara serah terima Dokumen 15 menit| Dokumen
BMN vyang diperoleh/ dibeli ( )

2 |Menditi dan menerima, v Dokumen 15 menit| Dokumen
mendistribusikan dan
menatausahakan BMN

3 |Menganalisa dokumen berita acara Dokumen 15 menitf Dokumen
serah terimaBMN

\ 4

4 |Mengumpulkan dokumen sumber Dokumen 30 menit| Data dan
transaksi perolehan BMN (BAST,
SP2D), melaksanakan input data
pengadaan BMN ke dalam aplikasi
SIMAK-BMN

5 |Menyusun draft rencana penggunaan Dokumen ljam | Dokumen
BMN sesuai dengan usulan masing-
masing Bagian

A 4

Dokumen

A

6. |Menyetujui rencana penggunaan Dokumen 15 menit| Dokumen
dan pendistribusian BMN

A

7 |Menyiapkan Surat Dokumen 30 menit Dokumen
peminjaman/pendistribusian BMN
(surat pinjam pakai/tanda terima
barang) berdasarkan kebutuhan setiap
bagian sesuai peraturan yang berlaku
8 |Melakukan pendistribusian BMN Dokumen 30 menit Dokumen
sesuai dengan rencana
peminjaman/tanda terima
pendistribusian BMN E:l

\ 4

A 4




Memeriksa Surat  Peminjaman/
Pendistribusian dan memaraf

Dokumen

15 menit

Dokumen

10

Menandatangani Berita Acara
pendistribusian/ peminjaman barang
milik negara

Dokumen

1jam

Dokumen

11

Mengarsipkan Surat
Peminjaman/ Pendistribusian BMN

A 4

Dokumen

15 menit

Dokumen

12

Melakukan rekonsiliasi dengan SAK
setiap bulan, semester dan tahunan

Data

1ljam

Data

13.

Menyusun laporan transakss BMN
setiap bulan, semester dan tahunan

Dokumen

1 hari

Dokumen

14

Mereview laporan transakss BMN
setiap bulan, semester dan tahunan
dan memaraf

A

Dokumen

1ljam

Dokumen

15

Melakukan penandatangan laporan
transaksi BMN setiap bulan, semester
dan tahunan

Dokumen

2 jam

Dokumen

16

Mengarsipkan laporan transaksi
BMN setiap bulan, semester dan
tahunan

Dokumen

15 menit

Dokumen




Penghapusan Barang Milik Negara (BM N)

Pelaksana Mutu Baku
No. Langkah Kegiatan Kepala Kasubbag TU | Pengelola Surat | Pengadministrasi K eterangan
(Administrator) | (Pengawas Persuratan Kelengkapan| Waktu Output

1 [Mendisposisikan kepada Pejabat Disposisi 15 Menit |Disposisi
Pengawas untuk menyusun L aporan
BMN ( )

2 |Mengarahkan Pengelola Surat untuk v Disposisi 15 Menit |Disposisi
menyusun konsep laporan barang
milik negara [:I

3 |Menginformasikan kepada subbagian v Disposisi 1 Jam Konsep
untuk melaporkan hasil kegiatan dari | || Laporan BMN
masing- masing subbagian masing-

masing

4 |Menerima dan menggabungkan ! Konsep 5jam Laporan Akhir
masing-masing laporan subbagian |—:| Laporan
menjadi konsep Laporan Barang I_“ BMN masing-
Milik Negara masing

5 |Memeriksa dan  melaporkan v Laporan Akhir|5 jam Laporan Akhir
Laporan Barang Milik Negara Y

6 |Memeriksa hasil Laporan Barang Laporan Akhir|5 jam Laporan Akhir
Negara dan Menyetujui atau ) 4
memberikan perbaikkan laporan —<>

7 |Menyimpan Laporan Barang Laporan Akhir|30 Menit [Arsip
Milik Negara untuk diarsipkan 'Q




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA

Nomor SOP : 03/UKeu/19-07

Tanggal Pembuatan 1 li 2019

Tanggal Revisi o\DIKAI m
Tanggal Efektif /g%

N\

I Agts g\
Disahkan Oleh/ =& /| - Kenala B} B\ﬁasaProvinsi DIY

%(mmm 2]

6’4_ Nama: Dy Bldi Utomo, MHum
S 52(/1991031004

Nama SOP ~Dambayaran Gajl Pegawal

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana

1.

2.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 )

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020
tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan

K ebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang APBN

UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara, Serta Lagu Kebangsaan

PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian
Negara;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisas dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020

1. Memahami Prosedur Pembayaran Gaji Pegawai
2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
3. Memahami Tugas dan Fungs Unit Kerja




tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan
K ebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154)

Keterkaitan: Peral atan/Perlengkapan:

1. SOP Surat Masuk 1. Rekapitulasi Pegawai
2. SOP Surat Keluar 2. SSP, SPM, ADK
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis 3. Berkas Ggji

4. SP2D

5. Komputer

6. Printer

7. Filling Cabinet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabilaprosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak
berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah
dibakukan dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
Pengendalian Rekaman.




Pembayaran Gaji Pegawai

1. | Merekapitulasi, Rekapitulasi 30 menit | Rekapitulasi
memutakhirkan P pegawai pegawai,
data pegawai dan CA_/' = dan SSP
membuat setoran pajak

2. | Memverifikasi berkas v Rekapitulasi 30 menit | berkas
gaji dan penandatanganan pegawai, dan gaji
berkas \ SSP pegawai

3. | Membuat SPP gaji berkas gaji 15 menit | SPP

] pegawai
A

4. | Memverifikas v SPP 15 menit | SPP
dan mengesahkan SPP >
Gaji

5. | Memverifikas berkas + SPP dan ADK 30 menit | SPM
pengajuan LS, dan
menerbitkan SPM <A\

6. | Mengantarkan SPM ke SPM dan ADK 15 menit | SPM
KPPN

A 4
L F

7. | Memverifikasi berkas Y SPP dan ADK 60 menit | SPM
SPM >

8. | Menerima SP2D LS SP2D 420 menit | SP2D
belanja pegawai melalui
email dan mencairkan @
dana




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA

Nomor SOP ;. 04/UKeu/19-07

Tanggal Pembuatan ,1__1--1\12\019

Tangga Revisi / o\DIKA w\
Tanggal Efektif /&m“’&

aq,a Provins DIY

¢
v S
Z. N
Nam/f)’”/ S/ Bdi Utomo, MHum
Py N7 w64520( 991031004

Nama SOP Mﬂ Bagi Bendahara
Pengeluaran

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana

1.

2.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang K ementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 )

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020
tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungs Bala Bahasa Nomor 154);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang APBN

UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara, Serta Lagu Kebangsaan

PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian
Negara;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020

1. Memahami Prosedur Perpajakan Bagi Bendahara
Pengeluaran

2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

3. Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerja




tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan
K ebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154)

Keterkaitan: Peral atan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk 1. Nota
2. SOP Surat Keluar 2. Kuitans
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis 3. Billing SSP
4. Komputer
5. Printer
6. Filling Cabinet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak
berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah
dibakukan dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebaga bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
Pengendalian Rekaman.




Perpajakan Bagi BP

1. | Melakukanrekapitulasi potongan Kuitans, Nota 3 hari Rekap Potongan
pajak kegiatan Pajak
2. | Membuat E-billing SSP Rekap Potongan 1 hari Nominal
pembayaran pajak Pajak penyetoran
pajak dan
Billing SSP
3. | Menyetorkan potongan pajak ke Dana penyetoran 1 hari SSsP
jak
Bank/Kantor POS P
4. | Membukukan pembayaran pajak Tanda Penerima 1 hari SSsP

Negara




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA

Nomor SOP 06/UKeu/19-07
Tanggal Pembuatan 1 Juli 2019
Tangga Revis Aol
Tanggal Efektif w‘\—\ﬂl!!“mo\
Disahkan Oleh /&Jﬁam A Proval DIY
S
k. 3
o mm } /
Y\ YosvaKaRA I
FA

Nama SOP

nc&zja_n‘SP Melﬂllui Uang
Per iroen '

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana

1.

2.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang K ementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 )

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020
tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungs Bala Bahasa Nomor 154);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang APBN

UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara, Serta Lagu Kebangsaan

PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian
Negara;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020

1. Memahami Prosedur Pencairan DanaMéelalui Uang

Persediaan

2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
3. Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerja




tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan
K ebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154)

Keterkaitan:

Peral atan/Perlengkapan:

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis

Alat Pengolah Data

RKAKL

Rencana K egiatan

Daftar Kebutuhan UP

Usul Permintaan UP dan Bukti Penerimaan SPM
Komputer

Printer

. Filling Cabinet

NGO RrWDNE

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak
berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah
dibakukan dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebagal bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
Pengendalian Rekaman.




Pencairan Dana M elalui Uang Per sediaan (UP)

Menetapkan TOR, RAB 60 menit Rencana

rencana dan Kegiatan

Kegiatan Satuan Kerja RKA-K/L Satuan Kerja

a Menyampaikan v Daftar 90 menit | Usul

K ebutuhan UP [ ] Kebutuhan UP permintaan
b. Mengkompilasi 4 uUP
kebutuhan UP

Memverifikass  berkas Usul 10 menit Draft SPP

pengguan UP  dan < permintaan dan Daftar

membuat SPP uP Kelengkapan
pendukung

Memverifikasi Draft SPP 10 menit SPP

dan mengesahkan SPP ¢ dan Daftar

> />_ K elengkapan
pendukung

Memverifikas berkas SPP dan 10 menit Draft SPM

SPP v Daftar Ceklist

dan membuat SPM <z persetuajuan

Memverifikasi, Draft SPM 10 menit SPM

mengesahkan

dan memasukan Pin

SPM

Mengajukan UP SPM 5 menit Surat
Pengusulan
UP yang di
tandatangani
KPA

Memproses Usul -~ SPM 60 menit Bukti

Pencairan UP ke KPPN " dan kelengpan penerimaan

untuk diverifikas dan dokumen SPM

diterbitkan SP2D




Menerima email SP2D
dari

KPPN dan mencairkan
UpP

Bukti
penerimaan

SPM

420 menit

Dana




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA

Nomor SOP ;. 07/UKeu/19-07

Tangga Pembuatan | : 1 .1uli 2019

Tanggal Revis " \’ﬁ]_miyl;}

Tanggal Efektif @}?‘o' WOPN
Disahkan Oleh / & /" X \h}ué,a Provins DIY
< M\l
o I/
u‘ J
P
i Utomo, M.Hum.
e 991031004
Nama SOP ~Laoncaiqn Dana Melalui GUP

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana

1.

2.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang K ementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 )

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020
tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan

K ebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang APBN

UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara, Serta Lagu Kebangsaan

PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisas Kementerian
Negara;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020

1. Memahami Prosedur Pencairan Dana Melalui GUP
2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
3. Memahami Tugas dan Fungs Unit Kerja




tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan
K ebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154)

Keterkaitan:

Peral atan/Perlengkapan:

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis

Alat Pengolah Data

RKAKL

Rencana K egiatan

Daftar Kebutuhan GUP

Usul Permintaan GUP dan Bukti Penerimaan SPM
Komputer

Printer

Filling Cabinet

. RencanaKerja

CoNo~WNE

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabilaprosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak
berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah
dibakukan dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
Pengendalian Rekaman.




Pencairan Dana M elalui Ganti Uang Per sediaan (GUP)

Menerbitkan Surat Bukti Pembayaran Surat Perintah
Perintah Bayar (SPBY) Bayar (SPBY)
a Melakukan pengujian, Surat Perintah 15 menit | DRPP, bukti

pembayaran dan Bayar (SPBY), pengeluaran, dan

penyampaian SPBY "—| DRPP, bukti SSP
b. Menyampaikan bukti I:; pengeluaran, dan

pengeluaran, DRPP, A SSP

dan SSP
Memverifikasi berkas ADK dan berkas 10 menit | Draft SPP dan
pengajuan GUP dan Daftar
membuat SPP \>“ K elengkapan

pendukung
Memverifikasi dan Draft SPP dan 10 menit | spp
mengesahkan SPP Daftar
Kelengkapan
pendukung

a. Memverifikasi berkas SPP dan Daftar 20menit | Draft SPM

SPP dan membuat SPM Ceklist persetujuan
b. Memverifikag, Draft SPM

mengesahkan dan

memasukan Pin SPM
Memproses Usul J SPM 60 menit | syrat Pengusulan
Pencairan GUP ke KPPN I:_I‘ GUP
Menerima emal SP2D SP2D 420 menit | pana

dan mencairkan GUP




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA

Nomor SOP 10/UKeu/19 07
Tanggal Pembuatan 1 242019
Tanggal Revisi ) \DlKA,y
Tanggal Efektif /. ‘;@m-%'
Disahkan Olen  / &/ Kenala Rﬂ;\r;h\:]'abProval DIY
- BALA| BAHASA i
0 |PROVINSI DAERAH ul /
WA voomen ) S
2 ST

b
M%\rudmmnmmn
s'J/JIP 1W805201991031004

Nama SOP

u.'w.m Dana Médlalui LS
Bendahara

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana

1.

2.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang K ementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 )

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020
tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang APBN

UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara, Serta Lagu Kebangsaan

PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian
Negara;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisas dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020

1. Memahami Prosedur Pencairan DanaMdadui LS

Bendahara

2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
3. Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerja




tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan
K ebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154)

Keterkaitan:

Peral atan/Perlengkapan:

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis

Alat Pengolah Data

RKAKL

SPP, SPM, SP2D, ADK

Proposal, SK, ST, Daftar Nominatif
DRPP, Cek, Rekening Koran
Komputer

Printer

Filling Cabinet

NGO RrWDNE

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabilaprosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak
berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah
dibakukan dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebaga bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
Pengendalian Rekaman.




Pencairan Dana Melalui LS Bendahara

o Pdee MuuBse

Memverifikasi, meneliti, dan menguji Proposal, SK, 15 menit | Permohonan
ketepatan berkas pertanggung- ST, Qaftgr Renpana
jawaban, mengkonfirmasi pajak ( \ nominatif, dan kegiatan
kemudian mencatat, membukukan, A_/ dokumen lain-
menandatangani pertanggung- lain
jawaban SPJ menerbitkan DRPP _ _
a. Membuat rencana pel aksaanaan Rencana 90 menit | Persetujuan

kegiatan Kegiatan, Rencana
b. Membuat berkas penggjuan LS Persetujuan Kegiatan,

dan membuat SPP Kegiatan, SPP
c. Mengesahkan SPP SPP '
Memverifikasi berkas SPP dan R SPP 15 menit | SPP
membuat SPM d
Memverifikasi, mengesahkan dan SK, ST, 60 menit | SPM
memasukan Pin dokumen
SPM lain-lain,

DRPP, SPP,
dan ADK
Membuat surat pengajuan UP ke R SPP dan ADK 15 menit | SPM
KPPN g
Memproses Usul Pencairan UP ke SPM dan ADK 180 SPM dan
KPPN menit ADK
Memverifikass SPM UP dan SP2D 420 SP2D
Menerbitkan SP2D menit
Menerima email SP2D dan Cek 120 Cek/tunai
mencairkan dana menit
|

Menerima LPJ bulanan dan Rekening 60 menit | LPJ
pertanggungjawabannya, jika sisa koran, SPM,
disetor ke kas negara dan SP2D




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Nomor SOP : 11/UKeu/19-07

Tanggal Pembuatan | : 1 Juli 2019

Tanggal Revisi s
Tanggal Efektif o AusR021
Disahkan Oleh / Q¥ A ﬂ,ii a?}qsa Provins DIY
%
=X m\/
S Sk
Z i Utomo, M.Hum,
“3&’_ AL85052(1991031004
Nama SOP \\‘*\Wana IMelalui Tambahan
Sarg Persedicar

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana

1.

2.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang K ementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 )
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020
tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan

K ebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang APBN

UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara, Serta Lagu Kebangsaan

PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan

Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian

Negara;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020

1. Memahami Prosedur Pencairan Dana Melalui Tambahan
Uang Persediaan

2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

3. Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerja




tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan
K ebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154)

Keterkaitan:

Peral atan/Perlengkapan:

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis

Alat Pengolah Data

RKAKL

Rencana K egiatan

Daftar Kebutuhan TUP

Usul Permintaan TUP dan Bukti Penerimaan SPM
Komputer

Printer

. Filling Cabinet

NGO RrWDNE

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak
berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah
dibakukan dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebaga bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
Pengendalian Rekaman.




Pencairan Dana M elalui Uang Per sediaan (UP

Menyusun rencana Surat 30 menit | Dokumen
permintaan dana TUP Dispensasi kegiatan
ke dalam aplikasi SAS ( ) TUP, Kuitansi, TUP

SK, ST, dan

dokumen lain-

lain
Mengajukan  rencana v Dokumen 30 menit | Daftar
permintaan TUP ] Kegiatan TUP Kebutuhan
disertai ADK ke KPPN TUP
Membuat rincian Daftar 30 menit | DRPP
Penggunaan dana :I Kebutuhan

TUP
Mengkompilasi, DRPP 60 menit | LPHDRPP
memverifikasi dan '—|
menandatangani rincian ]
penggunaan dana A
Memverifikasi dan b4 LPJ+DRPP 20 menit | LPJ+DRPP
M enandatangani >
Rincian Penggunaan Dana
Pernyataan PPK terkait Daftar 30 menit | Surat
jangka waktu Nominatif Pernyataan
pertanggungjawaban dan <
penggunaan TUP tidak
untuk kegiatan yang
dapat dibayarkan melalui
LS
Mengajukan permohonan v Surat 30 menit | Dispensasi
persetujuan TUP I:_| Pernyataan,
dari KPPN — Rincian

TUP
Memverifikasi berkas Daftar 10 menit | Draft SPP
pengajuan TUP dari Nominatif, dan
Bendahara dan membuat Surat rincian
SPP Pernyataan, TUP

Rincian TUP




Memverifikasi dan Draft SPP dan 10 menit | SPP dan rincian
mengesahkan SPP [2] rincian TUP
4 TUP
Memverifikasi berkas SPP danrincian | 10 menit | Draft SPM dan
SPP dan membuat SPM l TUP dokumen
kelengkapannya
\[/‘

Memverifikasi, Draft SPM dan 10 menit | SPM
mengesahkan dan dokumen
memasukan Pin SPM kelengkapannya
Memproses Usul P Daftar Perincian | 60 menit | Bukti
Pencairan TUP ke KPPN | TUP Penerimaan

dan SPM
Menerimaemail SP2D A 4 Bukti 420 SP2D dan Dana
dan mencairkan dana GD) Penerimaan menit
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Nomor SOP

12/UKeu,/19-07

Tanggal Pembuatan

1 _Tuli 2010

Tanggal Revisi 7

Tanggal Efektif/Q“‘o
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Nama SOP

52(j1991031004

=esifan Dana. Melalui LS
Kontraktua

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana

1.

2.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang K ementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 )

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020
tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang APBN

UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara, Serta Lagu Kebangsaan

PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian
Negara;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisas dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020

1. Memahami Prosedur Pencairan DanaMeldui LS

Kontraktua

2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
3. Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerja




tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan
K ebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154)

Keterkaitan: Peral atan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk 1. Dokumen Pengadaan
2. SOP Surat Keluar 2. SPK, SPM, SP2D, Draf SPP
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis 3. RKAKL
4. Ceklist Persetujuan Pengadaan
5. Komputer
6. Printer
7. Filling Cabinet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabilaprosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak
berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah
dibakukan dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebaga bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
Pengendalian Rekaman.




Pencairan Dana Melalui LS Kontraktual

Menerbitkan Surat Perintah SPK dan Kartu 60 menit | SPK
Kerja dan Mendaftarkan Pengawas
Kartu Pengawas Kontrak Kontrak
Menyampaikan berkas SPK 60 menit | Draft SPP dan
pengajuan Kartu Pengawas v Daftar
kontrak ke KPPN E Kelengkapan
pendukung
Menyampaikan v Dokumen 5 menit Dokumen
dokumen pengadaan ke ['j Pengadaan Pengadaan
PPK 4
Memverifikasi dokumen Dokumen 10 menit | Dokumen
pengadaan dan membuat Pengadaan Pengadaan dan
Dokumen LS Kontraktual kelengkapan
pendukung
Membuat SPP Dokumen 10 menit | Draft SPP dan
i' Pengadaan dan Daftar
'y kelengkapan Kelengkapan
pendukung pendukung
Memverifikasi Draft SPP dan 10 menit | SPP
dan mengesahkan SPP Daftar
Kelengkapan
pendukung
Memverifikas berkas SPP SPP dan Daftar 10 menit | Draft SPM
dan membuat SPM Ceklist'
persetujuan
Memverifikasi, Draft SPM 10 menit | SPM
mengesahkan dan
memasukan Pin SPM
Mengajukan SPM ke KPPN SPM 5 menit Bukti
|:_|< Penerimaan
SPM
Menerima email SP2D v Bukti 420 Dana
dan mencairkan dana ( ) Penerimaan menit

SPM




Nomor SOP 13/UKeu/19-07
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN \Q_,p lyb\‘\ 991321004
TEKNOLOGI Nama SOP : bt
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
Dasar Hukum: Kualifikas Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang K ementerian Negara 1. Memahami Prosedur Pencairan DanaMelalui LS Pihak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 ) Ketiga
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan 3. Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerja
Kebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang APBN
4. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara, Serta Lagu Kebangsaan
5. PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian
Negara;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisas dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020




tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan
K ebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154)

Keterkaitan:

Peral atan/Perlengkapan:

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis

Dokumen Pengadaan

SPK, SPM, SP2D, Draf SPP
RKAKL

Ceklist Persetujuan Pengadaan
Data Kontrak

Komputer

Printer

. Filling Cabinet

NGO RrWDNE

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak
berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah
dibakukan dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebagal bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
Pengendalian Rekaman.




Pencairan Dana Medalui LS Pihak Ketiga

Mengajukan Permohonan 15
permohonan pembayaran, | menit | Dokumen
pembayaran ( ‘ dan dokumen kontrak,
‘r/ kontrak kuitans,
dan dokumen
lain
Memverifikas, Doku en 60 Dokumen
meneliti, dan menguji kontrak, menit kontrak,
berkas serta kuitans, kuitansi,
kesesuiaan dengan dan dokumen dan dokumen
RKA-KL lain lain
Membuat SPP LS Dokumen 30 SPP
pihak ketiga > kontrak, menit
kuitansi,
dan dokumen
lain
Memverifikasi dan SPP 15 SPP
mengesahkan SPP menit
LS Pihak Ketiga
Memverifikas berkas SPP dan 60 SPM
pengajuan LS, ADK, dan menit
menerbitkan SPM data kontrak
Mengantarkan SPM SPM dan 15 SPM
> ADK menit
Memverifikas SPM dan 60 Bukti
berkas SPM ADK menit Penerimaa
n SPM
Menerima SP2D LS Bukti 420 Dana
pihak ketiga melaui Penerimaan menit
email dan SPM

mencairkan dana




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Nomor SOP

14/UKeu,/19-07

Tanggal Pembuatan

1.0 lli_ 2019

Tanggal Revisi T ¢

Tanggal Efektif /4

YOGYAKARTA e
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Nama SOP

Mp] Pemenuhan Ganti
Uang Nihil

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana

1.

2.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang K ementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 )

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020
tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan

K ebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang APBN

UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara, Serta Lagu Kebangsaan

PP Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian
Negara;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 124);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020

1. Memahami Prosedur Melengkapi Pemenuhan Ganti Uang

Nihil

2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
3. Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerja




tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan
K ebudayaan,(K edudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154)

Keterkaitan: Peral atan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk 1. Bukti Pengeluaran
2. SOP Surat Keluar 2. DRPP, SPP, SPM, SP2D
3. Pedoman Mutu/Proses Bisnis 3. Kompilasi Daftar Kebutuhan UP
4. Komputer
5. Printer
6. Filling Cabinet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak
berjalan dengan baik.

2. Pelaksana bertanggung jawab atas pel aksanaan aktivitas yang telah
dibakukan dan ditetapkan.

3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebagal bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana

1. Dokumen pelaksanaan disimpan sesuai dengan Prosedur
Pengendalian Rekaman.




M elengkapi Pemenuhan Ganti Uang Nihil

1. | a Menyampaikan bukti Kumpulan 70 menit Kumpulan
pertanggungjawaban GUP ke DRPP, Bukti DRPP,
BP ( ) Pengeluran, SSP Bukti
b. Mengkompilasi dan Pengeluran,
menyerahkan GUP SSP,
Kompilasi
daftar
kebutuhan
GUP
2. | Memverifikasi berkas pengajuan v Kompilas 10 menit Draft SPP
GUP dan membuat SPP daftar dan Daftar
A kebutuhan GUP Kelengkapan
pendukung
3. | Memverifikas dan v Draft SPP 10 menit SPP
mengesahkan SPP dan Daftar
AW> Kelengkapan
pendukung
4. | Memverifikasi berkas SPP Nihil v SPP dan 10 menit Draft SPM
dan membuat SPM Nihil W> Daftar Ceklist
4 persetujuan
5. | Memverifikasi, mengesahkan ) 4 Draft SPM 10 menit SPM
dan memasukkan Pin SPM Nihil <>
6. | Mengajukan SPM Nihil ke KPPN R SPM 10 menit Surat
~ Pengusulan
GUP
7. | Menerima bukti v SPM dan 60 menit Bukti
persetujuan SPM Nihil ( ) kelengkapan penerimaan
dokumen SPM
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